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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa wuntuk mengintegrasixan dan menyelaraskan
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu
adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
bahwa  klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
digunakan untuk mendukung Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana
cimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klas:f'kasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerabh;

Undang-Undang Nomor 39 Takun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4S16);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 -zentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Fembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjuinya
¢isebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah
pengzolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan
perencanaan pembangunan dan keuangan daereh yvang
cisusun secara sistematis sebagai acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
caerah dan keuangan daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah kepaa daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.



(1)

(2)

Crusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Uruszn
adalah  kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksenaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara
pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Organisasi adalah perangkat daeral: yang merupakan
unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah dalam = peryelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana
berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian
masing-masing kelompok dana.

Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah
administrasi pemerintahan daerah provinsi, caerah
kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut cengan
nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lair: dan
kelurahan seluruh Indonesia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

permerintahan dalam negeri.

BABII
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2
Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana
pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat
daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penyusunan dokumen sebagaimana cimaksud paca ayat
(1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikas:, dan
Nomenklatur yang digunakan pada tanapan:
a. perencanaan pembangunan daerah;
b. perencanaan anggaran daerah;
c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dasrah;

d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;



(3)

(4)

(5)

e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
f. pengawasan keuangan daerah; can

g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Pasal 3

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
a. Jrusan, bidang urusan, prograra, kegiatan, can sub

<egiatan,;
t. Fungsi,
c. Organisasi;
d. Sumber Pendanaan;
e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
f. rekening.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan. Nomenklatur Urusan untuk
bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun
berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun
berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang
tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dar. Nomenklatur Sumber
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi
dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan

pera-uran perundang-undangan.



(6)

(7)

(1)

(2)

K asifikasi, Kodefikasi, dan Ncmenklatur nama Wilayah
Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf e, disusun berdasarkan kode dan data
Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai cengan
keter:tuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun
berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban,
exuitas, pendapatan/pendapatan-laporan realisasi
anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan

operasional, dan beban.

Pasal 4

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagasimana
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Larmpiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan baku bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun dozumen

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan

laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah

melakuken pemetaan program dan kegiatan menurut

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahka= dari

Peraturan Menteri ini.



BAB III
EMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KOCEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR

Pasal 6
(1) Menteri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur berdasarkan:
a. usulan Pemerintah Daerah;
b. perubahan kebijakan; dan/atau
c. peraturan perundang-undangan.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayst (1),
dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas

perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/atau nomenklatur.

Pasal 7

(1) TUntuk melaksanakan pemutakhiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Menter: membentuk tim
pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggctakan
unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan dapat melibatkan kementerian/len:baga
pemerintah nonkementerian lain vang terkait sesuai

dengan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang tzlah
digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah
ditetapkan sebelum Peraturan Menteri in: mulai berlaku tetap

digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahapr mulai
tahur: 2020.



Pasal 9
Pada szat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III
dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual peda Pemerintah Daerzh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2020.



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintankan
pengundangan Peraturan Menteri ini 2Zengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik :ndones:a.

D:tetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
trd
TJAEJO XUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1447.




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN KEUANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam
perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab
permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan
kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan
Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan
dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah
fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.
Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah
Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari
pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran
berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.
Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah
terkelompokkan hingga sub kegiatan akan ~memudahkan
stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara

terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.
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Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik
dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan
demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam
mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan
publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah.

TUJUAN
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara
berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar
penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun
secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi
dimaksud digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan
keuangan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
pembangunan daerah dan keuangan daerah;

c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja
dan keuangan daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f.  mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan
daerah; dan

g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan

pengelolaan keuangan daerah.
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PENYUSUNAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Penyusunan  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan
memadukan seluruh  proses  perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan
keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan
dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan
daerah.

Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis
meliputi:

a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

b. Fungsi;

c. Organisasi;

d. Sumber pendanaan;

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
f.  Rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan
kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada
masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan
pengelolaan keuangan daerah.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur diberlakukan terhadap uraian masing-masing lampiran
yang telah diberikan tanda “dst” atau dengan kode “XX”. Kode “dst”
merupakan penjabaran kodefikasi dan nomenklatur yang timbul
akibat adanya perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah
atau terkait pengelolaan badan layanan umum daerah, fasilitas
kesehatan tingkat pertama, dan bantuan operasional sekolah.
Sedangkan, kode “XX” menjabarkan program penunjang urusan
Pemerintah Daerah. Selain itu kode “XX” dalam Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi digunakan untuk
menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang
jumlahnya menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan

peraturan daerah.
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Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

1)

2)

Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan

daerah terdiri atas:

a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah;

b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar;

d) Urusan pilihan;

e) Unsur pendukung urusan pemerintahan;

f)  Unsur penunjang urusan pemerintahan;

g) Unsur pengawas;

h) Unsur kewilayahan;

i)  Unsur pemerintahan umum; dan

j)  Unsur kekhususan.

Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan

yang digunakan Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas:

a) program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan

kode “XX”;

b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3

(tiga) yaitu:

(1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dikodefikasi dengan angka 1 (satu);

(2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar terkait pelayanan dasar
dikodefikasi dengan angka 2 (dua); dan

(3) Urusan Pilihan dikodefikasi dengan angka 3 (tiga).

c) Unsur Pendukung urusan pemerintahan dikodefikasi
dengan angka 4 (empat);

d) Unsur penunjang urusan pemerintahan dikodefikasi
dengan angka S (lima);

e) Unsur pengawasan dikodefikasi dengan angka 6

(enam);

f) Unsur kewilayahan dikodefikasi dengan angka 7

(tujuh);

g) Unsur pemerintahan umum dikodefikasi dengan
angka 8 (delapan); dan
h) Unsur kekhususan dikodefikasi dengan angka 9



3)
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(sembilan).

Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren

terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang

terdiri atas:

a)

b)

)

d)

g)

h)

j)

k)

)

p)

Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode
1.01;

Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode
1.02;

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang dengan kode 1.03;

Urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman dengan kode 1.04;

Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
dengan kode 1.05;

Urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan
kode 2.07;

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;

Urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode
2.09;

Urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode
2.10;

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
dengan kode 2.11;

Urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa dengan kode 2.13;

Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana dengan kode 2.14;

Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan
kode 2.15;

Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika dengan kode 2.16;



4)

q)

t)

aa)

ab)

ac)

ad)

ae)

af)
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Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah dengan kode 2.17;

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dengan kode 2.18;

Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga dengan kode 2.19;

Urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode
2.20;

Urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode
2.21;

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan
kode 2.22;

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan
kode 2.23;

Urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode
2.24;

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
dengan kode 3.25;

Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode
3.26;

Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode
3.27;

Urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode
3.28;

Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya
mineral dengan kode 3.29;

Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan
kode 3.30;

Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan
kode 3.31; dan

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan

kode 3.32.

Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan

pemerintahan terdiri atas:

a)

b)

Unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan
Unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.



5)

6)

7)

8)

9)

10)
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Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan

pemerintahan terdiri atas:

a) Unsur perencanaan dikodefikasi dengan 5.01;

b)  Unsur keuangan dikodefikasi dengan 5.02;

c) Unsur kepegawaian dikodefikasi dengan 5.03;

d) Unsur pendidikan dan pelatihan dikodefikasi dengan
5.04;

e) Unsur penelitian dan pengembangan dikodefikasi
dengan 5.05;

f)  Unsur penghubung dikodefikasi dengan 5.06; dan

g) Unsur pengelolaan perbatasan daerah dikodefikasi
dengan 5.07.

Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan

pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.

Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi

menjadi:

a) Provinsi yang terdiri atas:
(1) Kecamatan dengan kode 7.01;
(2) Kota Adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan

kode 7.02; dan
(3) Kabupaten Adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta
dengan kode 7.03.

b)  kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.

Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum

yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.

Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan terdiri atas:

a) Dinas Syariat Islam Aceh dengan kode 9.02;

b) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
dengan kode 9.03;

c) Sekretariat Majelis Adat Aceh dengan kode 9.04;

d) Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan kode 9.05;

e) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dengan kode 9.06;
dan

f) Paniradya Kaistimewan dengan kode 9.01.

Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan

kewenangan antar susunan  pemerintahan  perlu

diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktivitas
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pembangunan berupa nomenklatur program dan kegiatan
daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam
nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan
bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Dengan demikian, program disusun dengan memperhatikan sub
bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode
identitas 1.xx, dan kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
perundang undangan.

Maka, perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan

sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA
| - | Program | Kegiatan
MENJADI
Program Kegiatan Sub Kegiatan
menterjemahkan menterjemahkan menterjemahkan
Sub Urusan Kewenangan aktivitas/layanan

Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan
Kabupaten/Kota

Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri

atas:

a. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode
x|xx|01; dan

b. Program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan

bidang urusannya dengan kode x|xx|02.
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Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:

a.

Kegiatan pada provinsi pada setiap program dikodefikasi dimulai
dari angka x|xx|xx|1.01, x|xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai
dengan jumlah kegiatan di setiap program;

Kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap program
dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02
sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;

Kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI Jakarta dapat
menggunakan kode kegiatan yang terdapat pada provinsi dan
kabupaten/kota; dan

Sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari
angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di

setiap kegiatan.

Fungsi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun
dalam rangka menyelaraskan dan memadukan urusan
pemerintahan daerah beserta unsur lainnya dengan belanja
negara yang diklasifikasikan menurut Fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan
pemerintahan daerah beserta unsur lainnya tersebut
diklasifikasikan menjadi sub Fungsi. Klasifikasi dan kodefikasi
Fungsi sebagai berikut:
1) Fungsi, meliputi:

a) Pelayanan umum dengan kode 1;

b) Ketertiban dan keamanan dengan kode 2;

c) Ekonomi dengan kode 3;

d) Perlindungan lingkungan hidup dengan kode 4;

e) Perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 5;

f) Kesehatan dengan kode 6;

g) Pariwisata dengan kode 7;

h) Pendidikan dengan kode 8; dan

i)  Perlindungan sosial dengan kode 9.
2) Sub Fungsi merupakan penggolongan berdasarkan urusan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,

urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang,
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unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan
umum, dan unsur kekhususan. Pemberian kode sub
Fungsi dimulai dari angka x.01 sampai dengan jumlah sub

Fungsi pada setiap Fungsi.

Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi
merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar
penamaan Organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang
mengatur perumpunan dalam Organisasi maksimal menjadi 3
(tiga) rumpun. Dengan demikian, dalam Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan
Organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang
disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang
melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur
Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan
pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Organisasi.

1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:

a) Urusan Pemerintahan, meliputi:

(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar;

(2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar; dan

(3) Urusan pemerintahan pilihan.

b) Unsur pendukung;

c) Unsur penunjang;

d) Unsur pengawas;

e) Unsur kewilayahan;

f) Unsur pemerintahan umum; dan

g) Unsur kekhususan.
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Kodefikasi Organisasi meliputi:

a)

Urusan Pemerintahan Daerah
Penyajian kodefikasi Organisasi berdasarkan

urusan pemerintahan daerah berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. Selain itu, terdapat peraturan

perundang-undangan yang mengatur khusus

perumpunan perangkat daerah, antara lain: Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan

Menteri Pertanian Nomor

43 /Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan

dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan
disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom
perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Digit pertama dengan angka 1, menunjukkan
kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar;

(2) Digit pertama dengan angka 2, menunjukkan
kode wurusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar;

(3) Digit pertama dengan angka 3, menunjukkan
kode urusan pemerintahan pilihan; dan

(4) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
angka 32 menurut urutan urusan pemerintahan
daerah.

Penyajian  kodefikasi  Organisasi atas urusan

pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar, meliputi:



(2)

(2)
(b)

(d)

(e)

()
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Pendidikan dengan kode 1-1;

Kesehatan dengan kode 1-2;

Pekerjaan umum dan penataan ruang
dengan kode 1-3;

Perumahan rakyat dan Kawasan
permukiman dengan kode 1-4;

Ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dengan kode 1-5;
dan

Sosial dengan kode 1-6.

Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

(2)
(b)

(©)
(d)

(e)
(0

(8)

(h)

(n)

(p)
(@)
()

Tenaga kerja dengan kode 2-7;
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak dengan kode 2-8;

Pangan dengan kode 2-9;

Pertanahan dengan kode 2-10;

Lingkungan hidup dengan kode 2-11;
Administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dengan kode 2-12;

Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan
kode 2-13;

Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dengan kode 2-14;

Perhubungan dengan kode 2-15;

Komunikasi dan informatika dengan kode 2-
16;

Koperasi, usaha kecil dan menengah dengan
kode 2-17;

Penanaman modal dengan kode 2-18;
Kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-
19;

Statistik dengan kode 2-20;

Persandian dengan kode 2-21;

Kebudayaan dengan kode 2-22;
Perpustakaan dengan kode 2-23; dan
Kearsipan 2-24.
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(3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

(a) Kelautan dan perikanan dengan kode 3-25;

(b) Pariwisata dengan kode 3-26;

(c) Pertanian dengan kode 3-27;

(d) Kehutanan dengan kode 3-28;

() Energi dan sumber daya mineral dengan
kode 3-29;

(f) Perdagangan dengan kode 3-30;

(g) Perindustrian dengan kode 3-21; dan

(h) Transmigrasi dengan kode 3-32.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kode Organisasi berdasarkan unsur pendukung

merupakan unsur staf yang dilaksanakan oleh

sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan
unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan
perwakilan rakyat daerah provinsi dan
kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur

pendukung urusan pemerintahan disusun dengan 2

(dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan

dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Digit pertama dengan angka 4, menunjukkan
kode unsur pendukung urusan pemerintahan;
dan

(2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan 2
untuk sekretariat dewan.

Penyajian  kodefikasi = Organisasi atas unsur

pendukung urusan pemerintahan dimaksud disajikan

sebagai berikut:

(1) Sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan

(2) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah

dengan kode 4-2.
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Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang

urusan pemerintahan disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang

disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom

perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Digit pertama dengan angka S, menunjukkan
kode unsur penunjang urusan pemerintahan;

(2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
seterusnya merupakan urutan unsur penunjang
urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang

urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai

berikut:

1) Perencanaan dengan kode 5-1;

2) Keuangan dengan kode 5-2;

3) Kepegawaian dengan kode 5-3
4) Pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;
5) Penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;

(
(
(
(
(
(6) Penghubung dengan kode 5-6; dan
(7) Pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-7.
Unsur Pengawas

Kode Organisasi berdasarkan unsur pengawas
merupakan  unsur pengawas = penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Kodefikasi  Organisasi atas unsur pengawas
penyelenggaraan  pemerintahan daerah disusun
dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom
perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:
(1) Digit pertama dengan angka 6, menunjukkan
kode unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah; dan
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(2) Digit kedua dengan hanya angka 1 karena
pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas

urusan pemerintahan dimaksud disajikan dengan

kode 6-1.

Unsur Kewilayahan
Kode Organisasi berdasarkan unsur kewilayahan

disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom

perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Digit pertama dengan angka 7, menunjukkan
kode unsur kewilayahan  penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

(2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
seterusnya merupakan urutan unsur
kewilayahan.

Penyajian  kodefikasi = Organisasi atas  unsur

kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan
kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan

(2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan
dengan kode 7-1.

Unsur Pemerintahan Umum
Kode Organisasi berdasarkan unsur

pemerintahan umum merupakan pelaksanaan urusan
pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh
kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2 (dua)
digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan
penjelasan sebagai berikut:

(1) Digit pertama dengan angka 8, menunjukkan
kode unsur pemerintahan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) Digit kedua dengan hanya angka 1 karena
pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik
merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan

umum dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan
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Politik.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas kesatuan bangsa

dan politik dimaksud disajikan dengan kode 8-1.

Unsur Kekhususan
Unsur  kekhususan disusun  berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara khusus pengaturan kekhususan dan
keistimewaan. Penyususan kode berdasarkan unsur
kekhususan yang merupakan pelaksanaan urusan
pemerintahan, unsur penunjang dan  unsur
pendukung diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaan
urusan pemerintahan, unsur penunjang dan unsur
pendukung berkenaan. Sedangkan unsur kekhususan
diluar pelaksanaan urusan pemerintahan, unsur

penunjang dan unsur pendukung disediakan kode 9-

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara khusus sebagai dasar penyusunan

Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur unsur

kekhususan yakni:

o Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dengan
demikian Pemerintah Provinsi Papua dapat
menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan
dengan tanda *) dan **);

o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang, dengan demikian
Pemerintah  Provinsi Papua  Barat dapat
menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan
dengan tanda *) dan ***);

o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan demikian Pemerintah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dapat menggunakan kode
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Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ****);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan
demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat
menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan
dengan tanda *****);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan
demikian Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dapat menggunakan kode Organisasi

yang dikhususkan dengan tanda *****¥),

[lustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1 0-0 | 0-0

wajib yang berkaitan Bidang Pendidikan
dengan pelayanan dasar

[lustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1 2-22 0-0
wajib yang | Bidang wajib yang Bidang
berkaitan Pendidikan | tidak Kebudayaan
dengan berkaitan
pelayanan dengan
dasar pelayanan
dasar
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[lustrasi: 3 (tiga) perumpunan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1 2-22 2-19
wajib Bidang | wajib Bidang | wajib Bidang
yang Pendidi | yang Kebuday | yang Kepemud
berkaita | kan tidak aan tidak aan dan
n berkaitan berkaita | Olahraga
dengan dengan n dengan
pelayan pelayana pelayana
an n dasar n dasar
dasar

Sumber Pendanaan
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber
Pendanaan ditujukan untuk mengelompokan sumber dana
berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka
pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari
pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/control,
akuntabilitas/accountability dan transparansi/transparency
(CAT). Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber
Pendanaan terdiri atas:
1) Dana Umum
Dana umum atau general fund adalah dana yang
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana
transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
bersifat blockgrant dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah.
Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:
a) Pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;
b) Pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode
1.3.
2) Dana Khusus
Dana khusus atau restricted fund adalah dana yang
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna
mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas

penggunaannya/peruntukkannya dalam rangka




-7 -

desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang
peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dana transfer dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat
earmarked, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan
hibah dengan tujuan tertentu.

Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

a) Pendapatan Asli Daerah dengan kode 2.1;

b) Pendapatan Transfer dengan kode 2.2; dan

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kode

2.3.

Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, = Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah
Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai kode dan data wilayah
administrasi pemerintahan yang digunakan dalam penentuan
lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang menjadi
kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi, = Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah
Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung
menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan melalui pemetaan (mapping)

elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Rekening

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening dalam
pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses
perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan
akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening meliputi
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja,

pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan
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Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan
dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari
laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber
informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca,
LRA dan LO yang terdiri atas:
1) Klasifikasi Neraca
a) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.
b) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
c) Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah.
2) Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA);
a) Pendapatan
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya,
pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara
umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali
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oleh pemerintah daerah.

Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Klasifikasi Laporan Operasional (LO).

a)

b)

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Kodefikasi dan nomenklatur Rekening meliputi:

a)

b)

Kodefikasi dan Nomenklatur Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Neraca,
terdiri atas:

(1) Aset dengan kode 1;

(2) Kewajiban dengan kode 2; dan

(3) Ekuitas dengan kode 3.

Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran
dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Penyusunan anggaran sebagai proses alokasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan realisasi
anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
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LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya dalam satu periode. Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran

dan LRA, terdiri atas:

(1) Pendapatan dengan kode 4;

(2) Belanja dengan kode 5; dan

(3) Pembiayaan dengan kode 6.

c) Kodefikasi dan Nomenklatur Laporan Operasional
(LO).

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,
beban dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan  periode sebelumnya. Kodefikasi dan

Nomenklatur Penyusunan LO, terdiri atas:

(1) Pendapatan-LO dengan kode 7; dan

(2) Beban dengan kode 8.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi
Neraca, LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan
maka disusun laporan keuangan sekunder ditinjau
berdasarkan  sumber informasi/transaksi penyusun
laporan keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya
seluruh penyajian dalam Neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan
LAK diungkapkan dalam CaLK. Berikut masing-masing
penjelasan LPE, LPSAL dan LAK, sebagai berikut:

o LPE adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

o LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang
terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.
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o LAK adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

J Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajdikan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai.

PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian

Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan

kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

a. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui
usulan Pemerintah Daerah.

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui

usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian

Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran setelah melalui tahapan

sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (mapping) atas
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah
dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;

2) Berdasarkan hasil pemetaan (mapping), apabila terdapat
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum
diakomodir dalam Peraturan Menteri ini, maka pemerintah
daerah dapat mengajukan usulan setelah disahkan oleh
kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui
SIPD; dan

3) Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri
melalui tim pemutakhiran melakukan verifikasi untuk

selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditambahkan dalam
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database Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

b. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

berdasarkan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan.

1)

Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan
inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan

dan peraturan perundang-undangan.

2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud
pada angka 1, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran database
dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
KODE

zloz|2| 2 | Z

3| Z 5 2| E |mE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

e - R~

X

X | XX

x| xx |o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

x| xx o1l 101 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

X | XX |01 1.01 | 01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

x| xx lo1l101! 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

X | XX | 01| 1.01 | 03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

x| xx lo1]101! 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah

X | XX |01 ] 1.01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

X | XX |01] 1.02 Administrasi Keuangan

X | XX | 01| 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

X | XX | 01| 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

X | XX |01 | 1.02 | 03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

X | XX |01 | 1.02 | 04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
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x| xx lo1l102! 05 Pengelplaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

X | XX 101 1.021 06 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

x| xx lo1l1.02]| o7 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran

x| xx lo1]1.02] 08 Penyusunan  Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

X | XX | 01| 1.02 | 09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

X | XX |01] 1.03 Administrasi Umum

X | XX |01] 1.03 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat

x| xx o1l 103! 02 Penyed1agn Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

x| xx o1l 103! 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

X | Xx 101 1.03 ) 04 Kesehatan PNS

X | XX |01] 1.03 | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

x| xx o1l 103! 06 Penyediaan J asa Pemel.1haraan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional

X | XX |01 1.083 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

X | XX | 01| 1.03 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

X | XX |01 1.03 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

X | XX | 01| 1.03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor

X | XX |01 1.03 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi

X | Xx 1 0111.037 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

X | XX | 01| 1.03 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

X | XX |01 1.03 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

x| xx lo1l103! 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

X | XX |01] 1.083 | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor

X | XX |01]1.03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman

x| xx lo1l103]! 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah

X | XX |01] 1.083 | 20 | Pengadaan Mobil Jabatan

X | XX | 01| 1.03 | 21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

X | XX |01 1.03 | 22 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

X | XX | 01| 1.03 | 23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

X | XX |01] 1.03 | 24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

X | XX | 01| 1.03 | 25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

X | XX |01] 1.03 | 26 | Pengadaan Mebeleur

X | XX |01 1.03 | 27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

X | XX | 01| 1.03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
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e N R v

X | XX | 01| 1.03 | 29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

X | XX |01 ] 1.083 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

x| xx lo111.03! 31 Pe'mehharaan ' Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

X | Xx 1 0111.037 32 Rumah Jabatan/Dinas

x| xx o1l 103! 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

x| xx o1l 103! 34 Pemehharagn Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas

x| xx o1l 103! 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor

X | XX |01 ] 1.083 | 36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

X | XX |01 ] 1.083 | 37 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

X | XX | 01| 1.03 | 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

X | XX | 01| 1.03 | 39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

X | XX |01 ] 1.083 | 40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

x| xx o1l 103! a1 R§hab111tas1 . Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional

x| xx |01 1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

X | XX |01 1.04 | 01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

x| xx o1l 1.04 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

X | XX | 01| 1.04 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

X | XX |01] 1.04 | 04 | Pengadaan Pakaian Korpri

X | XX |01] 1.04 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

X | XX |01 | 1.04 | 06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun

x| xx o1l 104! 07 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam
Melaksanakan Tugas

X | XX |01] 1.04 | 08 | Pemindahan Tugas PNS

X | XX | 01| 1.04 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal

X | XX |01 ] 1.04 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

x| xx lo1l104 ] 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1] 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1| 01 |02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1| 01 |02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

1| 01 {02 1.01 | O1 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

1] 01 |02] 1.01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru

1] 01 |{02] 1.01 | O3 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
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1] 01 |02] 1.01 | 04 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
1] 01 [{02] 1.01 | O5 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1| 01 {02 1.01 | 06 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1] 01 [{02] 1.01 | O7 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
1| 01 |02 1.01 | 08 | Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
1] 01 |02 1.01 | 09 | Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
1] 01 {02 1.01 | 10 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1| 01 [{02]1.01 | 11 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1] 01 |02] 1.01 | 12 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1| 01 |02 1.01 | 13 | Pembangunan Asrama Sekolah
1101 loa! 101! 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
01 |02 | 1.01 | 15 | Pembangunan Fasilitas Parkir
01 |02 ] 1.01 | 16 | Pembangunan Kantin Sekolah
1101 loa!l 101! 17 Pembangupan Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru, Penjaga Sekolah
01 | 02| 1.01 | 18 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca
01 |02 | 1.01 | 19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
1|01 |[02]1.01]| 20 Sekolah /TU
1101 lo2l1.01] 21 R.ehab.ilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
Biologi
1101 lo2l 101! 22 R§hab111tas1 Sedang/Berat Ruang Laboratorium
Fisika
1101 lo2l1.01] 23 Rghgblllta51 Sedang/Berat Ruang Laboratorium
Kimia
11 01 |o2| 1.01 | o4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
Komputer
11 01 lo2| 1.01 | o5 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
Bahasa
1101 lo2l 101! 26 FPeAhablhtaﬁ Sedang/Berat Ruang Laboratorium
1101 lo2! 101! 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
Sekolah
1| 01 |02 | 1.01 | 28 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1101 loa!l 101! 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba
Guna/Aula
1| 01 |02 | 1.01 | 30 | Rehabilitasi Asrama Sekolah
11 01 lo2l 101! 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
01 |02 ] 1.01 | 32 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir
01 |02 ] 1.01 | 33 | Rehabilitasi Kantin Sekolah
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1101 lo2! 101! 34 Rehgbﬂltam Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah

1| 01 |{02] 1.01 | 35 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca

1| 01 |02 1.01 | 36 | Pengadaan Mebeluer Sekolah

1| 01 |02 1.01 | 37 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah

1| 01 {02 1.01 | 38 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1| 01 {02 1.01 | 39 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

1] 01 [{02] 1.01 | 40 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah

1] 01 [{02] 1.01 | 41 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

1101 loa! 101! 42 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruang Sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan

L] 0L 10271.01) 43 Utilitas Sekolah
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala

1] 01027101 44 Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

11 01 lo2l 101! 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Atas

1] 01 |{02] 1.01 | 46 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1101 loa!l 101! 47 Penyeleng.a?aan Proses Belajar dan Ujian Bagi
Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

L] 0L 10271.01) 48 Pendidikan Menengah Atas

1| 01 [02] 1.01 | 49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

1101 lo2!101! 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

’ Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

1| 01 |02 | 1.01 | 51 | Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menegah Atas

1101 lo2l 101! 502 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Menengah Atas

1101 lo2l 1.02 Pepgelolaan Pendidikan  Sekolah  Menengah
Kejuruan

1| 01 |02 1.02 | 01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

1] 01 |{02] 1.02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1| 01 |02 1.02 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU

1| 01 |02 1.02 | 04 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa

1| 01 |02 1.02 | O5 | Pembangunan Ruang Laboratorium

1] 01 |02] 1.02 | 06 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

1| 01 |02 | 1.02 | 07 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah

1] 01 |02] 1.02 | 08 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

1] 01 |02] 1.02 | 09 | Pembangunan Asrama Sekolah

1] 01 {02 1.02 | 10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
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Sekolah

1| 01 |02]1.02 | 11 | Pembangunan Fasilitas Parkir

1] 01 |02 1.02 | 12 | Pembangunan Kantin Sekolah

1101 loali102! 13 Pembangupan Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru, Penjaga Sekolah

1] 01 [{02] 1.02 | 14 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca

1] 01 |02] 1.02 | 15 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah

1] 01 |02] 1.02 | 16 | Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU

1| 01 |02] 1.02 | 17 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa

1| 01 |02] 1.02 | 18 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium

1] 01 |02] 1.02 | 19 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah

1| 01 |02 | 1.02 | 20 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah

1] 01 |02 1.02 | 21 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula

1] 01 |02] 1.02 | 22 | Rehabilitasi Asrama Sekolah

1101 loal 1021 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah

01 |02 ] 1.02 | 24 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir
01 |02 ] 1.02 | 25 | Rehabilitasi Kantin Sekolah

1101 loa! 102! 26 Reh.ablhtam Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah

1| 01 |02] 1.02 | 27 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca

1] 01 |02 1.02 | 28 | Pengadaan Mebeluer Sekolah

1] 01 |02] 1.02 | 29 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah

1] 01 {02 1.02 | 30 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1] 01 |02 1.02 | 31 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

1] 01 |[|02] 1.02 | 32 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah

1] 01 |02 1.02 | 33 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik

1101 loa! 102! 34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruang Sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan

L] 0L 10271.02)35 Utilitas Sekolah
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala

1] 0L 102 1.02 736 Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

1101 lo2! 102! 37 Penyediaan B1aya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Kejuruan

1] 01 |02] 1.02 | 38 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

11 01 lo2!l1.02! 39 Penyeleng.a?aan Proses Belajar dan Ujian Bagi
Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

L] 0L 102 1.02 140 Pendidikan Menengah Kejuruan

1] 01 |02 1.02 | 41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1] 0L 102 1.02 1 42 bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah
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Kejuruan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1| 01 |02 | 1.02 | 43 | Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menegah Kejuruan
1] 01 |[02] 1.02 | 44 | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
11 01 loal 102! 45 Pembinaan K.elembagaan dan Manajemen Sekolah
Menengah Kejuruan
1| 01 |02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
1| 01 [02] 1.03 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1] 01 {02 1.03 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1| 01 {02 1.03 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1] 01 |02 1.03 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1| 01 {02 1.03 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1] 01 |02] 1.03 | 06 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1| 01 |02] 1.03 | 07 | Pembangunan Asrama Sekolah
11 01 loa!l 103! o8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
01 | 02| 1.03 | 09 | Pembangunan Fasilitas Parkir
01 |02 ] 1.03 | 10 | Pembangunan Kantin Sekolah
1101 loa!l 103! 11 Pembangupan Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru, Penjaga Sekolah
01 02| 1.03 | 12 | Pembangunan Ruang Laboratorium
01 |02 | 1.03 | 13 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
11 01 1021103 14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan
Irama Untuk Tunarungu (B)
11 01 lo2l 103! 15 Pembanggnan Ruang Bina Diri untuk
Tunagrahita (C)
11 01 lo2| 1.03 | 16 | Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak
Untuk Tunadaksa (D)
1101 lo2]103! 17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial
Untuk Tunalaras (E)
1] 01 |02] 1.03 | 18 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1| 01 |02 | 1.03 | 19 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1| 01 |02 | 1.03 | 20 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1] 01 [{02] 1.03 | 21 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1] 01 |02] 1.03 | 22 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1| 01 |02 | 1.03 | 23 | Rehabilitasi Asrama Sekolah
1101 lo2! 103! 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
01 | 02| 1.03 | 25 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir
01 |02 ] 1.03 | 26 | Rehabilitasi Kantin Sekolah
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1101 lo2]1.03] 27 Reh_abilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
1| 01 |02] 1.03 | 28 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1101 lo2]1.03] 20 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak
Berkebutuhan Khusus
1| 01 |02 1.03 | 30 | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
11 01 o021 1.03] 31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama
Untuk Tunarungu (B)
1101 lo2! 103! 32 }ze)hab1l1tas1 Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita
1101 lo2]1.03] 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak
Untuk Tunadaksa (D)
1101 lo2] 103! 34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk
Tunalaras (E)
1] 01 |02 1.03 | 35 | Pengadaan Mebeluer Sekolah
1| 01 {02 1.03 | 36 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1] 01 [{02] 1.03 | 37 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1] 01 |02 1.03 | 38 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1] 01 |{02] 1.03 | 39 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1| 01 {02 1.03 | 40 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik
1101 lo2! 103! 41 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruang Sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
L] 0oL 102 1.03 ] 42 Utilitas Sekolah
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala
1] 0110271037143 Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Penyediaan Biaya  Personil Peserta Didik
L] 0L 10211037144 Pendidikan Khusus
1] 01 {02 1.03 | 45 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1101 lo2! 103! 46 Penyelengaljaan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
1| 01 10211.03 ) 47 Pendidikan Pendidikan Khusus
1| 01 [02 ] 1.03 | 48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
L] 0L 10271.03) 49 bagi Satuan Pendidikan Khusus
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1] 01 |[02] 1.03 | 50 | Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Pendidikan Khusus
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1] 011021103151 | pepdidikan Khusus
1] 01 |03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
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1101 o3| 101 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Menengah
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
1] 0L 03] 101101 Pendidikan Menengah
1101 lo3!l 101! 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
Menengah
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
1] 01103} 1.01703 Pendidikan Menengah
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
1] 011037101104 Pendidikan Menengah
11 01 o3| 1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Khusus
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
L]0l 103)1.02101 Pendidikan Khusus
1101 lo3!| 102! 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
Khusus
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
1] 0L 103]1.02)03 Pendidikan Khusus
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
L] 0L 03] 1.02704 Pendidikan Khusus
11 01 | o4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
11 01 loal 101 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
' Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
1| 01 {04 1.01 | O1 | Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
1] 01 |04 1.01 | 02 | Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus
11 01 |os PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN
PENDIDIKAN
11 01 los!| 101 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang
' Diselenggarakan oleh Masyarakat
11 01 losl 101! 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
' Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan
1| 01 |05 1.01 | 02 | Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
11 01 los| 1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang
' Diselenggarakan oleh Masyarakat




- 41 -

KODE
zloz |2 2 | Z
3| Z 5 2| E |mE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
e N R v
1101 los!| 102! o1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
' Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan
1| 01 |05 1.02 | 02 | Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
Pembinaan Pendidikan Khusus yang
1] 0L 1057 1.02)03 Diselenggarakan oleh Masyarakat
11 o1 |loe PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
11 01 los! 1.01 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas
' Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
1101 loe! 101 o1 Koor'dm.as1 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah
Provinsi
1101 loe! 101! 02 Vitalitas, Konservasi dan Rev1tal.1$a.31 Bahasa dan
Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1101 loe!l 1011 03 Publ}kagl Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan
Provinsi
11 01 los! 101! 04 Penghargaan Tokoh Keba}hag,aan dan Kesastraan
Daerah Kewenangan Provinsi
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita
1| 01 |06 1.01 | 05 | Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan
Provinsi
1101 los! 101! 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhgdap Bahasa
dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1101 los! 101! o7 Penyusunan Modul dap Bahan Ajar Bahasa
Daerah Kewenangan Provinsi
01 | 07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH ******)
01 |07 | 1.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah ******)
11 01 lo7l 1011 01 fﬁEE?ngunan Sarana dan Prasarana Dayah
1| 01 |07 1.01 | 02 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah ******)
Peningkatan  Mutu Pendidik dan Tenaga
1| 01 107 11.01 )03 Kependidikan Dayah *****¥)
01 |07 | 1.01 | 04 | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****¥*)
01 |07 | 1.01 | OS5 | Pembinaan Manajemen Dayah *****¥)
01 |07 | 1.01 | 06 | Penelitian dan Pengembangan Dayah *****¥)
Peningkatan Kualitas dan Pengembangan
L] 0L 1 07) 101107 Kelembagaan Dayah *****¥)
1| 01 |07 | 1.01 | 08 | Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah *****¥)
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Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah
Dayah ******)

01

—
(@}
—

—
(@)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kependidikan Dayah *****¥)

01

08

PROGRAM PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT
MAJELIS PENDIDIKAN ACEH *****¥)

01

08

1.01

Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh

******)

01

08

1.01

01

Penetapan Standar Pendidikan Aceh *****¥)

01

08

1.01

02

Penyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan Aceh *****¥*)

01

08

1.01

03

Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Sekolah
Tinggi/ Ma’had ‘Aly, Politeknik, Akademi,
Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang
Dibutuhkan Aceh *****¥*)

01

08

1.01

04

Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
******)

01

08

1.01

05

Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan
Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing
yang Beroperasi di Aceh Bersama Dengan Majelis
Pendidikan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan *****¥)

01

08

1.02

Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh
******)

01

08

1.02

01

Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai
Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan
Aceh ******)

01

08

1.02

02

Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai
Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan
Alokasi Pemerintah Aceh *****¥)

01

08

1.02

03

Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan
Nonformal Bagi Satuan Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh *****¥)

01

08

1.02

04

Pemberian Bantuan Pembiayaan Untuk
Madrasah, Dayah, dan Satuan Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan
Pendidikan Tinggi Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan *****¥)

01

08

1.03

Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran
Pendidikan Aceh *****¥)
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Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk
Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah *****¥)

01

08

1.03

02

Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
******)

01

08

1.03

03

Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada
Sekolah Umum dan Madrasah *****¥)

01

08

1.03

04

Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami ******)

01

08

1.04

Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Aceh ******)

01

08

1.04

01

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah

******)

01

08

1.04

02

Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan
Penghargaan dan Perlindungan Kepada Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan
Pendidikan *****¥)

01

08

1.05

Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian
Mutu Pendidikan Aceh *****¥)

01

08

1.05

01

Penyediaan  Biaya  Penyelenggaraan  Proses
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada
Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala
Provinsi ******)

01

08

1.05

02

Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu
Pendidikan Aceh ******)

01

08

1.05

03

Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh
pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh *****¥)

01

08

1.05

04

Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh
dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus ******)

01

08

1.05

05

Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan
Dayah/Pesantren ******)

02

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

02

02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

02

02

1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
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1102 lo2! 101! 01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan
Prasarana Pendukungnya
1] 02 |02 1.01 | 02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1] 02 |02] 1.01 | O3 | Pengembangan Rumah Sakit
1| 02 |02 | 1.01 | 04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1] 02 |02 1.01 | O5 | Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan
di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus
1] 0202710106 Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis
Telemedicine, dll)
Pengembangan Unit Pemeliharaan  Fasilitas
1] 02102101107 Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center
1102 o2l 101! 08 thab1htas1 dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1] 02 |02 1.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1102 lo2l 101! 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Layanan Kesehatan
1| 02 |02]1.01 | 11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
11 02 o2l 1011 12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan
Kesehatan
1] 02 |02 1.01 | 13 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,
1|02 10211.01) 14 Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat
1] 021027101115 Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
11 02 lo2l 1011 16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah
Sakit
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
1| 021021 1.01 ) 17 Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1] 02 |02] 1.01 | 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1102 loal101! 19 Pemeliharaan  Prasarana  Fasilitas Layanan
Kesehatan
1102 lo2!101] 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,
1| 02 |02 | 1.01 | 21 | Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP
1| 02 |02 1.02 Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1] 02 |02 1.02 | 01 | Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1] 02102102102 pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1] 02 |02 1.02 | O3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1| 02 | 02| 1.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
1] 02 |02 1.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
1] 02 |02 1.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 o2l 102! o7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
02 | 02| 1.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
02 | 02| 1.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
1] 02 |02 1.02 | 10 | Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Lainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit
L] 0210271027 11 Menular dan Tidak Menular
1] 02 |02 1.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
1] 021027102713 Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
1|02 10211.02) 14 Kecanduan NAPZA
02 | 02| 1.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
02 | 02| 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
02 | 02| 1.02 | 17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM
1] 021027102718 Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1102 lo2l1.02] 19 Pembinaan  Pelaksanaan Upaya  Pelayanan
Kesehatan
1102 o2l 102! 20 Verifikasi .dan .Penllalan Kelayakan Puskesmas
untuk Registrasi Puskesmas
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca
1] 02 |02 1.02 | 21 |Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota
1] 02 |02] 1.02 | 22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
L] 02 10271.02)23 Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1] 02 |02] 1.02 | 24 | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit
1| 02 10271.02) 25 Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
02 | 02| 1.02 | 26 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
02 | 02| 1.02 | 27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
02 | 02| 1.02 | 28 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1102 loal 102! 29 Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat
Kesehatan Pasca Bencana
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11 02 o2l 103 Penyelenggaraan .Slstem Informasi Kesehatan
Secara Terintegrasi
1] 02 |02 1.03 | O1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1| 02 | 02| 1.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1102 lo2!1.03! 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
11 02 02| 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
' Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut
1] 02 |02 1.04 | O1 | Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
02 | 02| 1.04 | 02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
02 | 02 | 1.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
11 02 |03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
11 02 o3| 101 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
' Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
1102 o3| 101! 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1102 o3l 101! 02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1| 02 |03] 1.02 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1102 103|102 01 Pemngkatan.Kompeten51 dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia Kesehatan
1102 o3l 102! 02 Pemblgaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
11 02 |04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi
1| 02 |04 1.01 (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat
Kesehatan (PAK)
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
1| 02 |04 | 1.01 | 01 | Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan
Cabang Pak
Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan
1] 02 |04 1.01 | 02 | Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Berbasis Elektronik
Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1| 02 |04] 1.02 (UKOT)
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Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional

02

04

1.02

02

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan
Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis
Elektronik

02

05

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

02

05

1.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi

02

05

1.01

01

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran
Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi

02

05

1.02

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam
Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

02

05

1.02

01

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat

02

05

1.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah Provinsi

02

05

1.03

01

Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

03

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

03

02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(SDA)

03

02

1.01

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

03

02

1.01

01

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

03

02

1.01

02

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah
dan Air Baku

03

02

1.01

03

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
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Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA

1|03 10211.01) 04 WS yI;lewenangan Provinsi ¢

1] 03 |02 1.01 | O5 | Pembangunan Bendungan

11 03 o2l 1011 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air
Lainnya

1] 03 |02] 1.01 | O7 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

1| 03 |02 1.01 | 08 | Pembangunan Unit Air Baku

1| 03 |02 1.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai

1] 03 {02 1.01 | 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

1103 lo2!101] 11 gzr%l?fngunan Pintu Air/Bendung Pengendali

1| 03 |02 1.01 | 12 | Pembangunan Kanal Banjir

1] 03 |02] 1.01 | 13 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir

1] 03 [02] 1.01 | 14 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi

1| 03 |02]1.01 | 15 | Pembangunan Bangunan Sabo

1] 03 |02 1.01 | 16 | Pembangunan Check Dam

1| 03 |02 1.01 | 17 | Pembangunan Breakwater

1103 lo2l101! 18 Pembr?mgt.man Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya
Pembangunan Flood Forecasting And Warnin

1103 0210119 | o0 " ngFWS) g g

1| 03 |02] 1.01 | 20 | Rehabilitasi Bendungan

1103 102|101 21 izi}:f;;ltaﬁ Embung dan Penampungan Air

1] 03 |02] 1.01 | 22 | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku

1| 03 |02 1.01 | 23 | Rehabilitasi Unit Air Baku

1| 03 |02 1.01 | 24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai

1| 03 |02 1.01 | 25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

1| 03 |02 1.01 | 26 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

1| 03 |02 1.01 | 27 | Rehabilitasi Kanal Banjir

1| 03 |02 1.01 | 28 | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir

1| 03 |02 | 1.01 | 29 | Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi

1| 03 |02 1.01 | 30 | Rehabilitasi Bangunan Sabo

1| 03 |02 1.01 | 31 | Rehabilitasi Check Dam

1| 03 |02 1.01 | 32 | Rehabilitasi Breakwater

1103 lo2l101! 33 Rehapilita}si Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya

1] 03 |02 1.01 | 34 | Peningkatan Tanggul Sungai

1| 03 |02 1.01 | 35 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

1| 03 |02 1.01 | 36 | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

1| 03 |02] 1.01 | 37 | Peningkatan Kanal Banjir

1| 03 | 02| 1.01 | 38 | Peningkatan Stasiun Pompa Banjir

1] 03 |02] 1.01 | 39 | Peningkatan Polder/Kolam Retensi
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03 | 02| 1.01 | 40 | Peningkatan Bangunan Sabo
03 | 02| 1.01 | 41 | Peningkatan Check Dam
03 |02 | 1.01 | 42 | Peningkatan Breakwater
11 03 lo2l101! 43 Penmgkaﬁan Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya
Peningkatan Flood Forecasting And Warning
1| 03 |02]1.01 | 44 System (FFWS)
03 | 02| 1.01 | 45 | Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
03 |02 | 1.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan
1| 03 1021 1.01 ) 47 dan Pemeliharaan Mata Air
1| 03 |02 1.01 | 48 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
11 03 loal 101! 49 Operasi dap Pemehharaan Embung dan
Penampung Air Lainnya
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah
1| 03 10211.01 )50 Untuk Air Baku
03 |02 | 1.01 | 51 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
03 | 02| 1.01 | 52 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1103 lo2l101! 53 Opera§1 dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing
Sungai
1| 03 |02 1.01 | 54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1| 03 |02 1.01 | 55 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1] 03 |02 1.01 | 56 | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1| 03 |02 1.01 | 57 | Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1] 03 |02 1.01 | 58 | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
1103 loali101! 59 Operasi dan Pemeliharaan Brgakwater/ Seawall
Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1103 102|101 60 Pengelolaan H1d¥"olc.)g1 dan Kualitas Air WS
Kewenangan Provinsi
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan
L] 031021101716l Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
L] 031021017162 Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
1| 03 |02 1.01 | 63 | Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Provinsi
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
11 03 |02 1.02 Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
' Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
1] 03 |02 1.02 | 01 |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
Rawa
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1] 03 |02] 1.02 | 02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1] 03 [02] 1.02 | 03 | Pembangunan Bendung Irigasi
1| 03 |02 1.02 | 04 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1] 03 |02] 1.02 | 05 | Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1] 03 |02 1.02 | 06 | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1] 03 |02] 1.02 | 07 | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1| 03 |02 1.02 | 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1| 03 |02] 1.02 | 09 | Peningkatan Bendung Irigasi
1| 03 |02 1.02 | 10 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1| 03 |02 1.02 | 11 | Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1| 03 |02 1.02 | 12 | Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1| 03 |02} 1.02 | 13 | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1] 03 |02 1.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1] 03 |02 1.02 | 15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi
1| 03 |02 1.02 | 16 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1] 03 |02 1.02 | 17 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1] 03 |02 1.02 | 18 | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1| 03 |02 1.02 | 19 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1103 102|102 20 Koordinasi. , Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Konservasi Kawasan Rawa
1103 lo2l 102! 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan
03 | 02| 1.02 | 22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
03 | 02| 1.02 | 23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1103 o2l 102/ 24 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Tambak
1103 lo2]1.02] 25 Qperasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi
Air Tanah
1103 lo2!102]! 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air
Tanah
03 | 02| 1.02 | 27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi
03 | 02| 1.02 | 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1103 lo2l102! 20 Koord%nasi, Sinkronisasi dan = Pelaksanaan
Pemeliharaan Kawasan Rawa
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1| 03 |03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1|1 03 [03]1.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
Kabupaten /Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
1| 03 |03]1.01|01 | ¥ Py ! g
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Supervisi

1] 03 |03 1.01 | 02 | Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan
SPAM

1| 03 |03 1.01 | O3 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan

11 03 lo3!101! 04 Pem‘pangunan Baru SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan

1| 03 |03 1.01 | O5 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan

1] 03 |03 1.01 | 06 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

1| 03 |03 | 1.01 | 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

1| 03 |03 | 1.01 | 08 | Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

1] 03 |03 1.01 | 09 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan

1| 03 |03]| 1.01 | 10 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

11 03 lo3li1o01!l 11 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas
Kabupaten/Kota

11 03 lo3li101! 12 Uprating Instalasi Pengolahan Air Lintas
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional

L] 03103710113 Lintas Kabupaten/Kota
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan

1] 03103101714 Pengelolaan SPAM Provinsi

11 03 lo3l101! 15 Operasi dan  Pemeliharaan @ SPAM  Lintas
Kabupaten/Kota
Survei dan Investigasi untuk Pengembangan

1] 031031017116 SPAM Lintas Kabupaten/Kota
Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM

1| 03 103)1.01 )17 Lintas Kabupaten/Kota

11 03 o3l 101! 18 Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas
Kabupaten/Kota

11 03 |oa PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

11 03 loal 101 Pengembangan . Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

1| 03 |04 1.01 | O1 | Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
Supervisi

1] 03 |04 1.01 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi

11 03 loal101! 03 Pem‘paqgunan TPA/TPST/SPA Kewenangan
Provinsi

03 | 04| 1.01 | 04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
03 | 04| 1.01 | OS5 | Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
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1| 03 |04 1.01 | 06 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
11 03 lo4!101! 07 Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas
Kabupaten/Kota
11 03 loal 101! 08 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan Persampahan
11 03 |os PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
1103 105]1.01 Limbah Domestik Regional
11 03 losl 101! 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
' Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1] 03 |05]1.01 | 02 | (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana
Cubluk
1| 03 |05 | 1.01 | 03 | Penyediaan Tangki Septik
1| 03 |05 1.01 | 04 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1| 03 |05 1.01 | 05 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1| 03 |05| 1.01 | 06 | Penyediaan Prasarana IPLT
1| 03 |05] 1.01 | 07 | Penyediaan IPALD
11 03 losl 101! 08 Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem
Pengumpulan dan Sambungan Rumah
1| 03 |05] 1.01 | 09 | Penyediaan Prasarana Sambungan Rumah
Supervisi
1| 03 |05]1.01 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
1103 los!| 101! 11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat
' dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pengembangan SDM dan Kelembagaan
1] 03 105) 1.0} 12 Pengelolaan Air Limbah Domestik
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah
1103105110113 Domestik Lintas Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
1] 03105 101114 Limbah Domestik
11 03 | o6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11 03 los!l 101 yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas
' Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
1] 031067101101 Teknis Sistem Drainase Perkotaan
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1| 03 |06 1.01 | 02 | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi  Sistem
Drainase Perkotaan
1| 03 {06 1.01 | O3 | Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
1| 03 |06 | 1.01 | 04 | Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
11 03 loe!l 101! 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana
Pendukungnya
1] 03 |06 1.01 | 06 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1| 03 |07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1103 lo7! 101 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman
' di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur
1] 03 |07]1.01 | 01 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
1] 03 |07 1.01 | 02 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur
1] 03 |07 1.01 | 03 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur
1] 03 |07 1.01 | 04 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi
1| 03 |08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan
1| 03 |08 1.01 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan
1] 03 {08]1.01 | O1 | Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan
1| 03 |08 1.01 | 02 | Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
1] 031087110103 untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
11 03 losgl 101! 04 Bantuan Teknis Peml?angunan Bapgunap G.edung
Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan
1| 03 |08]1.01 | O5 |Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
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Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik
1| 03 |08 | 1.01 | 06 | Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan
Tingkat Provinsi
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif
1| 03 |08 | 1.01 | O7 | Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola
Bangunan Gedung Cagar Budaya
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan
1| 03 |08 | 1.01 | 08 | Gedung Kepada  Penyelenggara  Bangunan
Gedung, dan Masyarakat ****¥)
11 03 los!| 101! 09 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)
Bangunan Gedung Negara
1| 03 |08 | 1.01 | 10 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1103 los!| 101l 11 P.enyel.enggtaraan Penerbitan dan Perpanjangan
Lisensi Arsitek
11 03 |09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
1] 03 [{09]1.01 Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
1] 031097101101 Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1103 109|101 02 S}lperv151 Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan
Lingkungan
03 | 09| 1.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan
03 |09 | 1.01 | 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan
1| 03109101705 Bangunan dan Lingkungan ****¥)
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan
1] 03109) 1017106 Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
11 03 loo!l101! 07 Mon1t9r1ng Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
03 | 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
03 | 10| 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
11 03 |10l 101101 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
' Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
11 03 10! 101! 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk
Penyelenggaraan Jalan
1| 03 |10 1.01 | O3 | Pengelolaan Leger Jalan
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1| 03 |10 | 1.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan

1| 03 |10 1.01 | O5 | Pembangunan Jalan

1| 03 | 10| 1.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar

1| 03 |10 1.01 | O7 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur

1| 03 |10 1.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan

1| 03 |10 1.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan

1| 03 |10 1.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan

1] 03 |10]| 1.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan

1] 03 |10 1.01 | 12 | Pembangunan Jembatan

1| 03 | 10| 1.01 | 13 | Pembangunan Flyover

1| 03 |10 1.01 | 14 | Pembangunan Underpass

1| 03 |10] 1.01 | 15 | Pembangunan Terowongan/Tunnel

1| 03 | 10| 1.01 | 16 | Penggantian Jembatan

1| 03 |10 1.01 | 17 | Pelebaran Jembatan

1| 03 |10 1.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan

1] 03 |10 1.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan

1| 03 |10 1.01 | 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan

1| 03 |10 1.01 | 21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

1| 03 |11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1103 1111101 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
Konstruksi
Penyiapan Training Need Assessment (TNA)

1| o3 p11)1.01 01 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1103 [11] 101 02 Penyl.apan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara
Pelatihan

1103 1111011 03 Peny1apan SOR Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
Ahli Konstruksi

1| 03 |11 1.01 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1103 11111011 05 Identifikasi Potgn31 Kerjasama dan Pemberdayaan
Jasa Konstruksi

1| 03 |11 1.01 | O6 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

1103 1111011 07 Pembinaan dan lf’enmgkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan

L] 0311710108 Tenaga Ahli Konstruksi

11 03 |11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa

' Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

1103 111021 01 Pengelolaap Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi

1103 11102 02 Penyed1a§1n Perangkat . Pendukung Layanan
Informasi Jasa Konstruksi
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Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan
1] 03 1171.02)03 kapasitas administrator SIPJAKI
Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang
1] 03 |11] 1.02 | 04 | PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema
KPBU
1] 03 |11 1.02 | O5 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
11 03 |12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
1|03 |12] 1.01 L . C
Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan
L] 03121101101 Penetapan RTRW Provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan
1] 03 1271.011 02 Penetapan RRTR Provinsi
Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan
103 ]1211.01 03 Penataan Ruang
03 0 0 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-
1 12| 1.01 4 undangan Bidang Penataan ruang
1103 |12 102 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata
Ruang
1103 [12] 102! 01 Koor'dm.as1 dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Provinsi
1103 [12] 102 02 Koor.d1n.a51 dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR
Provinsi
1 1 1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
03 2 02| 03 | RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
1103 121021 04 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang
11 03 121103 Koordinasi c.lan. Sinkronisasi Pemanfataan Ruang
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
103 112 1.03 1 01 | yjh4uk Investasi dan Pembangunan Daerah
03 | 12| 1.03 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang
03 | 12| 1.03 | 03 | Pengelolaan Kawasan Khusus ****¥)
11 03 |12 1.04 Koordinasi dan  Sinkronisasi = Pengendalian
' Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif
1103 | 121 1.04 | 01 | 41 Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan
103 112 1.04 | 02 Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik
1| 03 | 12| 1.04 | O3 | Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan
Ruang
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1| 03 |12 1.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
11 03 121 1.05 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis
' Kasultanan dan Kadipaten ***¥)
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada
1| 03 | 12| 1.05 | O1 | satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten
****)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
1| 03 |12 1.05 | 02 | Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan
dan Kadipaten ****)
Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang
1] 03 11271.05)03 Strategis Kasultanan dan Kadipaten ***¥)
1| 03 | 12| 1.05 | 04 | Penetapan RTR KSP DIY ****)
11 03 1121 1.06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
' Kasultanan dan Kadipaten ****)
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
1] 03 |12] 1.06 | 01 | Sumbu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Sumbu ***¥)
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
1] 03 ) 1271.06] 02 Pantai Selatan ***¥)
11 03 1121 106! 03 Pemanfaatan R:ii?g Satuan Ruang Strategis Karst
Gunung Sewu )
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
1] 03 ) 1211.06] 04 Perbukitan Menoreh ****)
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
1| 03 |12] 1.06 | 05 | Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
****)
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
L] 03112106106 Kawasan Candi Prambanan-Candi [jo ***¥)
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
1| 03 |12 1.06 | 07 Kotabaru ***¥)
11 03 1121106 08 Pemagf?itfn Ruang Satuan Ruang Strategis
Merapi )
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
1] 031 1271.06 )09 Kawasan Kotagede ****)
11 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1| 04 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
11 04 o2l 101 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
' Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
11 04 02! 101 01 Identifikasi Perumahgn di Lokasi Re}we}n Bencana
atau Terkena Relokasi Program Provinsi
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11 04 lo21 1011 02 Identlflka31 Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi
Relokasi Perumahan
11 04 lo2! 1011 03 Pepgqmpulan Data Rumah Korban Bepcana
Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
11 04 lo2] 1011 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat
Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi
1| 04 |[02] 1.01 | 05 | Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi
Program Provinsi
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,
1| 04 10211.01) 06 Rumah Susun dan Rumah Khusus
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan
1| 04 |[02] 1.02 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
1| 04 |02 | 1.02 | 01 | Rehabilitasi Rumah kepada
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1104 102|102 02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak
Atas Tanah dan Bangunan
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan
1| 04 10271.02) 03 Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
11 04 lo2! 102! 04 Pembentqkan dan .P.elatlhan Tim Satgas, Tim
Pendamping dan Fasilitator
Rembug Warga untuk Menentukan Calon
1| 04 10271.02) 05 Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1104 o2l 102! 06 Koo.rdmas1 untuk Menyepakati Penerima dan
Jenis Pelayanan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
1| 04 |02] 1.03 . L
Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1| 04 |[02] 1.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Penyusunan  Site Plan dan/atau  Detail
1| 04 |02 1.03 | 02 | Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Provinsi
11 04 l02!1.031 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah
bagi Korban Bencana
1| 04 |02] 1.03 | 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi
1| 04 10211.03) 05 Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan
1] 04 1021037106 Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
11 04 o2 104 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi
' Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
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Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban
Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi

o
=

o
N
[u—
o
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Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban
Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi

04

03

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERMUKIMAN KUMUH

Tidak Ada Kewenangan Provinsi

04

04

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)

04

04 | 1.01

Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

04

04 | 1.01

01

Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

04

04 | 1.01

02

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi
Permukiman

04

04 | 1.01

03

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Permukiman

04

05

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

04

05| 1.01

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan
Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan
Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Tingkat Kemampuan Menengah

04

05| 1.01

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi
dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan
Kualifikasi Menengah

05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

05

02

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

05

02| 1.01

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

05

02| 1.01

01

Pencegahan  Gangguan  Ketenteraman  dan
Ketertiban Umum
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Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan
1| 05 |02 1.01 | 02 | Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan
1] 05 10271.01)03 Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
1] 05102] 101704 Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
1] 05102] 101105 Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas
yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1105 lo2!l 101! 06 Pembmaan. Jabatan Fungsional Satuan Polisi
Pamongpraja
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
1| 05 1021 1.01) 07 Teknik Pencegahan Kejahatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
1] 05102) 101108 Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11 05 |02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Gubernur
1105 o2l 102! o1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap
1] 05 |02 1.02 | 02 | Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur
11 05 lo2l102]! 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur
11 05 |02l 1.03 Peml?lngan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Provinsi
1] 05 |02 1.03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan
1| 0502 1.04 Wilayatul Hisbah Aceh *****%*)
Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan
1| 05 102)1.04 01 dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****¥)
Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan
1] 05102 1.04 102 Pengawasan Qanun Syariat Islam *****¥)
Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi
1] 05 10271.04)03 dan Mentaati Qanun Syariat Islam ******)
Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan
1| 05 10211.04 ) 04 Perundang-Undangan Syariat Islam *****¥)
Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap
L] 05 10271.04 )05 Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota *******)
Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayatul Hisbah
1] 05 )0271.04] 06 Aceh dan Kabupaten/Kota *****¥)
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Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan
1] 05 |02 1.04 | 07 | Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berlaku *****¥)
Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif,
11 05 o2l 104! 08 Ulamg dan Instansi Terkait Dalam . Rangka
Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
******)
Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat
1| 05 |02 | 1.04 | 09 |Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama
dengan Aparat Gampong dan Mukim *****¥)
Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat
1] 05 |02 1.04 | 10 | Serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang
Bersifat Non Justisi *¥****¥)
Koordinasi dengan  Organisasi = Masyarakat,
Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya
L) 05 1021 1.04) 11 Masyarakat  di Bidang  Pembinaan dan
Pengawasan Qanun Syariat Islam ******)
05 | 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
05 | 03| 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
05 | 03| 1.01 | 01 | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1| 05103 1.01 ) 02 (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
11 05 lo3! 101! 03 Penge'mbangan Sistem Peringatan Dini (Early
Warning System) Bencana
11 05 o3l 1.02 Pelayanan  Pencegahan dan  Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
05 |03 | 1.02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
05 |03 | 1.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
11 05 lo3l102] 03 Pengendalian .Ope.ra51 dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1105 03| 102! 04 Pen.yedltaan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Bencana
1| 05 |03 1.02 | 05 | Pengelolaan Risiko Bencana
11 05 103! 102! 06 Penguatgn Kapas1tas Kawasan untuk Pencegahan
dan Kesiapsiagaan Bencana
1| 05 |03]| 1.02 | 07 | Penanganan Pascabencana
11 05 o3l 102! 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
Bencana
11 05 |03l 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
1] 05 103]1.03]01 Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
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1| 05 |03 1.03 | 02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
11 05 ozl 103! 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
Bencana
1105 03! 103! 04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi
Korban Bencana
1] 05 |03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
11 05 o3l 104 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
Daerah
1| 05 | 03| 1.04 | 02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
11 05 03! 104! 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana
1| 05 |04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
11 05 |04 101 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana
Kebakaran
1105 loal 101! 01 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah
' Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1105 o4l 101! 02 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi
Kebakaran
1| 05 |04 ]| 1.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam
1| 05 |04 1.01 )04 Teknik Penanganan Kebakaran
11 05 |loal 101! 05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Penanganan Kebakaran
06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
06 | 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas
1| 06 |02 1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin
1| 06 |02 1.01 | O1 | Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang
11 06 |02 1.02 Perr}berdaytaar} Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi
11 06 |02 102! 01 Peningkatan Kemampuan Pojten.s1 Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan Provinsi
Peningkatan Kemampuan Potensi  Tenaga
1| 06 |02 1.02 | 02 | Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Provinsi
Peningkatan = Kemampuan  Potensi  Sumber
1| 06 |02 1.02 | 03 | Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Provinsi
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Peningkatan = Kemampuan  Potensi  Sumber

1| 06 |02 1.02 | 04 | Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Provinsi

11 06 |03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak

11 06 o3l 101 Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi

' untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota

Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran

11 06 o3l 101! 01 Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di

' Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah

Kabupaten/Kota Asal

1| 06 |04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

1] 06 104 1.01 Terlantar di dalam Panti

1| 06 |04 | 1.01 | O1 | Penyediaan Permakanan

1| 06 |04 1.01 | 02 | Penyediaan Sandang

1| 06 |04 | 1.01 | 03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

1| 06 |04 | 1.01 | 04 | Penyediaan Alat Bantu

1| 06 |04 1.01 | O5 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

11 06 loal 101! 06 Pemberlan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial

1| 06 |04 | 1.01 | O7 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

11 06 |04l 101! 08 Fas%hta51 Pembuatap Ngmor Induk Kependudukan
bagi Penyandang Disabilitas

11 06 |04l 101! 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

06 |04 | 1.01 | 10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
06 |04 | 1.01 | 11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

11 06 |04 1.02 Reh§b1l1ta31 Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam
Panti

1] 06 {04 1.02 | O1 | Pengasuhan

1| 06 |04 | 1.02 | 02 | Penyediaan Makanan

1| 06 |04 1.02 | O3 | Penyediaan Sandang

1| 06 |04 1.02 | 04 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

1| 06 |04 | 1.02 | 05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

11 06 |04l 102! 06 Pemberlan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial

1| 06 |04 ]| 1.02 | 07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
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Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor
1| 06 104711.02) 08 Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
11 06 04! 1.02] 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar
06 |04 | 1.02 | 10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
06 |04 | 1.02 | 11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11 06 loa!l 102! 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga
Penganti
11 06 |04l 103 Rehab111tas1. Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di
Dalam Panti
1| 06 |[04]| 1.03 | O1 | Penyediaan Permakanan
1| 06 |04 ] 1.03 | 02 | Penyediaan Sandang
1| 06 |04 | 1.03 | 03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1| 06 |04]| 1.03 | 04 | Penyediaan Alat Bantu
11 06 loal 103! 05 Penyedlaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
Sosial
11 06 loal 103! 06 Pemberlan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan
Sosial
1| 06 |04 | 1.03 | 07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
11 06 |04l 103! 08 Fas1.11tas1 Pembuatap qupor Induk Kependudukan
Bagi Penyandang Disabilitas
11 06 o4l 103! 09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar
06 | 04| 1.03 | 10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
06 |04 | 1.083 | 11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
06 |04 | 1.03 | 12 | Pemulasaraan
11 06 |04 1.04 Rehablh.tas1' Sosial Dgsar Gelandangan dan
Pengemis di Dalam Panti
1| 06 {04 1.04 | O1 | Penyediaan Permakanan
1| 06 |04 ]| 1.04 | 02 | Penyediaan Sandang
1| 06 |04 | 1.04 | 03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1| 06 |04 ]| 1.04 | 04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
11 06 |04! 104! 05 Pembenan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan
Sosial
06 |04 | 1.04 | 06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
06 |04 | 1.04 | 07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
1| 06 |04 1.04 | 08 | Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
11 06 04! 1.04 | 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar
1| 06 |04 | 1.04 | 10 | Pemulangan ke Daerah Asal
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Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah
1| 06 |04 1.05 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar
HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
1| 06 |04 | 1.05 | 01 | Penyediaan Permakanan
1| 06 |04 ]| 1.05 | 02 | Penyediaan Sandang
1| 06 |04 | 1.05 | 03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1| 06 | 04| 1.05 | 04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
11 06 |04l 105! o5 Pemberlan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan
Sosial
06 |04 | 1.05 | 06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
06 |04 | 1.05 | 07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
1| 06 |04 1.05 | 08 | Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
11 06 |04l 105! 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar
1| 06 |04 ] 1.05 | 10 | Pemulangan ke Daerah Asal
11 o6 |05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
11 06 los!| 101 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan
’ Anak oleh Orang Tua Tunggal
06 | 05| 1.01 | 01 | Pengangkatan Anak antar WNI
06 | 05| 1.01 | 02 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
11 06 |05 1.02 Pengelo}aan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi
11 06 los| 1021 01 Pendataan  Fakir @ Miskin  Lintas Daerah
Kabupaten /Kota
11 06 los!| 102! 02 Pengelolaan  Fakir Miskin Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
1| 06 |06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
11 06 loe!l 101 Perl.lndungz.an .Sos1a1 Korban Bencana Alam dan
Sosial Provinsi
1| 06 {06 1.01 | O1 | Penyediaan Permakananan
1] 06 |06 1.01 | 02 | Penyediaan Sandang
1| 06 |06]| 1.01 | O3 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1] 06 |06 1.01 | 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1] 06 |06 1.01 | O5 | Pelayanan Dukungan Psikososial
11 o6 | o7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
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11 06 o7l 101 Pengelo}aan Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi

1106 lo7!| 101! 01 Rehabilitasi Se}rana dan' Prgsarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Provinsi

11 06 lo711.011 02 Pemghharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi

11 06 lo7l 101! 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi

o URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

o | o7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA

2| 07 |02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

2] 07 |02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2| 07 |02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

2| 07 |02 | 1.01 | 02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

ol o7 |03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2| 07 o3| 1.01 Pelaksanaap Latihan Kerja Berdasarkan Klaster
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

2] 07 |03]| 1.01 | 01 | Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama
Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan

2| 07 |03 1.01 02 Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

2] 07 03] 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

ol 07 o3l 102! 01 Survgy dan P.enllalan Akreditasi Kepada Lembaga
Pelatihan Kerja

5| 07 |03 1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan
Menengah

ol 07 103|103 01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada
Perusahaan Menengah

2| 07 |03 1.04 Peng:uk.uran Produktivitas  Tingkat  Daerah
Provinsi

ol 07 103|104 | 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga
Kerja

2| 07 |04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah

2| 07 1041101 Kabupaten/Kota
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2| 07 |04 | 1.01 | 01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

2] 07 |04 | 1.01 | 02 | Pelayanan Antar Kerja

ol 07 loal 101! 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari
Kerja
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan

2| 07 |04 | 1.01 | 04 | Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja
Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga

2] 07 |04 1.02 Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

ol 07 o4l 102! 01 Pen.yedlaan. Sumber Daya Perizinan LPTKS secara
Terintegrasi

2| 07 |04 | 1.02 | 02 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

2] 07 |04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

ol 07 loa!| 103 01 Pemehhargan dgn Operasional Aplikasi Informasi
Pasar Kerja Online

07 |04l 1.03 | 02 Pelgyanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja

Online

2| 07 |04 | 1.03 | 03 |Job Fair/Bursa Kerja

2| 07 | 04| 1.04 Pehndungan. PMI (Pra dan Purna Penempatan) di
Daerah Provinsi
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon

2| 07 |04 | 1.04 | 01 | Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang

2] 07 |04 | 1.04 | 02 | Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik

ol 07 o4 104! 03 Pgnyedlaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja
Migran

ol o7 loal 104 | 04 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna
Penempatan
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak

21 07 |04 1.05 mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA,
dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan,

2| 07 |04 1.05 01 Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja

2| 07 |04 ] 1.06 lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi
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Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA
2| 07 |04 | 1.06 | 01 |yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2| 07 |05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
ol 07 los| 1.01 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang
' Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
51 07 los| 101! o1 Pengesahan Peraturan Pemsahaan yang Terkait
dengan Hubungan Industrial
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang
2| 07 105 1.01 02 Terkait dengan Hubungan Industrial
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana
2| 07 |05| 1.01 | 03 | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
Pencegahan dan  Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
2] 07 |05 1.02 Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Provinsi
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2| 07 105]1.02] 01 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Provinsi
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2| 07 1051 1.02) 02 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Provinsi
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi
Keanggotaan  pada  Organisasi = Pengusaha,
2| 07 105|102 03 Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta non afiliasi
ol 07 los|1.02 | 04 Pe_laksa_lnaan Opera§1or}al Lembaga Kerjasama
Tripartit Daerah Provinsi
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah
51 07 o5 1.03 Minimum  Sektoral Provinsi (UMSP), Upah
' Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2| 07 |05 1.03 | 01 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi
2] 07 |05]1.03 | 02 (UMSP)
ol 07 los| 103! 03 (P;Jelr\l/[i?pan Upah Minimum Kabupaten/Kota
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Penetapan Upah Minimum Sektoral
2| 07 105)1.03 ) 04 Kabupaten/Kota (UMSK)
2] 07 |06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
2| 07 |06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
ol o7 los!l 101! 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di
Perusahaan
ol o7 loel 1.01 1 02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di
Perusahaan
ol o7 los!l 1.01 | 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Perusahaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2| 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2| o8 |02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2] 08 |02 1.01 . A
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan
2| 08 1021011 01 Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
ol o8 loal 101! 02 Koordinasi dan Smkromsam Pelaksanaan PUG
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
2| 08 |02 1.01 | 03 | Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi
ol 08 |02 101! 04 Sosialisasi kebijakan Pglaksanaan PUG termasuk
PPRG Kewenangan Provinsi
Pemberdayaan  Perempuan  Bidang  Politik,
2| 08 |02 1.02 Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
2| 08 |02 1.02 | 01 |Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
2| 08 |02 1.02 | 02 | Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
2| 08 |02 1.03 Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
2| 08 |02 1.03| 01 |Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Provinsi
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Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

08

02

1.03

03

Pengembangan  Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

08

03

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

08

03

1.01

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

08

03

1.01

01

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan
Provinsi

08

03

1.01

02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

08

03

1.02

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

08

03

1.02

01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

08

03

1.02

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

08

03

1.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Provinsi

08

03

1.03

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

08

03

1.03

02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

08

03

1.03

03

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan
dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
Kewenangan Provinsi

08

03

1.03

04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
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PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

08

1.01

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
Anak Kewenangan Provinsi

08

04

1.01

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga
untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

08

04

1.01

02

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG
dan Perlindungan  Anak  bagi Keluarga
Kewenangan Provinsi

08

04

1.01

03

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Provinsi

08

04

1.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan
Provinsi

08

04

1.02

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Provinsi

08

04

1.02

02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi

08

04

1.02

03

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi

08

04

1.03

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

08

04

1.03

01

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif
bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

08

05

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK

08

05

1.01

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah Provinsi

08

05

1.01

01

Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi




-7 -

KODE

URUSAN

BIDANG
URUSAN

PROGRAM

SUB
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

N

o
(0]

@)
Ul

o | KEGIATAN

—

(@]
N

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan
Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

08

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

08

06

1.01

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi

08

06

1.01

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

08

06

1.01

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi = Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

08

06

1.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi

08

06

1.02

01

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

08

06

1.02

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi = Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi

08

06

1.02

03

Pengembangan  Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

08

06

1.02

04

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

08

07

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

08

07

1.01

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

08

07

1.01

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Provinsi

08

07

1.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

08

07

1.02

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
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Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

08

—_
o
N

o
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Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

08

07

1.02

03

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

08

07

1.02

04

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

08

07

1.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

08

07

1.03

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

08

07

1.03

02

Koordinasi dan Sinkronisasi = Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

08

07

1.03

03

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring
antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Provinsi

09

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

09

02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

09

02

1.01

Penyediaan  Infrastruktur dan  Seluruh
Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai
Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi

09

02

1.01

01

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

09

02

1.01

02

Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

09

02

1.01

03

Penyediaan Infrastruktur
Kemandirian Pangan Lainnya

Pendukung

09

02

1.01

04

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Infrastruktur Logistik

09

02

1.01

05

Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan
Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
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5| 09 |03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau

21 09 |03 101 Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah

' Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

o1 09 03| 101! 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca
Bahan Makanan

2|1 09 |03 1.01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

2109 1031101103 Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya

ol 09 03| 101! 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok,
Pasokan dan Harga Pangan

21 09 |03 101! 05 P§ng§mbgngan Kelembagaan dan Jaringan
Distribusi Pangan

o1 09 |03 1.02 Peng.elo.laan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
Provinsi

o1 09 |03 102! 01 Koordinasi dan S1.nk1.*on1sas1 Pengendalian
Cadangan Pangan Provinsi

2] 09 |03 | 1.02 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan

2109103 1.027103 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

ol 09 |03 102! 04 Pemghharaan Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan

2|1 09 |03]1.03 Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga

21090310301 Minimum Pangan Pokok Lokal
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan

2|1 09 |03 1.04 Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

2109 03] 104 01 Berbasis Sumber Daya Lokal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

21 09 |03 104 02 Advokasi, Edukasi, da.ln. So§1allsa31 Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)

21 09 o3l 104! 03 Koord1n§s1 dan Smkromsgm Pemantauan dan
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

2] 09 |04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN




- 75 -

KODE
zloz|Z2| 2 | Z
3| Z 5 2| E |mE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
SRR R S| &
2| 09 |04 101 Penyusunan Peta Kerer}tapan dan Ketahanan
Pangan kewenangan Provinsi
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
2] 09 |04 | 1.01 | 01 | Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
21 09 |04l 102 Pengnggnan Kerawanan Pangan Kewenangan
Provinsi
2l 09 loal 102! 01 Koordinasi  dan Sl1:1k1*.on1sas1 Penanganan
Kerawanan Pangan Provinsi
Pelaksanaan  Pengadaan, Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan
2| 09 |04 1.02] 02 Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2] 09 |05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
51 09 |05 101 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
' Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
51 09 |los! 101! 01 Penguatcan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
Provinsi
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal
2| 09 105 1.01 | 02 Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal
2| 09 105 1.01 | 03 | 7ymhuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5| 101 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal
210910 0 04 | Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
21 09 |[05]1.01 | 05 | Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan
2] 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2] 10 |02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
21 10 |02 1.01 Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah
' Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin
2| 10 |02 1.01 | 01 | Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi
2| 10 o3 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2| 10 03| 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk
' Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
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Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi,
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum

10

04

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
GARAPAN

10

04

1.01

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

10

04

1.01

01

Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara
Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

10

04

1.01

02

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

10

05

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

10

05

1.01

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

10

05

1.01

01

Koordinasi dan  Sinkronisasi = Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi

10

05

1.01

02

Penyelesaian Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

10

06

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI
KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE

10

06

1.01

Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

10

06

1.01

01

Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi
Tanah

10

06

1.01

02

Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek
Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota

10

06

1.01

03

Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses
dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

10

06

1.02

Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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ol 10 lo6!| 1.02 | o1 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan
' Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah
2] 10 |06 | 1.02 | 02 | Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
2| 10 |07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas
2] 10 |07 | 1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan
2] 10 |07 | 1.01 | 01 | Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Penetapan Tanah  Ulayat Lintas Daerah
ol 10 lo7!| 101 | 02 Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang Berlaku
2| 10 |08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2|1 10 |08 | 1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah
2| 10108 1.011 01 Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2] 10 |08 ] 1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2| 10 |08 | 1.02 | 01 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2| 10 |08 ] 1.02 | 02 | Pemanfaatan Tanah Kosong
2| 10 |09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA
TANAH
Tidak ada Kewenangan Provinsi
2] 10 |10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Perencanaan Penggunaan Tanah yang
2| 10 | 10| 1.01 Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2| 10 110! 1.01 | o1 Koordinasi dan  Sinkronisasi = Perencanaan
Penggunaan Tanah
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
2| 10110 1.01 | 02 Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah
2] 10 | 10| 1.02 Kadipaten ****)
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah
2] 10 [10] 1.02 | 01 Kadipaten ***¥)
2| 10 | 10| 1.02 | 02 | Pemeliharaan Dokumen Pertanahan ****)
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Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan
2| 10 11011021 03 Kasultanan dan Kadipaten ****)
Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten,
2| 10110 1.02 1 04 dan Tanah Desa ***¥)
Perencanaan Program/Kegiatan Urusan
2] 10 10| 1.02 | 05 Pertanahan **%)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
2| 10110 1.02 | 06 Program/Kegiatan Urusan Pertanahan ****)
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
2] 10 |10 1.03 Kadipaten ****)
Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin
2| 10 | 10| 1.03 | 01 | Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
****)
Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan
2| 10 |10 | 1.03 | 02 | Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah
Desa ****)
2] 10 |10 | 1.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan ****)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
2| 10 | 10| 1.04 | 01 | Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan
(Pertanahan) ****)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
2] 11
HIDUP
2] 11 |02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
ol 11 o2l 1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
' Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2] 11 |02 | 1.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
2] 11 |02 | 1.01 | 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan  Hidup
2| 111027 1.02 Strategis (KLHS) Provinsi
ol 11 loal 102! 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata
Ruang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
2] 11 |02] 1.02 | 02 RPJPD /RPJMD
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi
2| 111021102103 Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP
2] 11 |02 | 1.02 | 04 |yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko
Lingkungan Hidup
ol 11 |03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
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ol 11 o3| 1.01 Pgncegahan ' Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkugan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan

ol 11 103|101 | o1 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

) Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara

dan Laut
Koordinasi, @ Sinkronisasi dan  Pelaksanaan

2| 11 |03 | 1.01 | 02 | Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim
Penanggulangan Pencemaran dan/atau

2 111031102 Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran

2] 11 |03 | 1.02 | 01 |dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat

2111 o3| 1.02 | 02 P.engisolasian .Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

2111 o33! 102 03 P.enghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

ol 11 o3| 1.03 P§mu11han P.encemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

ol 11 103|103 o1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber
Pencemaran

2| 11 o3| 1.03 | 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur
Pencemar

ol 11 lo3!| 103! 03 Koord1pa§1, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
Remediasi

ol 11 103! 1.03 | 04 Koordl.n.ash. Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rehabilitasi

ol 11 o3| 1.03] 05 Koord1ngs1, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
Restorasi

ol 11 o4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

2111 |04 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

ol 11 loa!| 101 | o1 Penyusunan dan Penetgpan Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati

ol 11 loa| 101 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di
Luar Kawasan Hutan

2] 11 04| 1.01 | O3 | Pengelolaan Kebun Raya

2| 11 |04 | 1.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

ol 11 loa! 101! 05 Pepgelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
Lainnya

21 11 |04l 1.01] 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dgn SDM
dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
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Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam
Hayati

11

05

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

11

05

1.01

Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

11

05

1.01

01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

11

05

1.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah
B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,
dan/atau Penimbunan

11

06

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

11

06

1.01

Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan
Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi

11

06

1.01

01

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban
Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

11

06

1.01

02

Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup

11

06

1.01

03

Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi

11

06

1.01

04

Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

11

07

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN
PPLH

11

07

1.01

Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan
PPLH
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01

Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak
Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA terkait dengan PPLH

11

07

1.02

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang
terkait dengan PPLH

11

07

1.02

01

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan
Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait
dengan PPLH

11

08

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

11

08

1.01

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

11

08

1.01

01

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk
Lembaga Kemasyarakatan

11

08

1.01

02

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

11

09

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

11

09

1.01

Pemberian Penghargaan Lingkungan  Hidup
Tingkat Daerah Provinsi

11

09

1.01

01

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

11

10

PROGRAM PENANGANAN
LINGKUNGAN HIDUP

PENGADUAN

11

10

1.01

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Provinsi

11

10

1.01

01

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
PPLH Provinsi
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Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi

ol 11 10| 1.01 | 02 Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau

' Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

atau Melalui Pengadilan

2] 11 |11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

211 |11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

ol 11 1111101 | 01 Penyusunan Rencana, .Kebljakan dan Teknis
Penanganan Sampah Regional

2] 11 |11 1.01 | 02 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional

ol 11 11111011 03 Pengopera51an dan Pemeliharaan TPA/TPST
Regional
Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan

2 11111101104 Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan

2] 11 |11 | 1.01 | OS5 | Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di
TPA /TPST regional

ol 11 1111101 | 06 Kerj.asama Penanganan Sampah di TPA/TPST
Regional
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2] 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2] 12 |02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

2] 12 |02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Penetapan  Kebijakan  Teknis di  Bidang

2] 12 |02 ]| 1.01 | 01 | Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan
Nasional
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan

2] 12 |02 | 1.01 | 02 | Administrasi Kependudukan Lintas
Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran

2| 12 |02 1.01 103 Penduduk Skala Provinsi

2| 12 |02 1.01 | 04 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan

2] 12 |03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

2112 |03 | 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil

ol 12 o3l 1011 01 P§getapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan
Sipil

ol 12 103|101 02 P§Qataan Tata. Kfelola Pelaksanaan Pencatatan
Sipil Skala Provinsi

2| 12 |03 | 1.01 | 03 | Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting

ol 12 103|101 | 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di
Kabupaten/Kota
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2| 12 o4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2] 12 |04 | 1.01 Penataan Administrasi Kependudukan
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan
2| 12 |04 101 01 Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan
Di Provinsi
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data
ol 12 104|101 | 02 Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan,
' Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan
Kabupaten/Kota
ol 12 o4l 1.02 Penyelenggaraan  urusan Administrasi
Kependudukan Provinsi
ol 12 lo4al 102! 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi
Kependudukan
ol 12 104|102 | 02 Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi
Kependudukan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada
2| 12|04 1.0271 03 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
ol 12 loa!| 102 | 04 Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemermt.ah.dan
Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi
ol 12 |04 1.02 ] 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
Kependudukan
21 12 |o4|1.02 | 06 Kerja Sama den'gan.Orgamsam Kemasyarakatan
dan Perguruan Tinggi
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan
2| 12 |04 1.02 ] 07 Administrasi Kependudukan
ol 12 |04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
' Administrasi Kependudukan Provinsi
Pembinaan Penyelenggaraan dan
2] 12 |04 | 1.03 | 01 | Pendokumentasian Urusan Administrasi
Kependudukan
Bimbingan  Teknis Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi
2| 12|04 1.03 ] 02 Kependudukan, dan Pendayagunaan Data
Kependudukan
ol 12 104|103 03 Supervisi Kegiatan .Ve%‘lflka31 dan Validasi Data
Kependudukan Provinsi
Pemantauan dan [Evaluasi Penyelenggaraan
2| 121041 1.03 04 Urusan Administrasi Kependudukan
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan
2| 12104 1.03 1 05 Administrasi Kependudukan
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5| 12 |os PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN

2| 12 |05 | 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan

2] 12 |05 | 1.01 | 01 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan

2| 12 |05 | 1.01 | 02 | Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang
lain

2| 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2] 13 |02 PROGRAM PENATAAN DESA
Penatausahaan Penetapan Susunan

ol 13 lo2l 101 Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa

' Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum

Adat
Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan

2| 1302101101 Masyarakat Hukum Adat

ol 13 102|101 | 02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat

2| 13 |02 | 1.01 | 03 | Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat

2] 13 |03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

ol 13 lo3l 1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi
Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Kerja ~ Sama  antardesa  Lintas

2| 131031 1.011 01 Kabupaten /Kota

2| 13 |03 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

21 13 |04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Tidak Ada Kewenangan Provinsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

2] 13 |05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan

21 13 |05 | 1.01 Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta

' Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ol 13 los| 101 | o1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum
Adat

ol 13 los| 101 | 02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat
Hukum Adat
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2| 13 |05 1.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2] 13 |05 | 1.01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
ol 13 los!| 101! 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha  Ekonomi
Masyarakat
2| 13 |05 | 1.01 | 06 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
> 13 o6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG PAPUA **)
21 13 |06 1.01 Pengembangan data/Informasi **)
13 o6 101 | o1 Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan
' Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat *¥)
Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data
2] 13 |06 1.01 | 02 DPMK **)
2] 13 |06 1.02 Pemberdayaan Masyarakat Kampung **)
2| 13 lo6!l 1.02 | 01 *Pf)laksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
2| 13 |06 | 1.02 | 02 | Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna *¥)
51 13 lo6 | 1.03 Penguatan** Kapasitas Kelembagaan Distrik dan
Kampung **)
Lomba kampung/kelurahan di 29
2| 13 1061103101 Kabupaten /Kota **)
51 13 | 06| 1.04 Penmgkatan** Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan *¥)
Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong
2| 13 |06 | 1.04 | 01 | Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan
Nasional **)
21 13 |06 | 1.05 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan **)
2| 13 o6l 1.05 | 01 Kunjuri%an Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
Papua **)
ol 13 | o7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG PAPUA BARAT ***)
2| 13 |o7 | 1.01 *Pﬁr)nngkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung
2] 13 |07 | 1.01 | 01 | Pembangunan Sanggar PKK di kampung **¥)
Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi
2| 13 |07)1.01 02 Masyarakat Bagi Ibu PKK di kampung ***)
ol 13 o7 | 1.02 Penmgkatil* Partisipasi Masyarakat dalam
Kampung **¥)
ol 13 o7 | 1.02 | o1 *B*L:)lan Bakti Gotong Royong Masyarakat kampung
2] 13 |07 | 1.02 | 02 | Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ***)
2| 13 |07 1.03 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung ***)
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ol 13 lo7| 103 | o1 Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan
Penggunaan Dana kampung ***)
Bimbingan Teknis Peningktan Kapasitas Pembina
2| 13 |07 1.03 ] 02 Teknis Pemerintah Kampung (PTPK) ***)
ol 13 o7 103! 03 Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Papua Barat **¥)
Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan
2| 13 |07] 1.03 104 Kewenagan Kampung Adat ***)
ol 13 o7 103! 05 Blmbmgari o Teknis  Administrasi Keuangan
Kampung **¥)
ol 13 |07 | 1.04 Pemngkatiil* Keberdayaan Masyarakat Lokal
Kampung **¥)
Pelatihan Manajemen Pemasaran Bagi Kelompok
2| 13 |07] 1.04 01 Usaha Papua (Mama - mama dan Pemuda) ***)
Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang
2| 13 |07 1.04 | 02 dan Jasa Bagi Pengusaha OAP **¥)
Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner Bagi
2| 13 ]07]1.04) 03 Orang Asli Papua (OAP) ***)
2| 13 |07 | 1.04 | 04 | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi ***)
ol 13 |o7]1.04 | 05 *Pir)lyedla Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua
2| 13 |07 | 1.04 | 06 | Penyedia Solar Sel Bagi Masyarakat Kampung ***)
Bahan Bangunan  Rumah (BBR) Untuk
2| 13 |07 1.04 ] 07 Masyarakat di Kampung ***)
Pembangunan dan Bantuan  Perlengkapan
2| 13 107|104 08 Sanggar TTG Bagi Masyarakat di Kampung ***)
13 |07 | 1.05 Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD ***)
ol 13 o7l 105! 01 Ei%oat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah
Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan
2| 13 |07 1.05 02 Kampung Berbasis Teknologi ***)
2| 13 |07 | 1.06 Pengembangan Ekonomi Kampung ***)
Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput Bagi
2| 13 |07] 106 01 Masyarakat di Kampung ***)
Pelatihan dan  Pendampingan  Pengelolaan
2| 13 |07 1.06 | 02 Kampung Wisata **¥)
Pelatihan dan Pemerian Simulasi bagi Kelompok
2| 13 071106 03 Masyarakat Pesisir Papua di kampung ***)
ol 13 o7 | 1.06 | 04 *B*zi)ntuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2] 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
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PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

N

—
S

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk

14

02

1.01

01

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah
Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

14

02

1.01

02

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
Provinsi

14

02

1.01

03

Advokasi dan Sosialisasi GDPK

14

02

1.01

04

Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan
Informal

14

02

1.01

05

Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan
Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan
Lokal

14

02

1.01

06

Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan
Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui
Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal
Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum
Sesuai Kearifan Lokal

14

02

1.01

07

Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di  Satuan
Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal
dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok
Kegiatan Masyarakat

14

02

1.01

08

Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang
SLTA-MA melalui Sekolah Siaga
Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan /PJK

14

02

1.01

09

Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan
Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku
Kepentingan

14

02

1.01

10

Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan
Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model
Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak
Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

14

02

1.01

11

Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah
Data Kependudukan di Kampung KB Untuk
Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor
Lain




- 88 -

KODE

URUSAN

BIDANG
URUSAN

PROGRAM

SUB
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

N

[u—
N

o
N

—_
o | KEGIATAN

—

—
N

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pencatatan dan Pelaporan

[u—
N

—_
o
N

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah Provinsi

14

02

1.02

01

Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks
Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
dan Pengetahuan Masyarakat tentang
Kependudukan

14

02

1.02

02

Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data
Kependudukan Berbasis Keluarga

14

02

1.02

03

Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga

14

02

1.02

04

Pengembangan Model Solusi Strategis
Pengendalian Dampak Kependudukan

14

02

1.02

05

Pengukuran dan perhitungan indikator
kerentanan  dampak  kependudukan @ (early
warning system/peringatan dini)

14

02

1.02

06

Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga

14

02

1.02

07

Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan
Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga

14

03

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
(KB)

14

03

1.01

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya
Lokal

14

03

1.01

01

Pengembangan Strategi Operasional Advokasi,
Promosi Sesuai Kearifan Lokal

14

03

1.01

02

Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)

14

03

1.01

03

Pengembangan dan Penyediaan Materi dan
Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai
Kearifan Budaya Lokal

14

03

1.01

04

Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik
Serta Media Luar Ruang untuk  Advokasi,
Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

14

03

1.01

05

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK
Melalui Mitra Kerja
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Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan
Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi
dan KIE Program KKBPK

14

03

1.01

07

Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan
Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan
Kearifan Budaya Lokal

14

03

1.01

08

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi
dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-
Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya
Lokal

14

03

1.01

09

Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi

14

03

1.02

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

14

03

1.02

01

Pengembangan  Strategi Operasional dalam
Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

14

03

1.02

02

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama
Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

14

03

1.02

03

Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan
dalam Program KKBPK

14

04

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

14

04

1.01

Pengelolaan  Pelaksanaan  Desain = Program
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

14

04

1.01

01

Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi
Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

14

04

1.01

02

Pengembangan Prototype Materi Pembangunan
Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal

14

04

1.01

03

Pembinaan  Ketahanan dan  Kesejahteraan
Keluarga

14

04

1.01

04

Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang
Generasi Berencana

14

04

1.01

05

Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas
Ketahanan Keluarga dan Remaja

14

04

1.01

06

Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana
Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
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1.01

Pengembangan dan Perbanyakan Materi
Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-
R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif
Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang
Dibutuhkan

14

04

1.01

08

Fasilitasi Pengembangan  Kelompok  Pusat
Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung
KB

14

04

1.01

09

Penyediaan Kebijakan dalam Rangka Penyiapan
Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)

14

04

1.01

10

Penyerasian  Kebijakan dalam  Pelaksanaan
Program ang Mendukung Tercapainya IPK

14

04

1.01

11

Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK

14

04

1.01

12

Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK

14

04

1.01

13

Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK

14

04

1.01

14

Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan,
Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK

14

04

1.01

15

Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000
HPK

14

04

1.02

Pemberdayaan  dan Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

14

04

1.02

01

Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

14

04

1.02

02

Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

14

04

1.02

03

Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan
Keluarga

14

04

1.02

04

Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program
Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

14

04

1.02

05

Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan
Keluarga di Kampung KB

15

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN
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5| 15 o2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2] 15 |02 | 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
Pelaksanaan  Penyusunan  Rencana  Induk
2| 15 102]1.01 )01, aringan LLAJ Provinsi
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana
2| 15 102 1.01 | 02| 1h4quk g aringan LLAJ Provinsi
Pengendalian  Pelaksanaan Rencana Induk
2| 15 ]02]1.01) 03 Jaringan LLAJ Provinsi
2] 15 |02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2] 15 |02 | 1.02 | 01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
2] 15 |02 | 1.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2| 15 |02 | 1.02 | 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
ol 15 102! 1.02 | 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
2] 15 |02 | 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
ol 15 102|103 | o1 Penyusunan 'Rencana Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe B
2] 15 |02 | 1.03 | 02 | Pembangunan Gedung Terminal
2| 15 |02 | 1.03 | 03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
ol 15 |02 1.03 | 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas
Utama dan Pendukung)
21 15 o2 1.03 | 05 P§n1ngkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal
Tipe B
2] 15 |02 1.04 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A*****)
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal
2] 15 |02] 1.04 | 01 Penumpang Tipe A **++4)
2] 15 |02 | 1.04 | 02 | Pembangunan Gedung Terminal Tipe A ****¥)
ol 15 lo2]1.04 | 03 P§ngerriE)i£1gan Sarana dan Prasarana Terminal
Tipe A )
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe
2| 15|02 1.04 ) 04 A(Fasilitas Utama dan Pendukung) ****¥)
2l 15 o2 1.04 | 05 P§n1ng1:itin Kapasitas SDM Pengelola Terminal
Tipe A )
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
2] 15 |02] 1.05 ) . o
Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
ol 15 102|105 | o1 Penataan Manajemen dan. ngayasa Lalu Lintas
Untuk Jaringan Jalan Provinsi
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan
2| 15 |02 | 1.05 | 02 | Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
2| 15021105 03 dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan




-92 -

KODE
zloz |2 2 | Z
3| Z 5 2| E |mE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
SRR R S| &
Provinsi
Pengawasan dan  Pengendalian  Efektivitas
2| 15]02] 105704 Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
ol 15 o2 1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
' (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
2] 15 |02 | 1.06 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2| 15 |02 | 1.06 | 02 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
ol 15 o2 1.06 | 03 Koordm.as1 dan Sinkronisasi Penilaian Hasil
Andalalin
2] 15 |02 | 1.06 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2] 15 |02 | 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
ol 15 o2l 107 01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor
LLAJ
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
2| 15|02 1.07 | 02 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
ol 15 lo2! 107 | 03 Pelak'sanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Terminal
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
2| 15|02 1.07 104 Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Provinsi
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
2] 15 |02 1.07 | O5 | sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
2] 15 |02 1.08 Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
2] 15 |02 | 1.08 | 01 | Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
2| 15|02 1.08 | 02 dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Provinsi
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan
521 15 02| 1.00 Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1
' (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Perumusan Kebijjakan Penetapan Kawasan
2] 15 |02 | 1.09 | 01 | Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan
Kewenangan Provinsi
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Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan Provinsi

15

02| 1.10

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek
Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan
yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

15

02| 1.10

01

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan
Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

15

02

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota
Kewenangan Provinsi

15

02 1.11

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek
Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah
Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

15

02 1.11

01

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi

15

02| 1.11

02

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan
Kewenangan Provinsi

15

02| 1.12

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang
Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

15

02| 1.12

01

Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

15

02| 1.12

02

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang
dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
Perkotaan Kewenangan Provinsi

15

02| 1.13

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

15

02| 1.13

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

15

02| 1.13

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
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1.14

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi
yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

15

02

1.14

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah
Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

15

02

1.14

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan
Provinsi

15

02

1.15

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan
Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam
Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan
Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

15

02

1.15

01

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu)
Daerah Provinsi

15

02

1.15

02

Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas
Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah
Provinsi

15

02

1.15

03

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas
Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah
Provinsi

15

03

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

15

03

1.01

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan
Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan
Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi

15

03

1.01

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

15

03

1.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut
Kewenangan Provinsi
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15

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran
Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha
yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam
Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah
Provinsi, dan Pelabuhan Internasional

15

03

1.02

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan
Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

15

03

1.02

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran
Rakyat Kewenangan Provinsi

15

03

1.03

Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan
Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani
Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam
Daerah Provinsi yang Bersangkutan

15

03

1.03

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan
Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal
yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

15

03

1.03

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan
Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek
Kewenangan Provinsi

15

03

1.04

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian Kapal antardaerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang
Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

15

03

1.04

01

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian
Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

15

03

1.05

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani
Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian
Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar
Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

15

03

1.05

02

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian
Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar
Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

15

03

1.06

Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa
Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau
Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut,
Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

15

03

1.06

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang,
Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan
Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

15

03

1.06

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa
Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau
Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,
Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

15

03

1.07

Penetapan  Tarif @ Angkutan  Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan
Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan
antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi

15

03

1.07

01

Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan
Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan
Antar Daerah Kabupaten/Kota

15

03

1.07

02

Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan
Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas
Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota
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Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan
Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas
Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota

15

03

1.08

Penetapan Rencana Induk dan  Daerah
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan
Regional

15

03

1.08

01

Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan
Daerah  Lingkungan  Kerja  (DLKR)/Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional

15

03

1.08

02

Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana
induk dan Daerah Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)
Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03

1.08

03

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan
Daerah  Lingkungan  Kerja  (DLKR)/Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional

15

03

1.09

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03

1.09

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional

15

03

1.09

02

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03

1.09

03

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan
Pengumpan Regional

15

03

1.09

04

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional

15

03

1.10

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan
Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

15

03

1.10

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan
Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

15

03

1.10

02

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang
Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

15

03

1.10

03

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan
Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah




- 08 -

KODE

URUSAN

BIDANG
URUSAN

PROGRAM
KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

Provinsi

15

03| 1.10

04

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan
danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

15

03| 1.11

Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha
Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03| 1.11

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di
Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

15

03| 1.11

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan
di Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03 | 1.12

Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk
Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03 | 1.12

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan
Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

15

03 | 1.12

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan
Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03| 1.13

Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama
24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03| 1.13

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk
Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

15

03| 1.13

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan
Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan
Regional

15

03| 1.14

Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah
Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03| 1.14

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan
Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
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Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di
Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03

1.15

Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan
Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03

1.15

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan
Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

15

03

1.15

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan
Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03

1.16

Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP
Pelabuhan Pengumpan Regional

15

03

1.16

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan
Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

15

03

1.16

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP
Pelabuhan Pengumpan Regional

15

04

PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN

15

04

1.01

Penyelengaraan Kebandarudaraan

15

04

1.01

01

Penyelenggaraan Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan

15

04

1.01

02

Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil,
Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan
Kebandarudaraan

15

04

1.01

03

Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di
Sekitar Bandar Udara

15

04

1.01

04

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan
Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan
Bandar Udara

15

04

1.01

05

Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan
Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan
Provinsi

15

05

PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

15

05

1.01

Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
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Pelaksanaan  Penyusunan Rencana  Induk
Perkeretaapian

15

—
(@}
—

(@]
N

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana
Induk Perkeretaapian

15

05

1.01

o
w

Pengendalian  Pelaksanaan Rencana Induk
Perkeretaapian

15

05

1.02

Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin
Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang
Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

15

05

1.02

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi
Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan
Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

15

05

1.02

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan
Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

15

05

1.03

Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang
Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

15

05

1.03

01

Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur
Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan
Provinsi

15

05

1.03

02

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang
Jaringannya Kewenangan Provinsi

15

05

1.04

Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada
Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

15

05

1.04

01

Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun
untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api
Provinsi

15

05

1.05

Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian
Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

15

05

1.05

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang
Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
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Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian
Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi
Kewenangan Provinsi

15

05

1.06

Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian
pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi

15

05

1.06

01

Perumusan  kebijakan Penetapan  Jaringan
Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur
Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

15

05

1.06

02

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian
pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan
Provinsi

15

05

1.07

Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan
Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan
Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang
Jaringannya Melebihi 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

15

05

1.07

01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian
Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta
Api  Khusus yang Jaringannya  Menjadi
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

15

05

1.07

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan
Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan
Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang
Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi

16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

16

02

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

16

02

1.01

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Provinsi

16

02

1.01

01

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik

16

02

1.01

02

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

16

02

1.01

03

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda
Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

16

02

1.01

04

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik

16

02

1.01

05

Pengelolaan Media Komunikasi Publik
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2| 16 |02 | 1.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik

2] 16 |02 | 1.01 | 07 | Layanan Hubungan Media

2] 16 |02 | 1.01 | 08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

2] 16 |02 1.01 | 09 | Manajemen Komunikasi Krisis

ol 16 lo2! 101! 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik

2| 16 |02 | 1.01 | 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

ol 16 102|101 12 Penyelenggaraan Hubgngan Masyarakat, Media
dan Kemitraan Komunitas

2| 16 |03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan

2] 16 03] 1.01 oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di
Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

2| 16 |03 | 1.01 | 01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain

2] 16 |[03]|1.01 | 02 |dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi

9 16 1031101 | 03 Penyel.enggaraan Sistem Jaringan Intra
Pemerintah Daerah

2| 16 o3| 1.02 Pengelolaan .e—g.ovemment di Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government

2| 16 |03 | 1.02 | 01 |dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan

2| 16 103 1.02/1 02 Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

2| 16 |03 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

21 16 |03 ] 1.02 | 04 Penyelgnggaraan Sistem  Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah

21 16 03| 102! 05 Koord1na_s1 dan Sinkronisasi Sistem Keamanan
Informasi

21 16 031 1.02 | 06 Koord1ngs1 dan Sinkronisasi Data dan Informasi
Elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis

2| 16 |03 1.02 ] 07 Pemerintahan Berbasis Elektronik

2| 16 103! 1.02 | 08 Penyel.enggaran Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah
Pengembangan dan  Pengelolaan Ekosistem

2| 16 1031102109 Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
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Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah

16

03

1.02

11

Pengelolaan Government Chief Information Officer
(GCIO)

17

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH

17

02

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN
PINDAM

17

02

1.01

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

17

02

1.01

01

Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

17

02

1.02

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

17

02

1.02

01

Fasilitasi 1zin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

17

02

1.02

02

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

17

03

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI

17

03

1.01

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

17

03

1.01

01

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan,
Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota
dan Masyarakat

17

03

1.01

02

Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan dan
Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat,
Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
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Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

17

03

1.02

01

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan,
Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota
dan Masyarakat

17

04

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI

17

04

1.01

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

17

04

1.01

01

Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif,
Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri
Koperasi, Pertumbuhan dan  Kemandirian
Koperasi

17

04

1.01

02

Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi

17

05

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN

17

05

1.01

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi
Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

17

05

1.01

01

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi
SDM Koperasi

17

06

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

17

06

1.01

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

17

06

1.01

01

Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha

17

06

1.01

02

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha
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o | 17 lo7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan

ol 17 lo7l 101 Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan

' Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Dengan Para Pemangku Kepentingan
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi
Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat

2| 17 |07 | 1.01 | 01 | Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,
Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,
dan Pengentasan Kemiskinan

2| 17 |08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi

2| 17 |08 | 1.01 Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha
Menengah
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber

2| 17 ]0811.01) 01 Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

o | 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN
MODAL

2| 18 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang

2118 |02 1.01 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian

2| 18 |02 1.01 | 01 | Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian

2| 18 |02 1.01 | 02 | Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal

2118 |02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

ol 18 102|102 | 01 Penyusunan. R(?ncana Umum Penanaman Modal
Daerah Provinsi

ol 18 102 1.02 | 02 Peny.ed1.aan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Provinsi

2] 18 |03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang

2] 18 |03 | 1.01 .l L
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

2| 18 03] 1011 01 Penyusunan Stra.teg.l Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi

ol 18 103|101 | 02 Pelaksanaan Keglgtap Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi
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2| 18 |04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
18 104 | 1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas
' Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
2| 18 |04 | 1.01 | 01 | Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2| 18 041101 | 02 Pemant.a}lan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
2| 18 |04 | 1.01 | 03 | Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
koordinasi dan  Sinkronisasi = Penetapan
2| 18 10411011 04 pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan
2] 18 |04 ] 1.02 Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
2] 18 |04 | 1.02 | 01 | Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
21 18 |04 1.02 | 02 Pemant.agan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
2| 18 |04 | 1.02 | 03 | Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
SKoordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
2| 18 |04 1.02 704 pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2| 18 | o5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2] 18 |05| 1.01 1 .
yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
2| 18 |05 1.01 01 Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
2| 18 105) 1.01 | 02 Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
2| 18 1051 1.01 03 Pelaksanaan Penanaman Modal
2| 18 |06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL
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Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan Penanaman Modal yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

18

06

1.01

01

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

19

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

19

02

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN

19

02

1.01

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

19

02

1.01

01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor Provinsi

19

02

1.01

02

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha
Muda Provinsi

19

02

1.01

03

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Provinsi

19

02

1.01

04

Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
Pengibar Bendera

19

02

1.01

05

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Provinsi

19

02

1.01

06

Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan
Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi

19

02

1.02

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

19

02

1.02

01

Koordinasi, Sinkronisasi dan = Pelaksanaan
Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi
Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia
Usaha

19

02

1.02

02

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
Provinsi

19

03

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA  SAING
KEOLAHRAGAAN

19

03

1.01

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
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Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pembentukan dan pengembangan Pusat

2|1 19 |03 | 1.01 | 01 | Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat
dan dunia usaha
Koordinasi, @ Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
Pemberdayaan  Perkumpulan Olahraga dan

2| 19 03] 101} 02 Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan
Pendidikan Menengah dan Khusus
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

2] 19 |03 | 1.01 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Provinsi

2119 |03 | 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event

2|19 03] 1.021 01 dan Single Event Tingkat Provinsi
Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik

2119 03102 02 Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam

2] 19 |03 | 1.02 | 03 | Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan
Single Event

2] 19 03| 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

2|1 19 |03 | 1.03 | 01 | Seleksi Atlet Daerah
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan

2119|1031 1.03] 02 dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

ol 19 03] 103! 03 Pembmgan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
Provinsi

2] 19 |03 ]| 1.03 | 04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan

2| 19 |03 1.03 105 Informasi Sektoral Olahraga

2| 19 o3| 1.04 Pembinaan dan Pengembangan  Organisasi
Olahraga

2] 19 |03 | 1.04 | 01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan

2] 19 |03 | 1.04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan

2| 19 03| 1.04 | 03 Pempgkatan Kerjasama Orgam.sas1 Keolahragaan
Provinsi dengan Lembaga Terkait

21 19 03] 1.04 | 04 Pemberian Penghargagn bagi Organisasi
Keolahragaan Berprestasi

ol 19 |04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN

51 19 o4 101 Pembinaan dan Pengembangan  Organisasi
Kepramukaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan

2| 19 |04 10101 Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
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ol 19 04| 1011 02 Penlpgk'atan Kapasitas Organisasi Kepramukaan
Provinsi

21 19 lo4l101! 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan
Provinsi
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Perlatihan

2] 19 |04 | 1.01 | 04 | Kepramukaan di Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

2] 19 |04 | 1.01 | 05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

ol 19 lo4!l 101! 06 Peny.edl.aan Prasarana dan Sarana Kepramukaan
Provinsi
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,

2] 19 |04 | 1.01 | 07 | Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan
Sarana Kepramukaan Provinsi

ol 19 |04l 101! 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan
Kepramukaan

21 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

2| 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL

2| 20 lo2l 1.01 Penyelengga%‘aa.n Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,

2| 20 |02 | 1.01 | 01 |Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral
Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam

2| 20 |02 | 1.01 | 02 | Peningkatan Mutu  Statistik Daerah yang
Terintegrasi

2] 20 |02 | 1.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral

ol 20 lo2l 101 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik
Sektoral

2| 20 |02 1.01 | 05 | Pengembangan Infrastruktur

ol 20 lo2l 101! 06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di
Daerah

2| 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

ol 21 |02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

51 21 lo2l 101 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan

) Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan

2] 21 |02 |1.01 | 01 |Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Provinsi
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Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan

2] 21 |02 | 1.01 | 02 | Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Provinsi
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan

2] 21 |02 | 1.01 | 03 | Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik

51 21 lo21 101! 04 Penyec.haan Layanan. Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Provinsi

ol 21 o2 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

' Antar Perangkat Daerah Provinsi

ol 21 lo2| 102! 01 Opera§1onahsas1 Jarlr}g . Komunikasi  Sandi
Pemerintah Daerah Provinsi

2| 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

2| 22 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan  Kebudayaan yang Masyarakat

21 22 |02 1.01 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi

ol 22 o2l 101! 01 Pehnc.lungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan

ol 22 o2l 1.01 | 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat

2122 |02 1.02 Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi

ol 29 o2l 102! 01 Pehndungan, nggembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Tradisi Budaya

ol 22 o2l 1.02 | 02 Pembinaan S.u.mber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Tradisional
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai

22202102703 Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam
Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya

2|1 22 |02]1.03 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

o1 22 lo21 103! 01 Pehnc.lungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Lembaga Adat

ol 22 02| 1.03] 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Adat

ol 29 02! 103! 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
Lembaga Adat
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5| 29 |03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL

2| 29 103|101 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya

' Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ol 22 |03l 101! 01 Penmgkatan. Pend1d1.kan dar_l _Pelatlhan Sumber
Daya Manusia Kesenian Tradisional
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya

2] 22 |03 | 1.01 | 02 | Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan
Kebutuhan dan Tuntutan

o1 22 o3l 101! 03 Pemngkatan .K.apasuas Tata Kelola Lembaga
Kesenian Tradisional

21 22 |04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

2] 22 |04 1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan

2|22 |04 101101 Lembaga Sejarah Lokal Provinsi

21 22 o4l 1011 02 Pepyedlaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
Sejarah

ol 20 |04l 101! 03 Peningkatan 'Akges Masyarakat Terhadap Data
dan Informasi Sejarah

2| 22 |05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA

2] 22 |05]|1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

2| 22 | 05| 1.01 | 01 | Register Cagar Budaya
Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan,

2| 22 |05 1.01 02 Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya

2] 22 |os| 101! 03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi
Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya

2| 22 | 05| 1.01 | 04 | Pendayagunaan Cagar Budaya

21 22 los| 101! 05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar
Budaya

2] 22 |05] 1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

2| 22 | 05| 1.02 | 01 | Register Cagar Budaya
Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan,

2|22 |05)1.02 02 Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya

21 22 los| 102! 03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi
Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya

2| 22 |05 1.02 | 04 | Pendayagunaan Cagar Budaya

21 22 los| 102! 05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar
Budaya

21 22 los|1.03 Penerbitan I.zm. Membawa Cagar Budaya Ke Luar
Daerah Provinsi
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2| 22 |05 1.03 | 01 | Register Cagar Budaya
Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan,
2|22 |05] 1.03 ] 02 Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
ol 20 o5 103! 03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi
Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
22 | 05| 1.03 | 04 | Pendayagunaan Cagar Budaya
ol 29 |os!| 103! 05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar
Budaya
2| 22 |06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2| 22 |06| 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
22 loe!l 101 | 01 Pehndgngan, Pengembangan, dan Pemanfataan
Koleksi Secara Terpadu
o1 29 o6 101! 02 Pemngl;atan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Permuseuman
2| 22 |06 | 1.01 | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
ol 29 o6 101! 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Museum
2| 22 |06 | 1.01 | 05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
ol 29 |07 PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN
KEKHUSUSAN YOGYAKARTA ****)
21 22 |07 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman ****)
2| 22 |07 1.01 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan ****)
ol 20 lo7] 101! 02 *P,iri;bmaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
2| 22 |07 | 1.01 | 03 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman ****)
Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan
2|1 22 |07 1.02 Kadipaten ***¥)
Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip
2|22 |07] 10201 Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten ***¥)
2| 22 |07 1.03 Penguatan Museum Sonobudoyo ****)
2| 22 |07 1.03 | 01 | Pengelolaan Museum Sonobudoyo ****)
2| 22 |07 1.03 | 02 | Pengembangan Museum Sonobudoyo ***¥)
Pelestarian Cagar Budaya dan Pelestraian
2| 22 |07 1.04 Warisan Budaya ****)
ol 22 o771 104 01 ;Fi? Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
ol 22 07| 1.04 | 02 Pengemliir;gan Cagar Budaya dan Warisan
Budaya )
ol 20 o7 104! 03 i2£?1nas1 Warisan Budaya Nasional dan Dunia
2| 22 |07 1.05 Pengelolaan Taman Budaya ****)
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ol 29 lo7!| 105! o1 Pengelolaan**iifn Pengembangan Taman Budaya
Yogyakarta )
Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya
2] 22 |07]1.05| 02 Kab/Kota **%
Sarana Prasarana Kaistimewan Urusan
21 22 |07] 1.06 Kebudayaan ****)
2| 22 |07 1.06 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya ****)
ol 22 o7 106! 02 P§rr}bar1§inan Ekosistem Kultural DIY Berbasis
Digital )
Perencanaan dan Pengendalian Urusan
2] 22 |07] 1.07 Kebudayaan ****)
Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan
2| 22 |07|1.07 | 01 Kebudayaan ****)
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
2|22 |07)1.07 02 Urusan Kebudayaan ****)
ol 20 o7 107! 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari
' Budaya ****)
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi
21 22 |07/ 1.08 Budaya **%)
2| 22 |07] 1.08 | 01 | Pengembangan Lumbung Mataraman ****)
2| 22 |07 | 1.08 | 02 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya ****)
2] 22 |07 1.08 | 03 | Pengembangan Industri Kreatif ***¥)
ol 22 |o7!| 108 04 fﬁgingkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI
2 22 08 *******)
2122 |08 1.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat *****¥¥)
2| 22 |08 | 1.01 | 01 | Pembinaan Pemerintahan Desa Adat *******)
2| 22 |08 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat ******¥)
ol 22 los!| 101! 03 fﬁﬁ?i?aan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
2| 22 | 08| 1.02 fﬁiei?aan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Pembinaan Tata Kelola Usaha bidang Keuangan
2] 22 |08]1.02 ] 01 Desa Adat **++++¥)
Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian
2] 22 |08 1.02 | 02 Desa Adat *##)
2| 22 |08 | 1.02 | 03 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga ******¥)
2| 22 |08 1.03 Penyelenggaraan Desa Adat ******¥)
21 22 losl 103! 01 ﬁagfg)nam dan Penyelenggaraan Parahyangan
2| 22 |08 | 1.03 | 02 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan
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*******)

21 22 logl 103! 03 Ezgfil)nam dan Penyelenggaraan Palemahan
2|1 22 |08 1.04 Pembinaan Sumber Daya Manusia ******¥)

2| 22 |08 1.04 | 01 | Pembinaan Prajuru Desa Adat *******)

2 22 |08 1.04 | 02 | Pembinaan Pendidikan Pasraman *******)

2| 22 |08 1.04 | 03 | Pembinaan SDM Lembaga Adat *******)

PROGRAM KEURUKON KATIBUL
21 22 |09 WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGRO

ACEH ******)

Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nangro
2| 22 |09 1.01 Aceh *****Z) g & &

Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi
2|22 |09] 101101 Tentang Adat Istiadat *****¥)

ol 29 09| 101! 02 *Pﬁril:)maan Kelembagaan Adat dan Imum Mukim

Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga
2] 22 |09|1.01 | 03 Wali Nanggroe %)

Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam
2|22 |09) 101704 dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe ******)
ol 22 |09l 101! 05 ?:i%ﬁl)g Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
o | 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERPUSTAKAAN
2] 23 |02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
ol 23 o2l 101 Pengelo}aan Perpustakaan  Tingkat Daerah

Provinsi

Pengembangan dan  Pemeliharaan Layanan
2| 23|02 101101 Perpustakaan Elektronik
51 23 02101 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah

Provinsi
ol 23 102101103 Pengembgngan Kekhas:an Koleksi Perpustakaan

Daerah Tingkat Provinsi

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di
2|23 |02) 101704 Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar

Nasional Perpustakaan
o] 23 02101105 Pembmgan Perpustakaan  Khusus  Tingkat

Provinsi

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan
2| 23|02 101106 Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
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51 23 lo21 1011 07 Pgngembangan Laygnap Perpustakaan Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi

2| 23 |02 | 1.01 | 08 | Pengembangan Perpustakaan Deposit

2| 23 |02 | 1.01 | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,

2| 23 |02 1.01 | 10 | Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
Daerah Provinsi

51 23 o2 102 Pem‘puc.layaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Provinsi
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan

2] 23 |02 1.02 | 01 | Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan
Khusus serta Masyarakat
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana

2] 23 |02 1.02 | 02 | Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

o1 23 o2l 102! 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
Membaca

2| 23 |02 | 1.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2| 23 |02 | 1.02 | 05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi

2| 23 |03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL
DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi

2123 03] 101 Daerah di Daerah Provinsi
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan

2|23 |03 101101 Karya Cetak dan Karya Rekam
Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan
Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam

2| 23 |03 101} 02 Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam

2| 23 o3| 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi
Daerah

2] 23 |03 | 1.02 | 01 | Penerbitan Katalog Induk Daerah

2| 23 |03 | 1.02 | 02 | Penerbitan Bibliografi Daerah

2| 23 |03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

2| 23 |03 | 1.03 | 01 | Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah Kuno
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan

2| 23 |03 | 1.03 | 02 | Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat
untuk dilestarikan dan didayagunakan

5| 23 | 03| 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

' yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
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o1 23 |03l 104! 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara

ol 23 103|104 | 02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara

2| 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

21 24 |02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

2] 24 02| 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

2] 24 |02 1.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis

2| 24 |02 | 1.01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis

2] 24 |02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik

2| 24 |02)1.0201 Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI

ol 24 o021 102! 02 Aku.5151, pengolahan, preservasi dan akses arsip
statis

ol 24 |02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem

' Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan

2| 24 |02)1.03 01 Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN

2| 24 |02 1.03] 02 Pemberdayaan . Kapasitas Unlt. Kearmpan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

5| 24 |03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah

2] 24 03| 1.01 Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah
10 Tahun
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan

2| 24 |03 | 1.01 | 01 | Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang meliki Retensi

2| 24 |03 1oL} 02 Di Bawah 10 Tahun

2| 24 | 03| 1.02 Perlindungan dan Penyelgmgtan Arsip Akibat
Bencana yang Berskala Provinsi

21 24 03] 102! 01 Evak}1a31, Idgntlflka31, Pemulihan dan
Penyimpanan Akibat Bencana

ol 24 03] 102! 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat
Bencama
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi

2124 |03 1.03 yang digabung dan/atau dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
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Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian

2] 24 |03|1.03 | 01 |serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi
Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian

2] 24 |03 | 1.03 | 02 |serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi
Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi

2] 24 03] 1.03 1 03 Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih

2] 24 |03 | 1.04 Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan
Provinsi

5| 24 |03l 104! 01 Penilaian dan Pqnetgpan Autentisitas Ar.s1p Sesuai
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

ol 24 o3| 1.04 | 02 Penilaian dan P'enet.apan Hasil Alih Mefila Sesuai
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

5| 24 |03 105 P§ncar1an Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan
Hilang

5| 24 o3l 105! 01 Pemla@n dan Pene.tapan Autentisitas Arsip Statis
yang dinyatakan Hilang

ol 24 o3l 105! 02 Eyaluas1 dan. Penetapan Hasil Alih Media yang
dinyatakan Hilang

21 24 o3l 105! 03 Pen.etapan dan Pengumuman Daftar Pencarian
Arsip (DPA)

2] 24 |04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat

2| 24 041101 Tertutup di Daerah Provinsi

21 24 |o4]1.01] 01 Penyusunan dgn Penerapan SOP Penggunaan
Arsip yang Bersifat Tertutup

2| 24 o4l 101 02 Penyediaan Daftar dag Penetapan  Izin
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3| 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

3| 25 |02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di

3|25 |02)1.01 Luar Minyak dan Gas Bumi
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi

3|25 |02)1.01 01 Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
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Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah

3| 25 |02 | 1.01 | 02 | Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan
Penetapan dari Pemerintah Pusat

31 95 lo2l101! 03 Rehab111ta§1 Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

31 95 02| 101! 04 M1t1'gas1 Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

3| 25 |02l 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di

' Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan

3| 25 |02 | 1.02 | 01 |Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di
Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin

3| 25 |02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar
Minyak dan Gas Bumi
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi
Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di

3|25 |02)1.02 103 Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi
Masyarakat Lokal dan Tradisional

31 95 02102 04 Penerb1tap . Rek.omenda'.s1. Izin  Pelaksanaan
Reklamasi di Perairan Pesisir
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi

3|25 |02)1.02 105 Perairan dalam Sistem Kadaster Laut

31 25 |02 1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil

30 25 o2l 103! 01 Pengembangan Kapasﬁas Masyarakat Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan

3|25 |02)1.08 02 Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pelibatan =~ Masyarakat dalam  Penyusunan

3| 25 |02 | 1.03 | 03 | Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses

3| 25 |02 | 1.03 | 04 | Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3| 25 |03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

31 25 03] 101 Pengelqlaan Penangkgpan Ikan di Wilayah Laut
Sampai Dengan 12 Mil

3| 25 |03 | 1.01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya lkan

3| 25 |03 | 1.01 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

31 95 (03| 101! 03 Pemamman Ketersediaan Sarana Usaha
Perikanan Tangkap
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Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,
danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

03

1.02

01

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

25

03

1.02

02

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

25

03

1.02

03

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha
Perikanan Tangkap

25

03

1.03

Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk
Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai
Dengan 30 GT

25

03

1.03

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha
Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan
Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

25

03

1.03

02

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan
Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di
Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

25

03

1.03

03

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan
Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di
Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

25

03

1.04

Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk
Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil

25

03

1.04

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha
Perikanan Tangkap wuntuk Kapal Perikanan
Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan
dimiliki oleh Nelayan Kecil

25

03

1.04

02

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan
Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran
Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh
Nelayan Kecil

25

03

1.05

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan
Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai,
danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

03

1.05

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai
Dengan 10 GT

25

03

1.05

02

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan
Berukuran Sampai Dengan 10 GT

25

03

1.06

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan Provinsi
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Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan
Perikanan

25

(@]
N

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan
Perikanan

25

03

1.06

o
w

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan
Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

25

03

1.07

Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di
atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

25

03

1.07

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan
Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT
Sampai Dengan 30 GT

25

03

1.07

02

Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30
GT

25

03

1.08

Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
dan Kapal Pengangkut lkan Dengan Ukuran
Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi.

25

03

1.08

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran
Sampai Dengan 10 GT

25

03

1.08

02

Penerbitan  Persetujuan  Pengadaan  Kapal
Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan
Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT

25

03

1.09

Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT
Sampai Dengan 30 GT

25

03

1.09

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran
Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT
Sampai Dengan 30 GT

25

03

1.09

02

Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan
Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

25

03

1.10

Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai
Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai,
danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran
Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan
10 GT

25

03

1.10

02

Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan
Ukuran Sampai dengan 10 GT

25

04

PROGRAM PENGELOLAAN
BUDIDAYA

PERIKANAN

25

04

1.01

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

25

04

1.01

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan
Ikan

25

04

1.01

02

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan
Bidang Pembudidayaan lkan

25

04

1.01

03

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan
di Bidang Pembudidayaan Ikan

25

04

1.02

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut
Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan
Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

25

04

1.02

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan
Ikan

25

04

1.02

02

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan
Bidang Pembudidayaan Ikan

25

04

1.03

Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil
Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan
30 GT yang Beroperasi di Wilayah
Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal
Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

25

04

1.03

01

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal
Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan
Berukuran Sampai Dengan 30 GT

25

04

1.03

02

Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut
hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai
dengan 30 GT

25

04

1.04

Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan
Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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1.04

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil
(TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

04

1.04

02

Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya lkan
Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

04

1.05

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

25

04

1.05

01

Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan
Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

25

04

1.05

02

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di
Laut

25

04

1.05

03

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air
Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber
Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh
Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

25

04

1.05

04

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan
Ikan di Laut

25

04

1.05

05

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air
Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber
Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh
Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

25

04

1.05

06

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Budidaya di Laut dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

25

04

1.05

07

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan
di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola
Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

25

04

1.05

08

Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan
Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

04

1.05

09

Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk
Pembudidayaan Ikan lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

05

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

25

05

1.01

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

25

05

1.01

01

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai
Dengan 12 Mil
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Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai
Dengan 12 Mil

25

—_
o
—_

o
w

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12
Mil

25

05

1.02

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah
Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang dapat  diusahakan  Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

05

1.02

01

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
sesuai dengan kewenangannya

25

05

1.02

02

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan lkan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan
Kewenangannya

25

05

1.02

03

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

06

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN

25

06

1.01

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

06

1.01

01

Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil
Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi

25

06

1.01

02

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran
dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

25

06

1.01

03

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran
dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

25

06

1.02

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Menengah dan Besar
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Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
3| 25 |06 | 1.02 | 01 | Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan,
dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil
3| 25 |06 | 1.02 | 02 | Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk
yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan,
dan Berdaya Saing
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri
3| 25 |06 1.03 Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan
Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas
3|25 |06|1.03) 01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku
3| 25 |06 | 1.03 | 02 | Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
3| 25 |06 | 1.03 | 03 | Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3| 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
31 26 |02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA
3| 26 |02 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
3| 26 |02 | 1.01 | 01 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan
3|26 021 1.011 02 Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
31 926 02101103 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan
Provinsi
3026 o2l 101! 04 Mgnltorlng dan Evalu.aS{ Pengelolaan Daya Tarik
Wisata Unggulan Provinsi
3| 26 |02] 1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3| 26 |02 1.02 | 01 | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
31 26 0211021 02 Perepcgnaan Kawasan  Strategis Pariwisata
Provinsi
31 26 021102 03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
3| 26 |02 | 1.02 | 04 | Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi
31 926 o2 102! 05 Mon1to1'*1ng Qap Evalua§1 .Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata Provinsi
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31 26 02! 102! 06 Pemberdayaan Masygre}kat dala'm' Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
3| 26 |02 | 1.02 | 07 | dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi
3| 26 |02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3| 26 |02 | 1.03 | 01 | Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
3| 26 |02 | 1.03 | 02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3| 26 |02 | 1.03 | 03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
3| 26 |02 | 1.03 | 04 | Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Provinsi
3| 26 l02]1.03] 05 Momtprmg dar} Evalua31 Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Provinsi
31 26 |02 103! 06 Pem‘perdgyaap . Masyarakat. dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Provinsi
31 26 021103 07 Penerapan Destinasi .Parlyvlsa‘Fa. Berkelar.lju‘Fan
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas
3| 26 |[02] 1.04 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha
3| 26 |02 | 1.04 | 01 | Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas
3126 02 1.041 02 Daerah Kabupten/Kota
3| 26 |02 | 1.04 | 03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata
3| 26 |03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri
3| 26 |03 1.01 Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,
3| 26 |03 | 1.01 | 01 | Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan
Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik
3| 26 |03 | 1.01 | 02 |dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata
Provinsi
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi
3|26 1031101103 Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
31 26 03] 101! 04 Pen.mgkatan Kerja  Sama f:lan Kemitraan
Pariwisata dalam dan Luar Negeri
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PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
3| 26 |04 MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3| 26 |04 1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
31 26 |o4]1011 01 Layagan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota
Kreatif
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar
3| 26 |04 1.01 ] 02 Ekspor Maupun Pasar Domestik
Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan
3|26 04110103 Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif
Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan
3| 26 |04] 1.01 104 Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM
Produksi dan Ke Pasar
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha
3|26 | 041 1011 05 Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula
3| 26 |05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
3| 26 |05 1.01 Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Lanjutan
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
3|26 |05 1.01 01 Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
31 96 los| 101! 02 Peningkatan Peraq serta .Mgsyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay
3| 26 |05 1.01 | 03 |dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat
Lanjutan
31 26 05| 101! 04 ng1l1tas1 S§r‘F1f1kas1 Kompetensi Bagi Tenaga Kerja
Bidang Pariwisata
31 926 los| 101! 05 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor
(WPA)
Pelatihan Perpanjangan Lisensi
3|26 |05) 1.01 106 Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC)
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi
31261051 1.01 07 (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi
3|26 105|101 08 Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber
3126 05| 101109 Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3| 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
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3| 27 oo PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
3| 27 |02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
31 97 |02l 101! 01 Pengawasan Sebaran Pupuk,'Pestlslda, Alsintan
dan Sarana Pendukung Pertanian
30 27 o2l 101! 02 Koordinasi dan Smkromsas1 Pengawasan
Peredaran Sarana Pertanian
31 27 |02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
Benih Tanaman
3| 27 | 02| 1.02 | 01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
3| 27 |02)1.02 02 Benih/Bibit Hortikultura
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
3| 27 |02)1.02 103 Benih /Bibit Tanaman Pangan
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
3|27 |02] 102704 Benih /Bibit Perkebunan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,
3| 27 |02 1.03 Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Provinsi
3| 27 |02 | 1.03 | 01 | Penilaian Kultivar SDG Hewan
30 27 o2l 103! 02 P§n11a1an .Ku1t1var SDG  Tumbuhan dan
Mikroorganisme
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem
3| 27 |02)1.03]03 Manajemen Mutu SDG Hewan
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem
3| 27 |02 | 1.03 | 04 | Manajemen Mutu SDG  Tumbuhan dan
Mikroorganisme
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit
3| 27 |02 1.04 Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan
Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi
3| 27 |02 1.04 | 01 | Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan
3127 102 1.04 1 02 Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta
Pakan Kewenangan Provinsi
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu
3| 27 |02 | 1.04 | 03 | Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan
3| 27 |02 1.05 Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
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Pengendalian Penyediaan dan Produksi

3| 27 |02)1.05 01 Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan

3127 102 1.05 02 HPT, Bahan Pakan, Pakan

31 927 o2 105! 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit
Ternak

31 27 o2 106 Pgnggwasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat
Distributor
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan

3| 27 |02)1.06 01 Peredaran Obat Hewan

31 27 o2l 106 | 02 Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan
Peredaran Obat Hewan
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan

3| 27 |02 | 1.07 Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah
Provinsi Lain

31 27 o2l 1071 01 Pen.gadaan Benﬂ:l/ ]??1b1t. Ternak yang Sumbernya
dari Daerah Provinsi Lain
Pengadaan  Hijauan Pakan  Ternak yang

3| 27 |02)1.07 02 Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

31 27 |03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

3| 27 |03 | 1.01 Penataan Prasarana Pertanian

31 27 o3l 101! 01 Perencanaap Pengem‘pangan Prasarana, Kawasan
dan Komoditas Pertanian

31 27 03| 101 02 Pengendalian dan. Pemanfgatan Prasarana,
Kawasan dan Komoditas Pertanian
Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan

3|27 |03)1.01]03 Pengelolaan Jalan Usaha Tani
Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan

3| 27 |03 ]| 1.01 | 04 | Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha
Tani

31 927 o3l 101! 05 Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Hewan

31 27 o3l 101! 06 Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan
Kesehatan Hewan

31 27 03| 101 ! 07 Pembapgunan dan Pemeliharaan Laboratorium
Pertanian

31 27 o3| 101! 08 Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong
Hewan

31 27 o3| 101! 09 Koordinasi, Smkro.nlsas% dan Penataan Prasarana
Pendukung Pertanian lainnya
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Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
3| 27 |03 | 1.01 | 10 | Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana
Pendukungnya
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan
31 27 03| 1.02 Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih
’ Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber
3|27 |03)1.02 01 Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
31 97 103|102 02 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan
Rumpun/Galur Ternak
3| 27 o4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan
31 27 |04 1.01 Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
' Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
31 97 o4l 101! 01 Pengenf:lahan Resiko dgn Penanggulangan
Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas
3| 27 |04 | 1.01 | 02 | Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
30 27 o4l 101! 03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah
Penyakit Hewan Menular
31 97 |04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan
' dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
31 97 o4l 102! 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan
Produk Hewan
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis
3| 27 |04 | 1.02 | 02 |untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan
dan Produk Hewan
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
3| 27 |04 | 1.02 | 03 |dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah
Provinsi
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi
3| 27 |04 1.03 Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit
Usaha Produk Hewan
Pemenuhan  Persyaratan  Teknis  Sertifikasi
3|27 |04 1.03) 01 Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
Pembinaan  Penerapan  Persyaratan  Teknis
3| 27 |04 1.03 ] 02 Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan
3|27 |04)1.03 103 kesehatan Masyarakat Veteriner
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31 27 | 04| 1.04 Sertifikasi Per§yaratan Teknis kesehatan
Masyarakat Veteriner

31 97 |04l 104 | 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan
Produk Hewan

31 27 o4l 1.04 | 02 Pengembangan Kompetens_l Petugas Penilai
Penerapan Persyaratan Teknis

3| 27 |04 | 1.05 Kesejahteraan Hewan
Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan

3|27 | 04110501 hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

31 27 104105 02 Penanganan .atas Pelanggaran Kesejahteraan
Hewan Sesuai Kewenangannnya

31 27 |05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

31 27 |os| 1.01 Pengegdahan . Qan Penanggulangan Bencana
Pertanian Provinsi
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

3| 27 |05|1.01 | 01 | (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

3|27 |05/ 1.01 02 Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan

3| 27 | 05| 1.01 | 03 | Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang

3| 27 |05 1.01 | 04 | Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
Peternakan dan Kesehatan Hewan

3| 27 |06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

31 27 |06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan

' Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

31 27 loel 1011 01 Pefnyusunan Stan.dar Pelayanan Publik Pemberian
Izin Usaha Pertanian
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan

3| 27 |06 | 1.01 | 02 |Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas
Kabupaten /Kota

31 27 loel 101! 03 Pembinaan fian Pengawasan Penerapan Izin
Usaha Pertanian
Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium

3| 27 |06 1.02 Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner di Daerah Provinsi
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Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin

3| 27 |06 | 1.02 | 01 | Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

3| 27 |06 | 1.02 | 02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium
Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub

3|27 |06 1.03 Distributor) Obat Hewan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin

3| 27 |06)1.03 01 Usaha Pengecer Obat Hewan

31 27 o6 1.03 | 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer
obat hewan

3| 27 |07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3| 27 |07 | 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

31 27 o7l 1011 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian
ASN

31 27 o771 1011 02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh
Pertanian Swadaya dan Swasta

3| 27 |07 | 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

31 927 lo71 1021 01 D1sem1.nas1 Inf'ormas1 Teknis, Sosial, Ekonomi dan
Inovasi Pertanian

31 27 o771 1021 02 Pelak§anaan Penyuluhan dan Pemberdayaan
Petani

31 27 o7 1.03 Pengembangap Kapasitas Kelembagaan Ekonomi
Petani Berbasis Kawasan

327 o7l 103! 01 Pembentukan Qan Penguatan Kelembagaan
Koorporasi Petani

3| 27 |07 | 1.03 | 02 | Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani

31 27 o7 103! 03 Penilain Kplayakgn dan Standarisasi Manajamen
Koorporasi petani

31 27 o771 1.03 1 04 Pembentukan dan . Penyelenggaraan Sekolah
Lapang Kelompok Tani

3| 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

3| 28 |02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN
Tidak ada Kewenangan Provinsi

3| 28 |03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

31 28 |03 101 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan

' Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi

Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan

3|28 03] 101101 Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

31 28 03101/ 02 Pembagian  Blok/Petak  Pengelolaan  Hutan
Kesatuan Pengelolaan Hutan
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Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan

3| 28 |03 1.02 kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)

31 28 |03l 102! 01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan

31 28 |03 1.03 Pemanfaatag Hutan Di Kawasan Hutan Produksi
dan Hutan Lindung

3| 28 o3| 103! 01 Penyediaan Data dan Informa31 Wilayah Usaha di
Kawasan Hutan Produksi

31 28 03] 103! 02 Penyediaan Data fian Informasi Wilayah Usaha di
Kawasan Hutan Lindung
Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

3|28 103103703 Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi
Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin

3| 28 |03 | 1.03 | 04 | Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan
Hutan Produksi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin

3| 28 |03 | 1.03 | 05 | Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan
Hutan Lindung

31 28 |03]1.03! 06 Penllalar} Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan
Produksi

31 28 03] 103! 07 P§n11a1an Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan
Lindung

3| 28 |03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
Negara

31 28 |03]1.04 ! 01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan
(RTnRL)

31 28 03| 1.04 ] 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan
Hutan Negara

31 28 03104 03 Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan
Hutan Negara

31 28 03] 1.04 | 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar
Kawasan Hutan Negara

31 28 03| 104! 05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air
Hutan dan Lahan

31 28 03104 06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi
Lahan

31 28 |03|1.04 | 07 Ezrﬁiimbangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan
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Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
3| 28 |03 | 1.04 | 08 | Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan Lahan
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka
3|28 03] 104109 Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan
3|28 |03)1.05 Lindung dan Hutan Produksi
3| 28 |03 | 1.05 | 01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
31 28 03| 105! 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan
Hutan
31 28 |03!|105]! 03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil
Hutan
31 28 |03 105! 04 Koo%‘dlnash Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Perlindungan Hutan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
3| 28 |03 | 1.06 (HHBK)
31 28 03| 106! 01 Pengo!ahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu
Hayati
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
3|28 |03 106 02 (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan
3|28 |03)1.067103 tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
31 28 |03 106! 04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan
bukan Kayu
3| 28 |03l 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu
' Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan
3|28 |03)1.07 01 Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil
3| 28 |03 | 1.07 | 02 | Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000
m3/Tahun
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
3| 28 |03 | 1.07 | 03 |dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
31 28 |03 1.08 Pelaksgnaan .Pfangelolaan KHDTK Untuk
Kepentingan Religi
Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah
3|28 | 03] 10801 dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
3|28 |03 108 02 KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani
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3| 28 |03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih
3|28 0310901 dan/atau Bibit Terdaftar
3| 28 |03 | 1.09 | 02 | Sertifikasi Sumber Benih
3| 28 | 03| 1.09 | 03 | Sertifikasi Mutu Benih
3| 28 | 03] 1.09 | 04 | Sertifikasi Mutu Bibit
3| 28 |03 | 1.09 | 05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
3| 28 |04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
31 28 |04 101 Peng.elo.laan Taman Hutan Raya (TAHURA)
Provinsi
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan
3|28 |04 10101 Kerusakan Kawasan TAHURA
3| 28 |04 | 1.01 | 02 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat
3|28 |04 1.01 103 TAHURA Provinsi
3| 28 |04 | 1.01 | 04 | Pengawetan Koridor Hidupan Liar
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan
3|28 | 041101105 sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
3| 28 |04 | 1.01 | 06 | Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
3| 28 |04 | 1.01 | 07 | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
3| 28 |04 1.01 108 Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
3| 28 |04 | 1.01 | 09 | Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang
31 28 |04 1.02 Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam
' Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan
Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan
3| 28 |04 | 1.02 | 01 | Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran CITES
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting,
3| 28 |04 1.03 Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam
3| 28 |04 | 1.03 | 01 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
31 28 04! 103! 02 Peng§ndal1an Kerusakan dan Pemeliharaan
Ekosistem Karst
31 28 |04]1.03]! 03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan
Basah
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan
3| 28 | 04) 103704 Ekosistem Lahan Basah
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Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan

3| 28 |04 | 1.03 | 05 | Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting Kewenangan Daerah Provinsi
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan

3| 28 |04 | 1.03 | 06 | Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah
Provinsi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

3| 28 |05 PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

31 28 |05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan

’ Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh

3|28 |05 101101 Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

3| 28 los| 101! 02 Penguatan dgn Pendampingan Kelembagaan
Kelompok Tani Hutan

3| 28 |05 | 1.01 | 03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

3| 28 |06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI (DAS)
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah

3| 28 |06 1.01 Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

3| 28 losl 101! 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan
DAS

3| 28 lo6!| 1.01 | 02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah
DAS
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di

3| 28 |[06]1.01 | 03 Wilayah DAS

3| 28 lo6!l 101! 04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan
Pengelolaan DAS

3| 28 |06]| 1.01 | 05 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

31 28 |o6l 101! 06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengelolaan DAS

3| 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

31 29 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK
KEGEOLOGIAN

31 29 |02 101 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada

' Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona

3|29 |02)1.01 01 Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
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Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air
Tanah pada Cekungan Air Tanah
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Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona
Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

29

02

1.02

Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian,
Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
dalam Daerah Provinsi

29

02

1.02

01

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin
Pengeboran, 1zin Penggalian, 1zin Pemakaian, dan
Izin Pengusahaan Air Tanah

29

02

1.02

02

Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan
Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin
Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

29

02

1.02

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian,
dan Pengusahaan Air Tanah

29

02

1.03

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam
Daerah Provinsi

29

02

1.03

01

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Nilai Perolehan Air Tanah

29

02

1.03

02

Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai
Perolehan Air Tanah

29

02

1.03

03

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air
Tanah

29

03

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN
BATUBARA

29

03

1.01

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan
12 Mil

29

03

1.01

01

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

29

03

1.01

02

Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
Sampai Dengan 12 Mil

29

03

1.01

03

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
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29

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral
Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman
Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Sampai Dengan 12 Mil Laut

29

03

1.02

01

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha
Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri
pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

29

03

1.02

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral
Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman
Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah

29

03

1.02

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam
dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal
dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah

29

03

1.02

04

Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang
baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral
Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman
Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah

29

03

1.03

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka
Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Sampai Dengan 12 Mil Laut

29

03

1.03

01

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri
pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil
Laut

29

03

1.03

02

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Penyusunan Usulan Wilayah Usaha
Pertambangan dalam Penetapan Wilayah
Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
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29

03

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka
Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Sampai dengan 12 Mil Laut

29

03

1.03

04

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman
Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Sampai Dengan 12 Mil Laut

29

03

1.03

05

Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang
baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka
Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Sampai Dengan 12 Mil Laut

29

03

1.04

Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk
Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral
Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah
Pertambangan Rakyat

29

03

1.04

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin
Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral
Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan
Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

29

03

1.04

02

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan
Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

29

03

1.04

03

Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi
Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan
Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam,
Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan
dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

29

03

1.04

04

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk
Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral
Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah
Pertambangan Rakyat

29

03

1.04

05

Pelaksanaan reklamasi dan  pascatambang
bersama pemegang Izin Pertambangan rakyat
(IPR)
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Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Khusus untuk Pengolahan dan
Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal
dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya
Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama

29

03

1.05

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk
Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka
Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas
Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah
Provinsi yang Sama

29

03

1.05

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Khusus untuk Pengolahan dan
Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal
dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya
Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama

29

03

1.05

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam
Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang
Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu)
Daerah Provinsi yang Sama

29

03

1.06

Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan
dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri
yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

29

03

1.06

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha
Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman
Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

29

03

1.06

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam
Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang
Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

29

03

1.06

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam
Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang
Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

29

03

1.07

Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam
dan Batuan

29

03

1.07

01

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
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N

Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral
Bukan Logam dan Batuan

N
O

—_
(@)
\]

o
w

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga
Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

29

03

1.08

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi khusus untuk Pengangkutan dan
Penjualan dalam Rangka Penanaman Modal
dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

29

03

1.08

01

Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha
Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk
Pengangkutan dan Penjualan

29

03

1.09

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan
Usahanya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

29

03

1.09

01

Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha
Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan

29

03

1.10

Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan
Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan Oleh
Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya

29

03

1.10

01

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan
Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

29

03

1.11

Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan
Mineral atau Batubara yang Tergali bagi
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
yang Diterbitkan Oleh Gubernur pada Saat
Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan

29

03

1.11

01

Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan
Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin
Usaha Pertambangan

29

04

PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS
BUMI

Tidak ada Kewenangan Provinsi

29

05

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI
TERBARUKAN

29

05

1.01

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling
Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai
Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan
Kepulauan
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29

1.01

01

Penetapan Prosedur dan  Pesyaratan Izin
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua
Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut
Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan

29

05

1.01

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah
Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan
Kepulauan

29

05

1.01

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah
Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan
Kepulauan

29

05

1.02

Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha
Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

29

05

1.02

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Surat
Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang
Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

29

05

1.02

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa
Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

29

05

1.02

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa
Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

29

05

1.03

Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan
Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas
Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh
Ribu) Ton Per Tahun

29

05

1.03

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha
Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai
Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan
Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per
Tahun
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Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan
Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000
(Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

29

05

1.03

03

Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan
Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000
(Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

29

05

1.03

04

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan
Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000
(Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

29

05

1.04

Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah
Provinsi

29

05

1.04

01

Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan
Program Konservasi Energi

29

05

1.04

02

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan
Provinsi

29

05

1.04

03

Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif
untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan
Konservasi Energi

29

05

1.04

04

Pengalokasian Anggaran untuk Program
Konservasi Energi

29

05

1.04

05

Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif
Konservasi Energi

29

05

1.04

06

Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan
Provinsi

29

05

1.04

07

Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi
Kewenangan Provinsi

29

06

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

29

06

1.01

Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan
Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan
Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam
Daerah Provinsi

29

06

1.01

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta
Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga
Listrik dalam Daerah Provinsi




- 143 -

KODE

URUSAN

BIDANG
URUSAN

PROGRAM

KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan
Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada
Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

29

06

1.01

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non
Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga
Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada
Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

29

06

1.02

Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas
Instalasinya dalam Daerah Provinsi

29

06

1.02

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi
yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

29

06

1.02

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya
dalam Daerah Provinsi

29

06

1.02

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya
dalam Daerah Provinsi

29

06

1.03

Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan
untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan
Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan
Oleh Daerah Provinsi

29

06

1.03

01

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen

29

06

1.03

02

Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik
untuk Konsumen

29

06

1.03

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif
Tenaga Listrik untuk Konsumen

29

06

1.03

04

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin
Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi,
Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin
yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi

29

06

1.03

05

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk
Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari
Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah
Provinsi
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Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk
Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari
Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah
Provinsi

29

06

1.04

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa
Jaringan Tenaga  Listrik, Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan
Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang
Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi

29

06

1.04

01

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan
Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga
Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh
Daerah Provinsi

29

06

1.04

02

Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga
Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik,
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
Penjualan  Kelebihan Tenaga  Listrik Dari
Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah
Provinsi

29

06

1.04

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga
Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga
Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari
Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah
Provinsi

29

06

1.05

Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam
Negeri/Mayoritas = Sahamnya  Dimiliki  Oleh
Penanam Modal dalam Negeri

29

06

1.05

01

Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha
dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh
Penanam Modal dalam Negeri

29

06

1.05

02

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas
Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam
Negeri

29

06

1.05

03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas
Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam
Negeri
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Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak
Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan
Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah
Terpencil dan Perdesaan

29

06

1.06

01

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat
Tidak Mampu

29

06

1.06

02

Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok
Masyarakat Tidak Mampu

29

06

1.06

03

Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran
Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

29

06

1.06

04

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan
Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah
Terpencil dan Perdesaan

29

06

1.06

05

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga
Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
Perdesaan

29

06

1.06

06

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik
Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
Perdesaan

29

06

1.06

07

Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum
Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

30

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN

30

02

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

30

02

1.01

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan
Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi
Distributor

30

02

1.01

01

Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko
Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi
Distributor melalui sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik

30

02

1.02

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan
Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan
Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
Provinsi
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Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

30

02

02

Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha
Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik

30

02

1.02

03

Fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan
Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui
sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik

30

02

1.03

Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan
Berbahaya Pengecer Terdaftar

30

02

1.03

01

Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha
Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik

30

02

1.03

02

Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya

30

02

1.03

03

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya

30

02

1.04

Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi
Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai
Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal
Importir (API)

30

02

1.04

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan
SKA

30

02

1.04

02

Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API
melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik

30

03

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

30

03

1.01

Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi
Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar
lelang komoditas

30

03

1.01

01

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat
Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

30

03

1.01

02

Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi
Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

30

03

1.01

03

Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar
Lelang Komoditas

30

04

PROGRAM STABILISASI HARGA  BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
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31 30 |04 1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
' dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
3| 30 |04 1.01 | 01 | Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub
Distributor
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
3| 30 |04 1.01 | 02 Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3| 30 [04] 1.02 pada pelaku wusaha distribusi barang lintas
kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem
informasi perdagangan
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan
3| 30 |04 | 1.02 | 01 | Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga
3| 30 |04 | 1.02 | 02 | Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah
31 30 |04l 103 Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan
' Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk
Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
31 30 loal 103! o1 Pc?me.nksgan Dokumen  Perizinan  Kegiatan
Distribusi
31 30 |04 103! 02 P§ngawasan Pengadagn Pupuk dan Pestisida
Tingkat Daerah Provinsi
31 30 o4l 103! 03 Pengawgsgn Penyaluran dan Penggunaan Pupuk
Bersubsidi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk
3130 10411.03 04 Bersubsidi dan Pestisida
3| 30 |05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan = Promosi  Dagang  Melalui
31 30 los!| 101 Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk
' Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)
daerah kabupaten/kota
3| 30 |05 1.01 | 01 | Pameran Dagang Internasional/Nasional
3| 30 |05 | 1.01 | 02 | Pameran Dagang Lokal
3| 30 |05 | 1.01 | 03 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3| 30 |05 1.01 | 04 | Peningkatan Citra Produk Ekspor
3| 30 |05 | 1.01 | 05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor




- 148 -

KODE

zloz |2 2 | Z

3| Z 5 2| E |mE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

e N R v

31 30 |os PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh

3|30 1061101 Daerah Kabupaten/Kota

31 30 lo6!| 101! o1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan
Perlindungan Konsumen

31 30 o6 101 02 Penl'ngkatan hubungan kerja dengan lembaga
perlindungan konsumen

3130 losl 101! 03 Koordmas.l dan Sinkronisasi Penanganan dan
Penyelesaian Sengketa Konsumen

31 30 lo6!| 1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu

' Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

3| 30 |06 1.02 | 01 | Verifikasi Mutu Produk

3| 30 |06 | 1.02 | 02 | Pengembangan Layanan Pengujian

3| 30 |06 | 1.02 | 03 | Pengembangan Layanansertifikasi

3| 30 |06 | 1.02 | 04 | Pengembangan Layanan Kalibrasi
Pelaksanaan  Pengawasan  Barang  Beredar

3| 30 |06 1.03 dan/atau Jasa di Seluruh Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan
Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

3|30 106 1.03 01 Sesuai  Parameter Ketentuan  Perlindungan
Konsumen

31 30 o6 1.03] 02 Fasilitasi Penapganan Terhadap Pelanggaran Atas
Ketentuan Perlindungan Konsumen

3| 30 o7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN
PRODUK DALAM NEGERI

3| 30 |07 1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri

31 30 lo7!| 101! o1 Fasﬂl‘FaS} .Prom051 Penggunaan Produk dalam
Negeri di Tingkat Provinsi

3130 |o7! 1.02 Pelaksanaan. Pemasaran Penggunaan Produk
Dalam Negeri

31 30 lo7!| 102! 01 Fa3111‘FaS} Pemasaran .Pe.nggunaan Produk dalam
Negeri di Tingkat Provinsi

31 30 o7 1.03 Pelaksanaan. Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri

31 30 o771 1031 01 Fas1l1‘Fas.1 Een1ngkataq Pejnggunaan Produk dalam
Negeri di Tingkat Provinsi

31 30 0711031 02 Sosialisasi .penmgkatan penggunaan Produk
Dalam Negeri

3130 o7l 103! 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan
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URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

31

02

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI

31

02

1.01

Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan
Industri Provinsi

31

02

1.01

01

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Provinsi

31

02

1.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan
Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan
Industri Nasional dan Perwilayahan Industri

31

02

1.01

03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri

31

02

1.01

04

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana
Industri

31

02

1.01

05

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat

31

02

1.01

06

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri

31

03

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
INDUSTRI

31

03

1.01

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

31

03

1.01

01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

31

03

1.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan
provinsi

31

03

1.01

03

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Pengamanan dan Penyelamatan Industri

31

04

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL

31

04

1.01

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI,
IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
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Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengumpulan,

3| 31 |04 | 1.01 | 01 | Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINAS)

3131 o4l 101! 02 Dlsemlr}a31 dan Publikasi Data Informasi Industri
Provinsi

3| 39 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
TRANSMIGRASI

3| 32 |02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

3] 32 |02] 1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

3| 32 |02 | 1.01 | 01 |Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

3| 32 |02 | 1.01 | 02 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan

31 32 02101103 Penyedltaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

31 32 02! 101! 04 Penatausahaan 'Pen.cadangan Tanah untuk
Kawasan Transmigrasi

31 32 |03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari

3| 32 |03 1.01 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama
Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah

3|32 |03)1.0101 Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial,

3| 32 |03|1.01 | 02 |Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan
Transmigran

30 32 |03]1.01] 03 Pelgksanaan . Penataan Pengluduk Setempat
Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang

3| 32 |03 | 1.01 | 04 |Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam Provinsi

3| 32 |03 | 1.01 | 05 | Penyuluhan Transmigrasi Lokal

3| 32 |03 | 1.01 | 06 | Pelatihan Transmigrasi Lokal

31 32 03] 101! 07 Penyesuaian Llngkun.gan Baru Transmigran di
Kawasan Transmigrasi

3| 32 |04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
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31 32 |04 101 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap
Pemantapan

31 32 |04l 101! 01 Penguatan S];)M dalam Rangka Pemantapan
Satuan Pemukiman
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan

3| 32 |04 | 1.01 | 02 | Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan
Pemukiman

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4| 01 SEKRETARIAT DAERAH

41 01 o2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

41 01 o2 101 Pemante}uan Pelaksanaan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan

4|01 102)1.01 01 Fasilitasi Penataan Wilayah

4| 01 |02 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

4| 01 |02 | 1.01 | 03 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

4| 01 |02 | 1.01 | 04 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

4| 01 |02 1.01 | 05 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

4| 01 |02 | 1.01 | 06 | Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah

4| 01 |02 | 1.01 | 07 | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta

4| 01 |02 1.01 | 08 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

4| 01 |02 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat

4| 01 |02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

4| 01 |02 1.02 | 02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

4| 01 102110203 Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

41011 0271.02 04 Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

4101 lo2l1.02] 05 Eyalu.as1, Pe}aksanaan Kebijakan dan Capaian
Kinerja terkait Kesehatan

41 01 o2l 1021 06 Eyalu.as1, Pe.laksapaan Kebijakan dan Capaian
Kinerja terkait Sosial
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian

4| 01 102)1.02) 07 Kinerja terkait Pendidikan

4| 01 |02 1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah

4| 01 |02 | 1.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

41 01 lo2!1.03] 02 Pendokumfantasmn Produk Hukum dan Naskah
Hukum Lainnya

4 | 01 |02 | 1.03 | 03 | Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

4 | 01 |02 | 1.03 | 04 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
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41 01 lo2! 103! 05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan
HAM

41 01 o3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

4| 01 |03 1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian

4 | 01 |03 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro

4| 01 |03 1.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

41 01 1031 1.01103 Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

41011031 1.011 04 Pertambangan dan Lingkungan Hidup

41 01 1ozl 101! 05 Koord%nas1, S1nkron1sas1 dan Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

4 | 01 |03 | 1.01 | 06 | Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa
Keuangan dan Aneka Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

4 | 01 |03 | 1.01 | 07 | Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air
Minum, Limbah dan Sanitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

4| 01 103] 101 08 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

4| 01 |03 | 1.02 Pengadaan Barang dan Jasa

4| 01 |03 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa

4| 01 |03 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

41 01 1ozl 102! 03 §Z;r;antauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan

4| 01 |03 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

41 01 1ozl 102! 05 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa

41 01 lo3! 102! 06 Szrslgelolaan Informasi Pengadaan Barang dan

41 01 o3| 102] o7 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan
Jasa

41 01 o3l 102! 08 Pendgmpmgan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

4| 01 |03 | 1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

4| 01 103)1.03 01 Pembangunan APBD
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

4| 01 103 1.03 ] 02 Pembangunan APBN

41 01 o3l 103! 03 Pengendalian . Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah
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4| 01 |03 | 1.03 | 04 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

4| 01 |03 | 1.03 | 05 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis

4| 01 103103706 Pembangunan Daerah :

4| 01 |04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM

4|1 01 |04 1.01 Penataan Organisasi

4| 01 |04 ]| 1.01 | O1 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

4| 01 |04 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

4| 01 |04 | 1.01 | 03 | Penataan Analisis Jabatan

4| 01 |04 | 1.01 | 04 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4| 01 |04 ]| 1.01 | 05 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

4 | 01 |04 | 1.01 | 06 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

4| 01 |04 | 1.01 | 07 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

4| 01 |04 ]| 1.01 | 08 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

4| 01 |04 1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum

4| 01 |04 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur

41 01 o4l 102! 02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil
Gubernur

4| 01 |04 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah

41 01 loa!l 102 | 04 Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat
Daerah

4| 01 |04 | 1.02 | 05 | Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset

41 01 loal 102! 06 Penggungan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
Sekretariat Daerah

4| 01 |04 | 1.02 | 07 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli

4| 01 |04 | 1.02 | 08 | Pengelolaan Kendaraan

4| 01 |04 | 1.02 | 09 | Pengelolaan Persuratan dan Arsip

4| 01 |04 1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan

4 | 01 |04 | 1.03 | 01 | Perencanaan dan Pelaporan Tugas

4| 01 |04 | 1.03 | 02 | Pengelolaan Kepegawaian

4 | 01 |04 | 1.03 | 03 | Penyiapan Materi Pimpinan

4 | 01 |04 | 1.03 | 04 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

4| 01 |04 | 1.03 | 05 | Dokumentasi Pimpinan

4| 01 |04 | 1.03 | 06 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

4| 01 |04 | 1.03 | 07 | Fasilitasi Tamu

4| 01 |04 | 1.03 | 08 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

4 | 02 SEKRETARIAT DPRD

41 02 oo PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI
KEUANGAN

4| 02 |02 1.01 Layanan Administrasi DPRD
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Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan

4| 02102 1.01 01 Dan Kepegawaian DPRD

4| 02 |02 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Rapat DPRD

4 | 02 |02 1.01 | 03 | Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD
Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah

4| 02102 1.01 704 Tangga Pimpinan DPRD
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan

4 02102 1.01 105 Prasarana Kantor DPRD
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

4] 02 |02] 1.01 | 07 |Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

4| 02 |02 1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

4| 02 |02 | 1.02 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

4| 02 |02 | 1.02 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

4| 02 |02 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

41 02 o3 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

4] 02 03] 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan Program

402 103)1.0101 Pembentukan Peraturan Daerah

4| 02 |03 | 1.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Perda

4| 02 |03 | 1.01 | 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

4| 02 |03]| 1.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

4|1 02 |03 | 1.01 | 05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD

4| 02 |03 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran

4| 02 |03 | 1.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS

4| 02 |03]| 1.02 | 02 | Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan

4| 02 |03 | 1.02 | 03 | Pembahasan APBD

4| 02 |03 | 1.02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan

4 | 02 |03 | 1.02 | 05 | Pembahasan Laporan Semester

4 | 02 |03 | 1.02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

4| 02 |03 | 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

41 02 o3l 103! 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan  Bidang
Pemerintahan dan Hukum

41 02 o3l 103! 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan  Bidang
Infrastruktur

41 02 1031 1.03] 03 Peng.awasan Urusan Pemerintahan  Bidang
Kesejahteraan Rakyat

41 02 03] 103! 04 Pengawasap Urusan Pemerintahan  Bidang
Perekonomian

41 02 1031 1.03] 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Sumber Daya Alam

4| 02 |03 | 1.03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
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Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan

4| 02 |03 | 1.03 | 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran

4| 02 |03 ] 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

4| 02 |03 | 1.04 | 01 | Orientasi DPRD

4|1 02 |03 | 1.04 | 02 | Bimbingan Teknis DPRD

4| 02 |03 | 1.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan

4| 02 |03 | 1.04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

4| 02 | 03] 1.04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

4| 02 |03 | 1.04 | 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

4| 02 |03 | 1.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD

41 02 103! 105 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat

4| 02 |03 | 1.05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah

4| 02 |03 | 1.05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

4| 02 | 03| 1.05 | 03 | Pelaksanaan Reses

4| 02 |03 ] 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

4|1 02 |03 | 1.06 | 01 | Penyusunan Kode Etik DPRD

4|1 02 |03 | 1.06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD

4| 02 |03] 1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah

41 02 lozl 107! 01 Fas.111tas1, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan
kerjasama daerah

4| 02 |03 | 1.07 | 02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

4| 02 |03 | 1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

41 02 03| 1081 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD

4 | 02 |03 | 1.08 | 02 | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD

4| 02 | 03| 1.08 | 03 | Pelaksanaan Undangan DPRD

41 02 o4 PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PAPUA **)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

402 10471101 Rakyat Daerah *¥)
Dialog Dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan

4| 02 |04 1.01 | 01 | Pejabat  Pemerintah @ Daerah dan  Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama **)

4| 02 |04 | 1.01 | 02 | Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja **)

4| 02 |os PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA **)

41 02 |os| 101 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota
MRP**)

41 02 los| 101 o1 Pemberl.an o Saran, Pertimbangan, dan
Persetujuan**)
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Penyaluran aspirasi pengaduan masyarakat adat,

4] 02 |05 1.01 | 02 |umat beragama, kaum perempuan, dan
masyarakat pada umumnya
Fasilitasi dan  penyelesaian  permasalahan

41 02 losl 101! 03 berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat
adat, umat beragama, kaum perempuan, dan
masyarakat pada umumnya

4] 02 |05 1.02 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

41 02 los| 1021 01 Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan
Anggota

4| 02 |05 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Hak Dalam Permintaan Keterangan

41 02 los| 102! 03 Pelaksrfmaan Hak Dalam Peninjauan Kembali
Perdasi
Pelaksanaan Hak Dalam Pengajuan Rencana

4|02 105)1.02) 04 Anggaran Belanja MRP

4| 02 |05 1.02 | 05 | Penyusunan Peraturan MRP

4| 02 |05 | 1.02 | 06 | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan

4| 02 |os PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA
BARAT***)

41 02 los!l 1.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Daerah ***)
Bimtek Penguatan Kapasitas Lembaga DPRD

4| 02 |06 | 1.01 | 01 | Kerjasama dengan Badan Diklat Kementerian
Dalam Negeri ***)
Penyediaan Dana General Check up Pimpinan dan

4] 02 |06 1.01 | 02 Anggota DPR PB **)

4| 02 |06 | 1.01 | 03 | Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus **¥)

4| 02 |06 | 1.01 | 04 | Bimtek Pembekalan bagi Anggota DPRD **¥)

41 02 losl 101! 05 ,lj‘*el?lhtam Forum Komunikasi DPR Papua Barat
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA

4| 02 |07 MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA
BARAT***)

41 02 o7l 101 fil)aksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP

41 02 lo7!| 101 o1 *Pﬁr)nberlan Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan
Penyaluran aspirasi pengaduan masyarakat adat,

4| 02 |07 1.01 | 02 |umat beragama, kaum perempuan, dan
masyarakat pada umumnya
Fasilitasi dan  penyelesaian  permasalahan

41 02 lo7! 101! 03 berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat
adat, umat beragama, kaum perempuan, dan
masyarakat pada umumnya

4| 02 |07 1.02 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
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02 o7l 102 01 Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan
Anggota
4| 02 |07 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Hak Dalam Permintaan Keterangan
02 lo7!1.02 | 03 Pelaksa}naan Hak Dalam Peninjauan Kembali
Perdasi
Pelaksanaan Hak Dalam Pengajuan Rencana
02 07 1.02/| 04 Anggaran Belanja MRP
4| 02 |07 | 1.02 | 05 | Penyusunan Peraturan MRP
4| 02 |07 | 1.02 | 06 | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5| 01 PERENCANAAN
5| 01 | o2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5| 01 [02] 1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5| 01 [02] 1.01 | O1 | Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Provinsi
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5| 01 [02] 1.01 | 02 | Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kabupaten /Kota
5| 01 [02] 1.01 | 03 | Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
Koordinasi  Pelaksanaan  Forum  Perangkat
5| 01 1027 1.01 104 Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Pengintegrasian Dokumen Perencanaan
5| 01 |02 1.01 | 05 | Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat
Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
5| 01 |02 1.01 | 06 |Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
5101 loal 101! 07 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
Daerah
51 01 l02!101] 08 Pengamanan Data Informasi Pembangunan
Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi
5| 01 [02] 1.01 | 09 | Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan
Daerah
51 01 |o2| 102 Koordinasi Perencanaan Pendanaan
Pembangunan Daerah
501 o2 102 01 Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif
Pembangunan Daerah
51 01 lo2]1.02]! 02 Koordinasi dgn Sinkronisasi Kebijakan
Penganggaran di daerah
501 lo2] 102! 03 Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan
Pendanaan Pembangunan Daerah
5|01 lo2] 103 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
51 01 |02/1.03 | 01 Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah
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Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM

o
—_

—_
o
w

o
w

Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat
Daerah

01

02

1.03

(@)
=

Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan
Daerah

01

03

PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

01

03

1.01

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Pemerintahan

01

03

1.01

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pemerintahan

01

03

1.01

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pemerintahan

01

03

1.01

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pemerintahan

01

03

1.02

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

01

03

1.02

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pembangunan Manusia

01

03

1.02

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pembangunan Manusia

01

03

1.02

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pembangunan Manusia

01

03

1.03

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

01

03

1.03

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kesejahteraan Masyarakat

01

03

1.03

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kesejahteraan Masyarakat

01

03

1.03

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kesejahteraan Masyarakat
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PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

o
—_

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Perekonomian

01

04

1.01

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Perekonomian

01

04

1.01

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Perekonomian

01

04

1.01

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Perekonomian

01

04

1.02

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif

01

04

1.02

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Ekonomi Kreatif

01

04

1.02

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Ekonomi Kreatif

01

04

1.02

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Ekonomi Kreatif

01

04

1.03

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam

01

04

1.03

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Alam

01

04

1.03

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Alam

01

04

1.03

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Alam

01

05

PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

01

05

1.01

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup

01

05

1.01

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
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Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

01

05

1.01

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

01

05

1.02

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan
Perhubungan

01

05

1.02

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

01

05

1.02

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

01

05

1.02

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

01

05

1.03

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan
Kewilayahan

01

05

1.03

01

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

01

05

1.03

02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

01

05

1.03

03

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Keciptakaryaan dan Kewilayahan

02

KEUANGAN

02

02

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

02

02

1.01

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah

02

02

1.01

01

Penyusunan KUA dan PPAS

g o1 o1 (gr|ut

02

02

1.01

02

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

02

02

1.01

03

Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan
RKA SKPD

02

02

1.01

04

Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan
DPA SKPD

02

02

1.01

05

Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
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APBD
Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan
S| 02 [02]1.01 | 06 | APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang
5| 0202110107 Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5| 02 [02] 1.01 | 08 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
S| 02 |02] 1.01 | 09 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5| 02 |02 1.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5| 02 |[02] 1.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5| 02 |02 1.02 Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan  daerah
Kabupaten/Kota
Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
5| 021027 1.02701 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
5| 02 |02] 1.02 | 02 | Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
5| 02 |02 1.02 | 03 | Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
5| 02 1021102 04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten /Kota
S| 02 | 02] 1.02 | 05 | Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota
S| 02 |02 1.02 | 06 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan
5| 02 o2 103 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
S| 02 |02 | 1.03 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5| 02 |02 1.03 | 02 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5 02 o021 103! 03 Koordinasi Penge.lolaan Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya
Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian
5| 02 |02]1.03 | 04 Lembar SP2D
Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian
Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian
5| 02 |02] 1.083 | 05 | Pembebanan Rincian Penggunaan Atas
Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta
Penerbitan SKPP
Koordinasi  Penyusunan Laporan  Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
S| 02 |02 1.03 | 06 | Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,
S| 02 |02 1.03 | 07 | Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi
Kas
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Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran
5| 02 [02] 1.083 | 08 | Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas
SP2D Dengan Instansi Terkait
Penyusunan  Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan
5| 021021103109 dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban (SPJ)
Pelaksanaan  Pengendalian dan  Penerbitan
5| 020210310 Anggaran Kas dan SPD
5| 02 |02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah
5102 021104 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan
5| 02 10271.04 02 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Koordinasi dan penyusunan Laporan
S| 02 |02 1.04 | 03 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pemerintah Provinsi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
S| 02 |02 1.04 | 04 | Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
5| 02102 1.04 7105 Laporan Keuangan PEMDA
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap
5| 02 [02]|1.04 | 06 |LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5102 o2l 104! 07 Rekons111as% Realisasi Pendapatan dan Belanja
Serta Pembiayaan
Penyusunan Analisis Laporan
5| 02 10211.04 ) 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
5| 02 |02 1.04 | 09 | Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
5| 02 lo2]104]| 10 Penyusunan Sistem dan Pr.osedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
S| 02 |02 1.04 | 11 | Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
5| 02 1027 1.04 1 12 Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah
5| 02 |02] 1.05 Kegiatan Penunjang Urusan
S| 02 |[|02] 1.05 | 01 |Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
5102 021 1.05] 02 Pelaksapaan Pepy}lsunan Kebijakan, Alokasi dan
Pemberian Subsidi
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5| 02 lo2] 105! 03 Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan
Keuangan Khusus
51 02 |03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
5| 02 [03]1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga
5| 02 1031 1.01 101 Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan
5| 02 103) 101102 Barang Milik Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan
5| 021031101103 Barang Milik Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5| 02 /03101 04 Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
5| 02 |03 ] 1.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah
5| 02 [03]1.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik,
5| 02 103} 1.01 107 Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5| 02 |03 ]| 1.01 | 08 | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas
S| 02 [03] 1.01 | 09 | Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas
5| 02 1031 1.01 110 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam
5| 02 [03]|1.01 | 11 |Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik
5| 02031101 12 Daerah dari SKPD
5 02 |03l 101! 13 qurd1nas1 dan Pembinaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah
5| 02 |04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan
5| 02 )04 1.01 Evaluasi Pendapatan Daerah
5| 02 |04l 101! 01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi
5| 02 1041 1.01 102 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional
5| 02 )04 1.01 103 Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang

S| 02 |04 | 1.01 | 04 | Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan

5| 02 |04 ]| 1.01 | O5 | Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan

S| 02 |04 ]| 1.01 | 06 | Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi
Informasi

5| 02 lo4l101! 07 Kon§u1ta.51 dan Pendampingan Wajib Pajak dan
Retribusi

5| 02 04101108 Penyelenggargan Sistem Informasi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak

5| 02 )04 1.01 109 Daerah dan Retribusi Daerah

5| 02 |04 | 1.01 | 10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak

02 1041 1.01 1 11 Daerah dan Retribusi Daerah

5| 03 KEPEGAWAIAN

S| 03 |02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

5| 03 [02] 1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN

5| 03 1027 1.01 101 dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
Pengelolaan Data, Pengangkatan dan

5| 03 1027 1.01 102 Pemberhentian Jabatan Fungsional

S| 03 |02 1.01 | 03 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

S| 03 |02 | 1.01 | 04 | Pengelolaan Data Kepegawaian

5| 03 |02] 1.02 Administrasi Kepegawaian
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan

510302710201 Pelaksanaan Pengadaan ASN

5| 03 [02] 1.02 | 02 | Penataan dan Mutasi Jabatan

51 03 lo2!|1.02 | 03 Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi,
Dan Kepangkatan

5|03 lo2]102]| 04 Penyfalesalan Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun

S| 03 |02 1.02 | 05 | Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai

S| 03 |02 1.02 | 06 | Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.

5| 03 |02 1.02 | 07 | Pengelolaan Mutasi ASN

S| 03 |02 | 1.02 | 08 | Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN

S| 03 [02] 1.02 | 09 | Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat

5| 03 |02 1.02 | 10 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

5| 03 |02 1.03 Peningkatan Kapastitas ASN
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S| 03 |02 1.03 | 01 | Peningkatan Kapasitas ASN

5| 03 |02] 1.03 | 02 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN

5| 03 [02] 1.03 | 03 | Pengembangan Assessment Center

5| 03 lo2] 103! 04 Fasilitasi Kelerpbagaaq Profesi ASN (KORPRI dan
lembaga profesi ASN lainnya)

5| 03 [02] 1.03 | 05 | Fasilitasi Profesi ASN

51 03 lo2]103! 06 iesrll\lgelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi

5| 03 |02] 1.083 | 07 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

5| 03 [02] 1.03 | 08 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

5| 03 |02 ]| 1.03 | 09 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional

5| 03 |02] 1.04 Pengembangan Karir ASN

5| 03 [02] 1.04 | 01 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN

S| 03 [02] 1.04 | 02 | Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir

5| 03 |02] 1.05 Pembinaan ASN

5| 03 |02] 1.05 | 01 | Pembinaan Disiplin ASN

5103 loal 105! 02 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
ASN

503 lo2]105! 03 Penggakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan
Perlindungan

5| 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

51 04 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

S| 04 |[02] 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan  Pillhan Bagi Jabatan  Administrasi

5| 04 1027 1.01 101 Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi
Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan

5| 040271101 02 Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan

S| 04 |02] 1.01 | O3 | Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
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04

04

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti,
dan  Pillhan Bagi Jabatan  Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

04

02

1.02

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional

04

02

1.02

01

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana
Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan,
Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar,
Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional

04

02

1.02

02

Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi

04

02

1.02

03

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

04

02

1.02

04

Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang
Kompetensi, dan Sumber Belajar

04

02

1.02

05

Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

04

02

1.02

06

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan
Fungsional

04

02

1.02

07

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan

04

02

1.02

08

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan
dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan
Sumber  Belajar, dan  Kerjasama, Serta
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan

05

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

05

02

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

05

02

1.01

Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan
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Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
5| 05 [02]1.01 | 01 |dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
5| 05 1027 1.01 102 dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
S| 05 |[02]1.01 | 03 |dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
S| 05 |[02]1.01 | 04 |dan Pengembangan Bidang Aparatur dan
Reformasi Birokrasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
S| 05 |02] 1.01 | 05 |dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Daerah, Reformasi Birokrasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
51 05 |o2]101! 06 dan Pengembangan Bidang Ketertlpan dan
Ketentraman Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
5| 05 |02]1.01 | 07 |dan Pengembangan Bidang Penataan
Kelembagaan Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
5| 0502 1.011 08 dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
5| 0502 1.01 109 dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
5| 05 |02] 1.01 | 10 |dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
S| 05 [02]1.01 | 11 |dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik
Desa
5| 05 |02 1.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana
S| 05 |02 1.01 | 13 | Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan Peraturan
5105 |o2]101! 14 Fasilitasi da.p Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data
dan Pengkajian Peraturan
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi
5| 05 |02] 1.01 | 15 | Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin
Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
5| 05 |02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Kependudukan
5105 |o2]102! 01 Penel1t1an. dan Pengembangan Bidang Aspek-
Aspek Sosial
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5| 05 o2 102! 02 Penelitian dan Pgngembangan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

5105 |o2l102]! 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan

5105 o2l 102! 04 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan
Olahraga

S| 05 | 02| 1.02 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

5| 05 |02 1.02 | 06 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian

5| 05 1021 1.02 107 Penduduk dan Keluarga Berencana
Penelitian dan Pengembangan Administrasi

5| 0510211021 08 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

S| 05 |02 1.02 | 09 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

5| o5 021102 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat

S| 05 [02] 1.02 | 11 | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
Penelitian dan Pengembangan Pemajuan

5| 05 |02]1.02 | 12 Kebudayaan *++++%)
Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi

5| 05102110213 Penguatan Desa Adat ******¥)
Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi

S| 05 |02] 1.02 | 14 | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali
*******)

5| o5 |02 103 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
Dan Pembangunan

5| 05 o2 103! o1 Pen§11t1an dan Pengembangan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

5105 o2l 103! 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan
Perdagangan

5| 05 02103 03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah

5| 05 l02] 103! 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Perkebunan dan Pangan

5| 05 02! 103! 05 Pegel1t1an dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan

5105 |o2]1.03! 06 Penelitian dap Pengembangan Energi dan
Sumberdaya Mineral

S| 05 | 02| 1.03 | 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

S| 05 | 02] 1.03 | 08 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

S| 05 |02 1.083 | 09 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

S| 05 |02] 1.083 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

505 |02 103! 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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5105 |o2]103]! 12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang
dan Pertanahan

05 lo211.03 | 13 Penehtlap dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5| 05 |02] 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

5105 o2l 104! 01 P§nel1t1an, Peng§mbangan, Flan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model

S| 05 | 02] 1.04 | 02 | Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
Diseminasi  Jenis, Prosedur dan Metode

5| 05 |02 1.04 | 03 | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang
Bersifat Inovatif

51 05 |02]1.04 ! 04 Soglallsa51 dan Diseminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan

5| 05 |02 ] 1.04 | 05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

S| 06 PENGHUBUNG

S| 06 |02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

5| 06 |02] 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

5| 06 |02 101! 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi
Aparatur dan Masyarakat

S| 06 [02] 1.01 | 02 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

5| 06 |02 101! 03 Penmgkatan. Fa3111tgs1 Promosi Produk Unggulan
dan Pelestarian Seni Budaya

51 06 |021101! 04 Keglatag Fa5111t§151 Pameran Produk Unggulan dan
pelestarian Seni Budaya

5| o6 |02 101! 05 Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Pelayanan Penghubung

S| 07 PENGELOAAN PERBATASAN

S| 07 |02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

5| 07 |02 1.01 Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan

51 07 lo2]101! 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
Perbatasan

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6 | 01 INSPEKTORAT DAERAH

6| 01 |02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

6| 01 [02] 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

6| 01 [02] 1.01 | O1 |Audit Kinerja dan Keuangan

6| 01 |02 1.01 | 02 | Review Kinerja dan Keuangan

6| 01 {02 1.01 | O3 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan
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6| 01 {02 1.01 | 04 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan

61 01 |02/ 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

6| 01 |[02] 1.02 | 01 | Audit Kinerja dan Keuangan

6| 01 |02 1.02 | 02 | Review Kinerja dan Keuangan

6| 01 [{02] 1.02 | 03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan

6| 01 |02 1.02 | 04 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan

6| 01 |03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan  Kebijakan Teknis di Bidang

6| 01 |03] 1.01 e
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

61 01 lo3l101! 01 Perumusan  Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan

61 01 lo31101! 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan

6| 01 |03 ] 1.02 Asistensi dan Pendampingan

6| 01 [03] 1.02 | 01 | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

6| 01 [03] 1.02 | 02 | Asistensi dan Pendampingan

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7| 01 KECAMATAN ADMINISTRASI ****%*)

71 01 |02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN ****%¥)
Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota

7| 01102 1.01 Administrasi ****¥)

7101 loal 101! 01 *Pﬁii?canaan Rehab Total Rumah Dinas Camat
Pengadaan Peralatan dan Meubelair Rumah Dinas

71 01 |02 1.01 | 02 Lurah )

71 01 o2l 101! 03 *Pﬁr:ig)adaan Peralatan dan Meubelair Kantor Lurah

7101 lo2] 101! 04 iilgb Berat Kantor Lurah Kota Administrasi
Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota

7| 01 1021 1.01 105 Administrasi ****¥)
Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota

7| 0102110106 Administrasi *****)
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

71 01 | 02| 1.02 Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Administrasi ****¥)
Peningkatan  Partisipasi Masyarakat Dalam

71 01 [02] 1.02 | O1 | Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan
Lingkungan *****)
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71 01 lo2! 102 | 02 *Pﬁrg)elenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat
7| 01 1021102 03 Tingkat Kelurahan *****)
Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK
7| 01 102)1.02) 04 tingkat Kelurahan****¥)
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat
71 01 [02]1.02 | 05 Kelurahan***+*)
7|1 01 |02 | 1.02 | 06 | Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan ****¥*)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian
7| 01 1027 1.02 107 Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan *****)
Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat
71 01 [02] 1.02 | 08 Kelurahan *+++%)
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan
7| 01 ]0211.02) 09 Keolahragaan Tingkat Kelurahan *****)
Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten
7| 01 102 1.03 Administrasi ****¥)
71 01 lo2!| 103! o1 *Pﬁr:zf)edlaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
71 01 |02 | 1.03 | 02 | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus ****¥*)
71 01 |[02] 1.03 | 03 | Pemeliharaan KDO Kecamatan *****)
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan
7| 01 1021103104 Petugas Kapal Dinas ****¥)
71 01 o2 1.04 Peningkatan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
’ Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten *****)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat
7| 01 102104 01 Tingkat Kecamatan *****)
71 01 o2 1.04 | 02 Penyelengga*r*ii? Kegiatan Keagamaan Tingkat
Kecamatan )
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian
7| 01 )02 1.04 03 Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan ****¥)
71 01 lo2!|1.04 | 04 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat
Kecamatan ****¥)
Peningkatan Pengembangan Kewilayahan
7| 0102 1.05 Kabupaten Administrasi *****)
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
71 01 [|02] 1.05 | 01 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Tingkat Kecamatan *****)
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan
7] 01021105 02 Pertamanan dan Pemakaman *****)
Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan
7| 01 1021105 03 pada wilayah Kabupaten Administrasi *****)
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Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan
71 01 |02 | 1.05 | 04 | Makam pada wilayah Kabupaten Administrasi
*k*k*k*k*k)
7 | 02 KOTA ADMINISTRASI ****%*)
PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI
71 02 |02 R
Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota
7021021101 Administrasi *****)
71 02 | 02| 1.01 | 01 | Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ****¥)
Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota
7021021102 Administrasi *****)
71 02 o2 102! 01 *Pﬁr:zf)edlaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
7|1 02 |02 1.02 | 02 | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus ****¥)
Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota
7| 02102110203 Administrasi ****¥)
21 02 02! 1.03 *Pir:i;lgkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
7| 02102110301 Kota Administrasi ****¥)
Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota
7] 02021103 02 Administrasi *****)
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota
7| 02102110303 Administrasi *****)
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi
7|02 102]1.03]04 Manusia Tingkat Kota Administrasi *****)
Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak
7] 02 10211.03) 05 Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi *****)
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja
7| 02102103706 Walikota Kota Administrasi *****)
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7| 02102103107 (LKIP) Kota Administrasi ****¥)
Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan dan
71 02 | 02| 1.03 | 08 | Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada
Kota Administrasi ****¥)
Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota
7| 021021103109 Administrasi *****)
Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota
7| 02102103110 Administrasi *****)
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
702 102] 103 11 Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi ****¥)




- 173 -

KODE

zloz |2 2 | Z
3| Z 5 2| E |mE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
SRR R S| &

Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan dan
71 02 |02 | 1.03 | 12 | Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan

Kemiskinan di Kota Administrasi *****)

Pelaksanaan  Koordinasi, @ Pemantauan dan
71 02 |02 | 1.03 | 13 | Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi

*****)

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
7| 02102110371 14 Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Dalam
71 02 |02 | 1.03 | 15 | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

(APEKSI) ****¥)

Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan
7|02 102] 1037116 Kelurahan Kota Administrasi *****)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
7021021103 17 Pemerintahan Kota Administrasi *****)

Pelaksanaan Rapim dan  Rakorwil Kota
7021021103 18 Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring
702 102)1.03 119 Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi *****)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
71 02 |02] 1.083 | 20 | Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab

Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi *****)

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
71 02 | 02] 1.03 | 21 | Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di

Kota Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
71 02 |02 1.03 | 22 | Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang

Bangunan *****)

Pelaksanaan  Koordinasi, @ Pemantauan dan
71 02 | 02| 1.03 | 23 | Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan

Kebersihan di Kota Administrasi *****)

Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional
7| 0210211031 24 dan Prosedur Kota Administrasi *****)

Pengendalian dan Evaluasi Penanganan
7| 02 |02 1.03 | 25 | Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi

*****)

Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik
7|02 102)1.03) 26 tingkat Kota Administrasi *****)

Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan
7| 02 | 02| 1.03 | 27 | Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota

Administrasi ****¥)

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota
7021021103 28 Administrasi *****)
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Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan dan
71 02 |02 | 1.03 | 29 | Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan

Pada Kota Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
7|1 02 |02 | 1.03 | 30 | Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM Pada Kota

Administrasi *****)

Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan dan
7|1 02 | 02| 1.03 | 31 | Evaluasi Bidang Perhubungan Serta Perindustrian

dan Energi Kota Administrasi ****¥)

Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi Pada
702102103 32 Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
7| 02 |02 | 1.03 | 33 | Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga

Kota Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
7] 02 |02 | 1.03 | 34 | Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual,

Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi *****)

Pelaksanaan koordinasi, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi Bidang Kesehatan,
7| 02102 1.03 135 Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk Kota Administrasi *****)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota
7| 02102103736 Administrasi *****)

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat
7| 021021037137 Kota Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan
7] 0210211.03) 38 Kota Administrasi ****¥)

Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota
7021021103 39 Administrasi *****)

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota
7| 02102 1.03 ] 40 Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Character Building Pegawai Kota
71021027 1.03 141 Administrasi *****)

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
7|02 102)1.03 42 Kota Administrasi ****¥)

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
71 02 |02] 1.03 | 43 | Evaluasi Ketahanan Pangan Pada  Kota

Administrasi *****)

Penagihan  Kewajiban Fasos Fasum dan
7| 02 1021 1.03 1 44 Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi *****)
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Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian,

71 02 lo2|1.03] 45 Pemar}taugn dan_ Evaluasi Keglatan. di Bawah
Koordinasi Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Kota Administrasi ****¥*)
Pelaksanaan koordinasi, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah

7021021103 46 koordinasi Asisten Administrasi dan
Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi ****¥*)

7| 03 KABUPATEN ADMINISTRASI *****)

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN
7|1 03 |02 PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
PENGEMBANGAN ****%¥)
7| 03 |02 1.01 Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan

Pelaksanaan  Forum  Koordinasi  Pimpinan
7|03 ]02] 101101 Kabupaten (FORKOPIMKAB) ****%*)

Tatap muka Bupati beserta SKPD/UKPD dengan
7] 03 |02 1.01 | 02 | RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan

Lembaga Masyarakat lainnya ****¥)

Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam
71 03 |02]1.01 | 03 APKASI #+++¥)

Penyusunan dan  Evaluasi Standar dan
7103 10211.01 04 Operasional dan Prosedur Kabupaten *****)

Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
7 03 1021 101105 tingkat Kabupaten ****¥)

Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten
70302101 06 Administrasi *****)

Peningkatan wawasan bagi anggota LMK, RW, RT
7|1 03 |02 1.01 | 07 dan DEKAB )

Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan dan
71 03 [02] 1.01 | 08 | Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten

Administrasi *****)

Penagihan  Kewajiban Fasos Fasum dan
71 03 | 02] 1.01 | 09 | Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi

*****)

Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan
7| 031021101110 Serbu pada Pameran APKASI ****%*)

Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP)
71 03 [02]1.01 | 11 |and Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten

Administrasi *****)
71 03 o2l 102 Penmgkatgn **Eitatalaksanaan, Hukum dan

Kepegawaian )
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Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi
703 10271.02701 Manusia Tingkat Kabupaten ****¥)
Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM
7 031027 1.02702 (Hak Asasi Manusia) ****¥)
Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat
71 03 [02]1.02 | 03 Kabupaten %)
Pengendalian dan Evaluasi Penanganan
7] 03 |02 | 1.02 | 04 | Pengaduan Masyarakat tingkat Kabupaten
Administrasi ****¥)
Pekan Olahraga dan Seni Budaya Bagi Anggota
71 03 |[02]1.02 | 05 KORPRI *¥¥%)
Pelaksanaan Character Building Pegawai
7| 03 102)1.02) 06 Kabupaten Administrasi *****)
Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan
7|1 03 |02 | 1.02 | 07 | Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi
*****)
PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten
7|03 ]02] 102 08 Administrasi ****¥)
Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Batas
71 03 |02 1.02 | 09 |[Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten
Administrasi ****¥)
7103 loal 102! 10 *Pﬁr:il)'lgkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan
71 03 |02]1.02| 11 Kelurahan *+%)
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian
7| 03102103 dan Pembangunan ****¥)
7] 03 [|02] 1.083 | 01 | Pembinaan dan Pendampingan Wisausaha *****)
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota
7| 0310210302 Layak Anak di Kota/Kabupaten *****)
Pembinaan dan  pemantauan  pelaksanaan
7|1 03 |02 | 1.03 | 03 | perluasan kerja, penyaluran dan penempatan
tenaga kerja *****)
Pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan
7| 03 1021103104 kesejahteraan pekerja ****¥)
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota
7| 03102110305 Sehat di Kabupaten ****¥)
71 03 |o211.031 06 *Pﬁii?canaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL
Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan dan
Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan
71 03 |02] 1.083 | 07 | Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya,
Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten
Administrasi ****¥)
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Pelaksanaan  Koordinasi, @ Pemantauan dan
Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi,
7|03 |02)1.03] 08 Pariwisata dan Kebudayaan, Perhuhungan tingkat
Kabupaten Administrasi *****)
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
7|1 03 |02 | 1.03 | 09 | Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada
Kabupaten Administrasi ****¥)
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
7|1 03 |02 | 1.03 | 10 | Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang
Bangunan Kabupaten Administrasi *****)
Pelaksanaan  Koordinasi, @ Pemantauan dan
71 03 o2 103! 11 Evalua.51 Bidang Ketahgnan Pangan, K§1autan dan
Pertanian  serta  Lingkungan  Hidup dan
Kebersihan di Kabupaten Administrasi *****)
Pelantikan Gugus depan Tingkat Kwarcab
7031027103112 Kabupaten Administrasi ****¥)
Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian,
71 03 o2 103! 13 Pemar.ltau:an dan' Evaluasi Keglatap Dibawah
Koordinasi Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Kabupaten *****)
Dialog Interaktif = Pencegahan, Peredaran,
7| 03 |02 | 1.03 | 14 | Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika
tingkat Kabupaten Administrasi *****)
Pelaksanaan  Koordinasi, Pemantauan dan
Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan,
703102 1.03 115 Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
*****)
Pelaksanaan  Koordinasi, @ Pemantauan dan
7| 03 |02 | 1.03 | 16 |Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan
Pemuda Serta Perpustakaan dan Arsip ****¥)
Pelaksanaan  Kegiatan Keagamaan  Tingkat
7| 03 ]02) 103117 Kabupaten Administrasi ****¥)
71 03 o2 103! 18 *Pﬁlit;han Keterampilan dan Ketenagakerjaan
Penyediaan = Akomodasi Pengiriman  Peserta
7031021103119 Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah ****¥)
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8| 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
s | o1 |02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan
8| 01 |02 1.01 pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
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Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

01

02| 1.01

02

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

01

02| 1.01

03

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

01

02| 1.01

04

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

01

02| 1.01

05

Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh
Pimpinan

01

03

PROGRAM  PENINGKATAN PERAN  PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

01

03 | 1.01

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

01

03 | 1.01

01

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan  Partai  Politik, @ Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

01

03| 1.01

02

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
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01

1.01

03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan  Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

01

03

1.01

04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan  Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

01

03

1.01

05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

01

03

1.01

06

Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh
Pimpinan

01

04

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

01

04

1.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

01

04

1.01

01

Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

01

04

1.01

02

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

01

04

1.01

03

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

01

04

1.01

04

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
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Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh
Pimpinan

01

05

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

01

05

1.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

01

05

1.01

01

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

01

05

1.01

02

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

01

05

1.01

03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

01

05

1.01

04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan  Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

01

05

1.01

05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan  Fasilitasi  Pencegahan  Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

01

05

1.01

06

Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh
Pimpinan

01

06

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

01

06

1.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
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01

01

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

01

06

1.01

02

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

01

06

1.01

03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan  Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

01

06

1.01

04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan  Bidang  Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

01

06

1.01

05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

01

06

1.01

06

Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh
Pimpinan

UNSUR KEKHUSUSAN

01

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH *****%)

01

02

PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH *##***%)

01

02

1.01

Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam ******)

NeXINoR N} NN} Ne}

01

02

1.01

01

Pelatihan Mawaris ******)

O

01

02

1.01

02

TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru
Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Atas ******)
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Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh
9| 01 |02 | 1.01 | 03 | Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
******)
9l o1 lo2!| 101! 04 *Pﬁr:iil)gkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
01 | 02| 1.01 | 05 | Seminar Problematika Syariat Islam *****¥)
Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah
9| 01 |02 1.01 06 Menengah Atas Sederajat ******)
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan
9| 01 02 1.02 Pengamalan Alquran *****¥)
9| 01 |02 1.02 | 01 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran *****¥)
9l o1 lo2!| 102! 02 gir;:;n§ir:*3)ekms Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil
9| 01 |02 1.02 | 03 | Pembinaan Imam Hafid Pada Masjid *****¥*)
9| 01 |02 1.02 | 04 | Pelaksanaan MTQ *****¥)
Pelatihan/Training Center Pesrta MTQ/STQ
9| 01 1021102 05 Tingkat Nasional *****¥)
Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti
9| 01 |02 1.02 | 06 | MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
******)
Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi
9| 01 |02)1.03 Umat Beragama *****¥*)
9l o1 lo2!| 103! o1 Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat
Islam ******)
9 01 |[02] 1.04 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam *****¥)
Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan
9] 01 |[02] 1.04 | 01 Syariat Islam **+++¥)
Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai
9| 01 )02 1.05 Syariat Islam *****¥)
9l o1 lo2!| 105! o1 fﬁﬂginaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan
9| 01 102)1.05 02 Koordinator Lapangan *****¥)
Pembinaan Warga Binaan Lembaga
9| 01 1021105 03 Pemasyrakatan ******)
9| 01 |02 1.05 | 04 | Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh *****¥)
9| 01 |02 1.05 | 05 | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam *****¥)
9| 01 |02 | 1.05 | 06 | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat *****¥)
9l o1 lo2l 105! 07 fﬁg§i;1man Khatib Jum'at Ke Kabupaten/Kota
Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Mushalla
9] 01 [02]1.05] 08 Assalam **)
9| 01 |02 1.05 | 09 | Penyelenggaraan Pengajian di Gampong ******)
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Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan
9| 01 102 1.05 ] 10 Sarana Peribadatan ******)
Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan
9] 01 [02]1.05] 11 Harta Agama **+%)
Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan
9101 027106 Syariat [slam ******)
Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi
9| 01 |[02] 1.06 | 01 Keislaman **++%)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat
9| 01 |02 1.06 |02 | " ****i) Y
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum
9| 01 |02 | 1.06 | 03 | Meunasah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam
******)
9| 01 |02 | 1.06 | 04 | Pembinaan Keluarga Islami ******)
Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis
9| 01 [02] 1.06 | 05 Syariah **+++¥)
Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan
9| 01 |02 1.07 Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam
******)
9| 01 |02 | 1.07 | 01 | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam *****¥*)
9| 01 |02 | 1.07 | 02 | Bimbingan Teknis Peradilan Islam ******)
Isbat Nikah Bagi Korban Konflik dan Masyarakat
9| 01 [02] 1.07 | 03 Miskin *)
9| 01 |02 | 1.07 | 04 | Workshop dan FGD Perkara Syariah *****¥*)
9| 01 |02 | 1.07 | 05 | Penyusunan Regulasi Syariat [slam ******)
9l o1 lo2!| 107! 06 *P*c;r:%gwasan Penegakan Hukum Syariat Islam
Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan
9| 01 02| 1.08 Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh
*******)
Pembinaan kelembagaan Pendidikan dan Dakwah
9| 01 |02 108 01 Pada Masjid Raya Baiturrahman *****¥)
Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya
9] 01 102 1.08 1 02 Baiturahman ******)
Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya
2| 01 1021108103 Baiturrahman *****¥)
Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid
9| 01 102)1.08 )04 Raya Baiturarahman *****¥)
Mendatangkan Imam Sholat Terawih Bulan Suci
9| 01 |02 1.08 105 Ramadhan Dari Luar Negeri ******)
9| 01 |02 | 1.08 | 06 | Pelayanan BLUD *****¥)
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9| o2 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA (MPU) *¥****¥)

9| 02 |02 PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH ******)

9! 02 o2 101 *Pg:irj)gkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Pembinaan Badan Otonom Majelis

9] 02 021 1.01 101 Permusyawaratan Ulama *****¥)

9| 02 |02 1.01 | 02 | Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama ******)

9| 02 |02 ] 1.01 | 03 | Pendidikan Kader Ulama *****¥)

9| 02 |02 | 1.01 | 04 | Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama ******)

9| 02 |02 1.01 | 05 | Muzakarah Masalah Keagamaan *****¥)

9| 02 |02 | 1.01 | 06 | Pengkajian Aliran Sempalan ******)
Pertejemahan  Kitab Berbahasa Arab dan

9| 02 |02 1.01 | 07 Pengadaannya )

9| 02 |02 ] 1.01 | 08 | Kajian Kebijakan Daerah ******)
Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan

9| 02 |02 1.01 | 09 |1y Mooy J y

9| 02 |02 ] 1.01 | 10 | Nadwah/Mubahasah Ilmiah *****¥)

9] 02 |02 ] 1.01 | 11 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam *****¥)

9] 02 021101 12 Evaluasi Kef*iiiflan Pelaksanaan Pembangunan
Keagamaan )

9| 02 |02 1.01 | 13 | Kajian Pedoman Keagamaan *****¥)

91 02 lool 101l 14 *P,iI:S:)dlkan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)

9| 02 |02 ] 1.01 | 15 | Pendidikan Kader Ulama (Otsus) ******)
Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas

9102 102101116 Kabupaten/Kota) ******)

9] 02 |02 1.02 Silaturahmi Ulama- Ulama *****¥)

91 02 o2l 1021 o1 *Lglii};arya Ulama Umara Bidang Muamallah
Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan

9] 02 |02 1.02 | 02 Daerah *+++%)

9| 02 |02 | 1.02 | 03 | Kunjungan Muhibah Ulama ******)
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama,

9| 02 02| 1.03 Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
******)

9| 02 |02]| 1.03 | 01 | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal *****¥)
Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk

9| 02 |02 1.03 | 02 | oo &

9| 02 |02 1.03 | 03 | Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal *****¥)

9| 02 |02 | 1.03 | 04 | Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal *****¥*)
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9] 02 | 02| 1.03 | 05 | Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal ******)
Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas

9| 02 102)1.03) 06 Kabupaten/Kota) ******)

9| 03 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH *****%)
PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

9 03 02 (MAA) ******)

9| 03 |02 1.01 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat ******)
Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib

2| 0302 101101 dan tarian tradisional *****¥)

9| 03 |02 | 1.01 | 02 | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi ******)

9| 03 |02 1.01 | 03 | Sosialisasi Adat Istiadat *****¥)
Pembinaan Keluarga Meuadab dan  Adat

9 | 03 |02 1.01 | 04 Perkawinan %)

9] 03 |02 1.01 | 05 | Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh ******)
Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media

9| 03 |02 1.01 | 06 Luar Ruang **%)

9! 03 lo2!| 102 *Pﬁﬂt:)lnaan dan Pengembangan Hukum Adat

9| 03 |02 | 1.02 | 01 | Pelatihan Peradilan Adat *****¥)
Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan

2| 03|02 1.02] 02 Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) *****¥)

9| 03 |02 | 1.02 | 03 | Pembinaan Mediasi Adat *****¥*)

9| 03 |02 1.02 | 04 | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat ******)

9| 03 |02 1.03 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat ******)
Pembinaan kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan

9] 03 |[02]1.03 ] 01 Perwakilan *+++)

9| 03 |02 1.03 | 02 | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat ******)

9| 03 |02 1.03 | 03 | Rapat Kerja MAA *****%)
Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan

9| 03 ]02] 103704 Adat Istiadat ******)

9| 03 |02 | 1.03 | 05 | Pembinaan Pemuda Pelopor Adat ******)

9| 04 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH *****%)

9| 04 |02 PROGRAM BAITUL MAL ACEH *****¥)

9 04 |02 1.01 Pengelolaan Ziswaf *****¥)

9| 04 |02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Perencanaan Ziswaf *****¥)
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul

9| 04 |02 1.02 Mal **%***)

9| 04 |02 1.02 | 01 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf ******)
Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal

9| 04 |02 1.027] 02 Kabupaten /Kota ******)
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9! 04 o2l 102! 03 *Pﬁriirj)gkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
9l 04 o2l 102! 04 *Pir:§gmbangan Data dan Informasi Baitul Mal
Peningkatan Pendistribusian Dan Pendayagunaan
9| 04 |02] 1.03 Ziswaf *e)
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
9| 04 102 1.03 | 01 | b Sl yagu
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
9| 04 |02 1.03 | 02 Miskin *++++%)
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
9| 04 102 1.03 | 03 |, b yagu
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
9| 04 |[02]| 1.03 | 04 Muallaf *<+
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
9| 04 |[02] 1.03 | 05 Gharimin 4
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
9| 04 102 1.03 1 06 | g bilillah *sess)
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
9| 04 |02 1.03 | 07 Ibnu Sabil *+¥)
9l 04 |02]1.03] 08 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif
Infaq ******)
SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
9 05 ******)
9| 05 |02 PROGRAM REINTEGRASI ACEH *****%*)
9| 05 |02] 1.01 Konsolidasi Perdamaian Aceh ******)
9] 05 |02 | 1.01 | 01 | Penguatan Reintegrasi *****¥)
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban
9] 05 |[02] 1.02 Konflik *+++++)
9] 05 |02 1.02 | 01 | Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik ******)
9| 05 |02 | 1.02 | 02 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan *****¥)
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat
9| 05 |02 1.03 Korban Konflik ******)
Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban
91 05 [02]1.03] 01 Konflik *+++++)
9] 05 |02 | 1.03 | 02 | Perlindungan Sosial Korban Konflik *****¥)
9| 05 |02 1.04 Pendidikan Damai ******)
9| 05 |02 | 1.04 | 01 | Peringatan Hari Damai Aceh ******)
9] 05 |02 1.05 Pencegahan dan Mitigasi Konflik *****¥)
Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU
9] 05 |02]1.05 ]| 01 Helsinki %)
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9| 06 PANIRADYA KAISTIMEWAN****)
PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN

91| 06 |02 PENGORDINASIAN PELAYANAN ADMINISTRATIF
KAISTIMEWAN ***%*)

9! 06 lo2! 101 *Pg:)lngkatan Kapasitas Kelembagaan Kaistimewan

9! 06 o021 1011 01 Penyelengjgﬁiaan Diklat  Kaistimewan  Bagi
Aparatur )

9! 06 o2l 101! 02 ieg;bmaan Kelembagaan Pelaksana Kaistimewan

9! 06 o2l 101! 03 Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar
Daerah ***¥*)

9! 06 |02 1.02 Pengelolaan dan Penataan Lembaga Pelaksana

' Urusan Kaistimewan Bidang Kelembagaan ****)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga

9| 06 |02 1.02 01 Pelaksana Urusan Kaistimewan ***¥)

9| 06 |02 | 1.02 | 02 | Peningkatan Pelayanan Parampara Praja ****)

9| 06 02| 1.02! 03 ic;r:)ataan Bentuk Kelembagaan Asli Yogyakarta

9! 06 021|102 04 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten
Sleman ***¥)
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota

9| 06 |[02] 1.02 | 05 Yogyakarta **+%)

9! 06 o2l 102! 06 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten
Bantul ***¥)
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten

9| 06 |02 1.02 | 07 Gunung Kidul *++%)

9! 06 o2l 102! 08 Penataan Be*r:;c}:lk Kelembagaan Asli Kabupaten
Kulon Progo )
Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan

9| 06 |02 | 1.02 | 09 | Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut
Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan ****)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan

9| 06 102 1.02) 10 rekomendasi urusan Kaistimewan ***¥)

9! 06 |02 1.03 Pe1jen.canaan " dan Pengendalian Urusan
Kaistimewan )

9! 06 |o2]1.03! 01 Pepygsunan *Efncana Program dan Kegiatan
Kaistimewan )

9| 06 |02 | 1.03 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Dana Kaistimewan ****)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana

9| 06 |02 | 1.03 | 03 | Program dan Kegiatan Kaistimewan Urusan
Pertanahan ***¥)

9| 06 |02 1.03! 04 Koordinasi dan Slnkronlsa§1 Pepyp.sunan
Rencana Program dan Kegiatan Kaistimewan
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Urusan Tata Ruang ****)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana
9| 06 |02 1.03 | 05 | Program dan Kegiatan Kaistimewan Urusan
Kebudayaan ****)
9| 06 |02 1.04 Peningkatan Budaya Pemerintahan ****)
9| 06 |02 | 1.04 | 01 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY ****)
9l 06 |02 1.04 | 02 Impleme*ri:cim Budaya Pemerintahan Kabupaten
Sleman )
Implementasi Budaya = Pemerintahan  Kota
9| 06 [02] 1.04 | 03 Yogyakarta ****)
9! 06 02! 104! 04 Implemiiam Budaya Pemerintahan Kabupaten
Bantul )
Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten
9| 06 |[02] 1.04 | 05 Gunung Kidul *++¥)
9l 06 |02 1.04 | 06 Implementasl**]?udaya Pemerintahan Kabupaten
Kulon Progo )

Keterangan Kode Kekhususan:

%)

**)
***)
****)
*****)

******)

*******)

: Provinsi Papua

: Provinsi Aceh

: Provinsi Bali

: Provinsi Papua & Papua Barat

: Provinsi Papua Barat
: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

: Provinsi DKI Jakarta
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NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA

URUSAN
BIDANG
URUSAN
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

XX | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

XX | 01 | 2.01

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah

xx | o1 | 2.01| 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah

XX | 01 | 2.01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

XX | 01 | 2.02 Administrasi Keuangan

XX | 01 | 2.02 | 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

XX | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
XX | 01 | 2.02 | 03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

XX | 01 | 2.02 | 04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

xx | 01 |2.02| 05 Pengelplaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

XX X XXX

XX | 01 | 2.01 | 02

XX | 01 | 2.01| O3

XX | 01 | 2.02| 06

01 [ 2.02 | 07

XX | 01 | 2.02| 08

Anggaran
XX | 01 | 2.02 | 09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
XX | 01 | 2.03 Administrasi Umum

XX | 01 | 2.03 | 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat

xx | 01 | 2.03 1 02 Penye.dlagn Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

xx | 01 | 2.03 | 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Pns

XX | 01 | 2.03 | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

XX | 01 | 2.03 | 03

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

XX | 01 | 2.03| 06 Kendaraan Dinas/Operasional

RO IR X XX XXX XXX XX XXX XX X X

XX | 01 | 2.03 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
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X| XX | 01 | 2.03 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

X XX | 01 | 2.03 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

X XX | 01 | 2.03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor

X| XX | 01 | 2.03 | 11 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi

X XX | 01203 12 Listi"ik /Penerangan Banglf)nan Kantor

X XX | 01 | 2.03 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

X XX | 01 | 2.03 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

X| XX 0112.031 15 Pen}l’ndang—Undangan

X XX | 01 | 2.03 | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor

X| XX | 01 | 2.03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman

x| xx | 01 | 203 18 EZE?:LLRapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

X XX | 01 | 2.03 | 19 | Pengadaan Mobil Jabatan

X| XX | 01 | 2.03 | 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

X XX | 01 | 2.03 | 21 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

X XX | 01 | 2.03 | 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

X XX | 01 | 2.03 | 23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

X XX | 01 | 2.03 | 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

X XX | 01 | 2.03 | 25 | Pengadaan Mebeleur

X| XX | 01 | 2.03 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

X| XX | 01 | 2.03 | 27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

X XX | 01 | 2.03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

X| XX | 01 | 2.03 | 29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

X| XX | 01 12.03 71 30 Dinas/Operasional /
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

X| XX | 01 12.03 1 31 Rumah Jabatan/Dinas / P
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

X| XX | 0112037 32 Gedung Kantor / P
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

X XX 1 012031 33 Jabatan/Dinas /

x| xx | 01 | 2.03| 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor

X XX | 01 | 2.03 | 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

X| XX | 01 | 2.03 | 36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

X| XX | 01 | 2.03 | 37 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

X XX | 01 | 2.03 | 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

X| XX | 01 | 2.03 | 39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

x| xx | 01 | 2.03 | 40 R.ehabilitasi . Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional

X| XX | 01 | 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
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Aparatur
X| XX | 01 | 2.04 | 01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
x| xx | 01 | 2.04 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
X XX | 01 | 2.04 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X XX | 01 | 2.04 | 04 | Pengadaan Pakaian Korpri
X XX | 01 | 2.04 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X XX | 01 | 2.04 | 06 |Pemulangan Pegawai yang Pensiun
x| xx | 01 | 2.04 | o7 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam
Melaksanakan Tugas
X} XX | 01 | 2.04 | 08 | Pemindahan Tugas PNS
X XX | 01 | 2.04 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal
X| XX | 01 | 2.04 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
x| xx | 01 | 2.04 | 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1| 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1| 01 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1| 01 | 02 | 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1] 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1{ 01 | 02 | 2.01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru
1| 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1| 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1| 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1l o1 | 02 | 2.01| 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala
1| 01 10271201} 07 Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah
1] 01 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
1{ 01 | 02 | 2.01 | 09 Sekolah /TU
1l o1 | o2 201! 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
Sekolah
1] 01 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
1] 01102 1201112 1 t51itas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
1) 01 10212011 13 Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah
01 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebeluer Sekolah
01 | 02 | 2.01 | 15 |Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
01 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
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1] 01 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa

1l o1 | o2 | 201! 18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruangan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan

1) 01 10212011 19 I 51itas Sekolah
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala

1 01 102772011 20 Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah

1l o1 | o2 | 201! 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Dasar

1| 01 | 02 | 2.01 | 22 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1l o1 | 02 | 2.01 1 23 Penyeleng'aljaan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

1l o1 | o2 | 2.01 ! 24 Penyl.apan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar

1| 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) 01 1022011 26 bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

1| 01 | 02 | 2.01 | 27 | Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar

1l o1 | 02 | 2.01 | 28 Pembinaan  Kelembagaan dan  Manajemen
Sekolah

1l o1 | 02 | 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama

1| 01 | 02 | 2.02 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

1{ 01 | 02 | 2.02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru

1| 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

1| 01 | 02 | 2.02 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 06 | Pembangunan Laboratorium

1| 01 | 02 | 2.02 | 07 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

1| 01 | 02 | 2.02 | 08 | Pembangunan Asrama Sekolah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala

1) 01 10272027 09 Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 10 | Pembangunan Fasilitas Parkir

1| 01 | 02 | 2.02 | 11 | Pembangunan Kantin Sekolah

1l o1 | 02 | 2.02| 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

1] 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1] 01 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

1l o1 | 02 | 202! 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
Sekolah

1] 01 | 02 | 2.02 | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
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1] 01 | 02 | 2.02 | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

1l o1 | o2 [ 2.021 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba
Guna/Aula

1| 01 | 02 | 2.02 | 20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala

1) 01 02 72.021 21 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir

1| 01 | 02 | 2.02 | 23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan

1) 01 02 72.0271 24 Utilitas Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 25 |Pengadaan Mebeluer Sekolah

1/ 01 | 02 | 2.02 | 26 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1| 01 | 02 | 2.02 | 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa

1l o1 | o2 [ 2.02! 29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan
Ruangan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan

1] 01 102720271 30 Utilitas Sekolah
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala

1] 011 0272027 31 Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

1l o1 | 02 | 2.02 | 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama

1| 01 | 02 | 2.02 | 33 | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik

1| 01 | 02 | 2.02 | 34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik

1| 01 | 02 | 2.02 | 35 |Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1l o1 | 02 | 202! 36 Penyeleng:aljaan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

1) 01 1021202 37 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1| 01 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1| 01 | 02 | 2.02 | 39 |bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

1/ 01 | 02 | 2.02 | 40 | Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

1l o1 | 02 | 2.02 | 41 Pembinaan  Kelembagaan dan  Manajemen
Sekolah

1] 01 | 02 | 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1l o1 | 02 | 2.03 ! o1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
PAUD

1l o1 | 02 | 2.03 | 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
PAUD

1] 01 | 02 | 2.03 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
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Kelas/Ruang Guru PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,
1) 01 02 712.031 04 Prasarana dan Utilitas PAUD
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang
11 01 | 02 | 2.03 | 05 Guru PAUD
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
1) 010272031 06 Utilitas PAUD
1| 01 | 02 | 2.03 | 07 | Pengadaan Mebeluer PAUD
1] 01 | 02 | 2.03 | 08 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD
1| 01 | 02 | 2.03 | 09 |Pengadaan Perlengkapan PAUD
1{ 01 | 02 | 2.03 | 10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
1| 01 | 02 | 2.03 | 11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
1| 01 | 02 | 2.03 | 12 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
1| 01 | 02 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1l o1 | o2 203! 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1) 01 10271203 15 bagi Satuan PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1) oL 1 02)2.03 7 16 Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1| 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1/ 01 | 02 | 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
11 01 | 02 | 2.04 | o1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
Nonformal /Kesetaraan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
1) 011 021204 02 Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
1| 01 | 02 | 2.04 | 03 | Kelas/Ruang Guru Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,
1/ 01 | 02 | 2.04 | 04 |Prasarana dan Utilitas Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang
1) 01 102 712.041 05 Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
1) 01 1022041 06 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1l o1 | 02 | 2.04 | o7 Pengadaan Mebeluer Pendidikan
Nonformal /Kesetaraan
1l o1 | 02 | 2.04 ! 08 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Pendidikan
Nonformal /Kesetaraan
11 o1 | 02 | 2.04 | 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan
Nonformal /Kesetaraan
1l o1 | o2 | 2.04! 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal /Kesetaraan
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1l o1 | 02 | 204! 11 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Nonformal/Kesetaraan
1l o1 | 02 | 2.04 ! 12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal /Kesetaraan
1l o1 | 02 | 204! 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
' Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1l o1 | 02 204! 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
' bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1] 01 | 02 | 2.04 | 15 | Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan  Kelembagaan dan  Manajemen
1 011 0212047 16 Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1| 01 | O3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1l o1 | 03 | 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Dasar
1! o1 03 | 201 | o1 Penyl'ls'unan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
1l o1 | 03 | 2.01 1 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
Dasar
1l o1 | 03 | 201! 03 Peny'ed'laan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
1l o1 | 03 | 2.01! 04 Pela‘qh.an Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
1l o1 | 03 | 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
' Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
1] 01 | 03 | 2.02 | 01 |Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
1) 01 1032021 02 Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
1] 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal
1l o1 | 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan
1l o1 | 04 | 2.01 Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
) Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal /Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
1| 01 | 04 | 2.01 | 01 |Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
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Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
1| 01 | 04 | 2.01 | 02 | Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan
1l o1 | o5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN
PENDIDIKAN
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang
1) 01105201 Diselenggarakan oleh Masyarakat
1l o1 | o5 | 2.01 ! o1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
’ Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian  dan Pengawasan Perizinan
1| 01 | 05 | 2.01 | 02 |Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal
1] 01 | 05 | 2.02 .
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan
1] 01 | 05 | 2.02 | 01 |Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD
1] 01 | 05 | 2.02 | 02 |dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat
1l o1 | o5 | 2.02 | 03 Pembln.aan PAUD dan Pendidikan Nonformal
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1l o1 | o6 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
1] 01 | 06 | 2.01 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Kamus Bahasa Daerah
11 01106 1201 01 Kabupaten /Kota
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan
1) 011 06 12017 02 Sastra Daerah Kabupaten/Kota
Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah
1| 01 1062011 03 Kabupaten/Kota
Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan
1) 01 1 061 2.01) 04 Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita
1{ 01 | 06 | 2.01 | 05 | Rakyat Daerah Penunjang Literasi
Kabupaten/Kota
1l o1 | 06 | 2.01 | 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa
' dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa
1) 01 106 12011 07 Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
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1] 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

1| 02 | 02 PERORANGAN DAN UPAYA  KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk

11 02 | 02 | 2.01 UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan

1] 021 0212011 01 Prasararii1 Pendukungnya

1{ 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembangunan Puskesmas

1| 02 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1| 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

1| 02 | 02 | 2.01 | 05 | Pengembangan Rumah Sakit

1| 02 | 02 | 2.01 | 06 |Pengembangan Puskesmas

1| 02 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1| 02 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

1] 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas

1] 021 0272017 10 Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas

1) 0210272017 11 Tenaga Kesehatan

1] 02 | 02 | 2.01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

1] 021 0212017 13 Pela%fanan Kesehatan i
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

1) 021 0212017 14 Fasﬁitas Pelayanan Keseha{an 1

1] 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

1| 02 | 02 | 2.01 | 16 |Pengadaan Obat, Vaksin

1] 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai

1l 02 | o2 | 201! 18 Pemeliharaan  Sarana  Fasilitas  Pelayanan
Kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

1) 021027201719 Pelayanan Kesehatan i
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat

1] 02 | 02 | 2.01 | 20 | Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

1l 02 | 02 | 2.02 Penyedigan Laygnan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1] 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1] 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1l 02 | 02 | 2.02 | 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir

1] 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

1] 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
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Pendidikan Dasar

1l 02 | 02 | 2.02 | 06 Pengelol_aan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif

1l 02 | 02 | 2.02 | o7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut

1l 02 | 02 | 2.02 | o8 Pe_ngelolae_ln Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi

1l 02 | 02 | 2.02 ! 09 Pe'ngelolaan ' Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

1l 02 | 02 | 2.02 | 10 Pengelolaan.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat

1l 02 | 02 202! 11 Pengelolaaq Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan

1) 0210212021 12 Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk

1) 0210212021 13 Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk

1] 02 | 02 | 2.02 | 14 |Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana

1l 02 | 02 | 2.02| 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat

1l 02 | 02 | 202! 16 Pengelolaan Pelayanan  Kesehatan Kerja dan
Olahraga

1] 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1] 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,

1] 02 | 02 | 2.02 | 19 | Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Lainnya

1] 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

1) 0210272027 21 Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan

1] 02 | 02 | 2.02 | 22 NAPZA

1] 02 | 02 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis

1) 0210212027 24 Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

1l 02 | 02 | 2.021 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular

1] 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di

1) 021027120271 27 Fasyankes dan Sekolah
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit

1) 0210212027 28 Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

1] 02 | 02 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
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1l 02 | 02 | 2.021 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

1] 02 | 02 | 2.02 | 31 |Pengelolaan Penelitian Kesehatan

1] 02 | 02 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit

1] 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas

1l 02 | 02 | 2.02 | 34 Operasmnal Pelayanan  Fasilitas Kesehatan
Lainnya

1l 02 | 02 2021 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten /Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan

1| 02 | 02 | 2.02 | 36 | (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)

1l 02 | 02 | 2.02 1 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon
Wabah

1l 02 | 02 | 2.03 Penyelenggaraan .Slstem Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi

02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

1l 02 | 02 | 2.03 | 03 Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan

1] 02 | 02 | 2.04 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaen /Kota
Pengendalian @ dan Pengawasan serta Tindak

1| 02 | 02 | 2.04 | 01 |Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas
Cdan D
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan

1] 02 | 02 | 2.04 | 02 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

1| 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan

1] 0210271204 04 Pelayanan Kesehatan Rujukan

1l 02 | 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di

1) 02 1031201 Wilayah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak

1) 02710312011 01 Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

1l 02 | 03 | 2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga

' Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1l 02 | 03 | 2.02 | o1 Pemblqaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

1| 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
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Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

02

03

2.03

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota

02

03

2.03

01

Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

02

03

2.03

02

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar

02

03

2.04

Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

02

03

2.04

01

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia Kesehatan

02

03

2.04

02

Sertifikasi Tenaga Kesehatan

02

03

2.05

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

02

03

2.05

01

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

02

03

2.05

02

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia Kesehatan

02

04

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

02

04

2.01

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

02

04

2.01

01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)

02

04

2.01

02

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan
Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

02

04

2.01

03

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

02

04

2.02

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
tertentu Perusahaan Rumah Tangga

02

04

2.02

01

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1
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Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

02

04

2.02

02

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga

02

04

2.03

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

02

04

2.03

01

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai
Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

02

04

2.04

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)

02

04

2.04

01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain jasa  boga, rumah
makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

02

04

2.05

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

02

04

2.05

01

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

02

04

2.06

Pemeriksaan dan  Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga

02

04

2.06

01

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

02

04

2.06

02

Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

02

05

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

02

05

2.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
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1l 02 | o5 | 2.01 ! o1 Penipgkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1l 02 | 05 | 2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif
' Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
1) 0210572027 01 Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
11 02 | 05 | 2.03 Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan
1| 02 | 05 | 2.03 | 01 |Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
1l 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1| 03 | 02
(SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
1] 03 | 02 | 2.01 Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
1| 03 | 02 | 2.01 | 01 |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
1| 03 | 02 | 2.01 | 02 |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah
dan Air Baku
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali
1) 03| 02120103 Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
1103 | 021201 04 |\ wg Kewenangan Kabupaten/Kota
1| 03 | 02 | 2.01 | 05 | Pembangunan Bendungan
1l 03 | 02 |2.01 ! 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air
Lainnya
1| 03 | 02 | 2.01 | 07 | Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1| 03 | 02 | 2.01 | 08 | Pembangunan Unit Air Baku
1| 03 | 02 | 2.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai
1| 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
11 03 | 02 | 2.01 ! 11 Pem.l.)angunan Pintu Air/Bendung Pengendali
Banjir
1| 03 | 02 | 2.01 | 12 |Pembangunan Kanal Banjir
1| 03 | 02 | 2.01 | 13 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1| 03 | 02 | 2.01 | 14 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1| 03 | 02 | 2.01 | 15 | Pembangunan Bangunan Sabo
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03 | 02 | 2.01 | 16 | Pembangunan Check Dam
03 | 02 | 2.01 | 17 | Pembangunan Breakwater
1l 03 | o2 | 201! 18 Pembgnggnan Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya
Pembangunan Flood Forecasting And Warning
11 03 | 02 | 2.01 | 19 System (FEWS)
1| 03 | 02 | 2.01 | 20 | Rehabilitasi Bendungan
1l 03 | 02 | 201! 21 Rehablllta31 Embung dan Penampungan Air
Lainnya
1| 03 | 02 | 2.01 | 22 | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1| 03 | 02 | 2.01 | 23 | Rehabilitasi Unit Air Baku
1| 03 | 02 | 2.01 | 24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai
1| 03 | 02 | 2.01 | 25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1| 03 | 02 | 2.01 | 26 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1| 03 | 02 | 2.01 | 27 | Rehabilitasi Kanal Banjir
1| 03 | 02 | 2.01 | 28 | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1| 03 | 02 | 2.01 | 29 | Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1| 03 | 02 | 2.01 | 30 | Rehabilitasi Bangunan Sabo
1] 03 | 02 | 2.01 | 31 | Rehabilitasi Check Dam
1| 03 | 02 | 2.01 | 32 | Rehabilitasi Breakwater
1l 03 | 02 | 2.01 | 33 Rehablllte}31 Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya
1| 03 | 02 | 2.01 | 34 | Peningkatan Tanggul Sungai
1| 03 | 02 | 2.01 | 35 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1l 03 | 02 | 201! 36 Pen1.r'1gkatan Pintu Air/Bendung Pengendali
Banjir
1/ 03 | 02 | 2.01 | 37 | Peningkatan Kanal Banjir
1| 03 | 02 | 2.01 | 38 | Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1] 03 | 02 | 2.01 | 39 | Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1| 03 | 02 | 2.01 | 40 | Peningkatan Bangunan Sabo
1| 03 | 02 | 2.01 | 41 | Peningkatan Check Dam
1| 03 | 02 | 2.01 | 42 | Peningkatan Breakwater
1l 03 | 02 | 2.01 | 43 Penmgka‘Fan Seawall dan Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya
Peningkatan Flood Forecasting And Warning
1] 03 | 02 | 2.01 | 44 System (FEWS)
03 | 02 | 2.01 | 45 | Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
03 | 02 | 2.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan
1103 1021201 47 | 4o Pemeliharaan Mata Air
1| 03 | 02 | 2.01 | 48 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
11 03 | 02 | 2.01 | 49 Operasi dar.l Pemehharaan Embung dan
Penampung Air Lainnya
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1l 03 | 02 | 2.01! 50 Operasi . dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah
untuk Air Baku

1| 03 | 02 | 2.01 | 51 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku

1| 03 | 02 | 2.01 | 52 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku

11 03 | 02 | 2.01 | 53 ggrel;aasil dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing

1] 03 | 02 | 2.01 | 54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

1| 03 | 02 | 2.01 | 55 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir

1| 03 | 02 | 2.01 | 56 | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi

1| 03 | 02 | 2.01 | 57 | Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo

1| 03 | 02 | 2.01 | 58 | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall

1) 03] 02 ]2.01) 59 dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

11 03 | 02 1 2.01 ! 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan

1/ 03 1021201 61 Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)

1] 03 | 02 | 2.01 | 62 | Pemanfaatan SDA WS Kewenangan
Kabupaten /Kota
Koordinasi dan  Sinkronisasi  Peningkatan

1] 03 | 02 | 2.01 | 63 | Kapasitas Kelembagaan  Pengelolaan SDA
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

1l 03 | 02 | 2.02 Primer dap Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen

1| 03 | 02 | 2.02 | 01 |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
Rawa

1] 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

1| 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pembangunan Bendung Irigasi

1| 03 | 02 | 2.02 | 04 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

1| 03 | 02 | 2.02 | 05 | Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak

1| 03 | 02 | 2.02 | 06 |Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

1| 03 | 02 | 2.02 | 07 | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah

1| 03 | 02 | 2.02 | 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

1| 03 | 02 | 2.02 | 09 |Peningkatan Bendung Irigasi

1| 03 | 02 | 2.02 | 10 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

1| 03 | 02 | 2.02 | 11 |Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak

1| 03 | 02 | 2.02 | 12 |Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

1| 03 | 02 | 2.02 | 13 | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah

1| 03 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
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1| 03 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi

1| 03 | 02 | 2.02 | 16 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

1| 03 | 02 | 2.02 | 17 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak

1| 03 | 02 | 2.02 | 18 | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

1| 03 | 02 | 2.02 | 19 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah

1l 03 | 02 | 2.02 | 20 Koord1nas1., Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
Konservasi Kawasan Rawa

11 03 | 02 | 2.02 | 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan

1] 03 | 02 | 2.02 | 22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

1| 03 | 02 | 2.02 | 23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

11 03 | 02 | 2.02 | 24 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Tambak

1l 03 | 02 | 2.02 | 25 Opera31 dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi
Air Tanah

1l 03 | 02 | 202! 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air
Tanah

1| 03 | 02 | 2.02 | 27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi

1| 03 | 02 | 2.02 | 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

11 03 | 02 | 2.02 | 29 Koord%nash Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
Pemeliharaan Kawasan Rawa
PROGRAM PENGELOLAAN DAN

1| 03 | 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

1] 03 | 03 | 2.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

1] 03 | 03 | 2.01| 01 Teknis SPAM
Supervisi

1| 03 | 03 | 2.01 | 02 | Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaika
n SPAM

1| 03 | 03 | 2.01 | 03 | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan

1| 03 | 03 | 2.01 | 04 | Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan

1| 03 | 03 | 2.01 | 05 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan

1| 03 | 03 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan

1| 03 | 03 | 2.01 | 07 | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan

1| 03 | 03 | 2.01 | 08 | Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan

1l 03 | 03 | 2.01 ! 09 Pe_mbmaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air
Minum
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap

1] 03 | 03 | 2.01 | 10 | Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk
Kebutuhan Sendiri
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Pembinaan dan Pengawasan Terhadap

1| 03 | 03 | 2.01 | 11 |Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan
Kelompok Masyarakat

1| 03 | 03 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap

1] 03 10312011 13 Pelaksanaan Kerjasama SPAM
Pengembangan SDM dan Kelembagaan

1] 031 0312017 14 Pengelolaan SPAM

1l 03 | 03 | 201! 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan
Perkotaan

1l 03 | 03 | 201! 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan
Perdesaan

11 03 | 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1l 03 | 04 | 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

’ Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

11031 0412011 01 TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

1) 03 1042011 02 TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten /Kota

1| 03 | 04 | 2.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

1| 03 | 04 | 2.01 | 04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

1| 03 | 04 | 2.01 | 05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

1| 03 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Sarana Persampahan

1| 03 | 04 | 2.01 | 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

1| 03 | 04 | 2.01 | 08 | Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS

1l 03 | o5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1l 03 | 05 | 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air

) Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

1| 03 | 05 | 2.01 | 01 | Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi

1| 03 | 05 | 2.01 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik

1| 03 | 05 | 2.01 | 03 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
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Domestik

11 03 | 05 | 2.01 | 04 Rehab11¥ta31 Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

1l 03 | 05 | 2.01 ! o5 Penlngk.atan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air

1| 031 05 12.011 06 Limbah Domestik

1l 03 | 05 | 2.01 | o7 Pemblngan Teknik Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

1| 03 | 05 | 2.01 | 08 | Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
Pengembangan SDM dan Kelembagaan

1| 03| 05 72.011 09 Pengelolaan Air Limbah Domestik

1l 03 | o5 201! 10 Qpera31 dan Pemehharaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik

11 03 | 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase

1/ 03 | 06 | 2.01 yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota

11 03 | 06 | 2.01| 01 Penygsupan Renqana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Drainase Perkotaan

11 03 | 06 | 2.01 | 02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan
Genangan
Supervisi

1| 03 | 06 | 2.01 | 03 | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem
Drainase Perkotaan dan Lingkungan

1l 03 | 06 | 2.01 | 04 Pembl'naan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
dan Lingkungan

1l 03 | 06 | 2.01 | 05 P§mbangunan Sistem Drainase Perkotaan dan
Lingkungan

1l 03 | 06 | 2.01 | 06 P.enmgkatan Saluran Drainase Perkotaan dan
Lingkungan

1l 03 | 06 | 2.01 | o7 R_ehab111tas1 Saluran Drainase Perkotaan dan
Lingkungan

11 03 | 06 | 2.01 | o8 Penye.dlaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
dan Lingkungan

1| 03 | 06 | 2.01 | 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

1| 03 | 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1l 03 | 07 | 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman

' di Daerah Kabupaten/Kota
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Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

03

2.01

02

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

03

07

2.01

03

Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

03

07

2.01

04

Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

03

08

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

03

08

2.01

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung

03

08

2.01

01

Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG

03

08

2.01

02

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai,
serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan
Gedung Daerah Kabupaten/Kota

03

08

2.01

03

Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung
Kabupaten /Kota

03

08

2.01

04

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

03

08

2.01

05

Monitoring dan  Evaluasi Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Negara daerah
Kabupaten /Kota

03

08

2.01

06

Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota

03

08

2.01

07

Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota

03

08

2.01

08

Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif
Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola
Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah
Kabupaten /Kota

03

08

2.01

09

Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan
Gedung oleh Penilik Bangunan

03

08

2.01

10

Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)
Bangunan Gedung Negara

03

08

2.01

11

Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
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1l 03 | 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1l 03 | 09 | 2.01 Pgnyelenggaraan . Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
1] 03 | 09 | 2.01 | O1 |Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kabupaten/Kota
1l 03 | 09 | 2.01 | 02 i;%irgﬁéaienataan /Pemeliharaan Bangunan dan
1/ 03 | 09 | 2.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan
1] 03 | 09 | 2.01 | 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1l 03 | 09 | 2.01 | 05 Pemberdayaan . Masyarakat dalam Penataan
Bangunan dan Lingkungan
1l 03 | 09 | 201! 06 Monltprlng Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
03 | 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
03 | 10 | 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
1) 03| 10 72.01 1 01 Teki,:ils Sistem Pengembangarﬂ Jalan ©
Pembebasan Lahan/Tanah Untuk
1 031 10 1201} 02 Penyelenggaraan Jalan /
1| 03 | 10 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Leger Jalan
1| 03 | 10 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1| 03 | 10 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan
1| 03 | 10 | 2.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar
1| 03 | 10 | 2.01 | 07 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1| 03 | 10 | 2.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan
1| 03 | 10 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan
1] 03 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan
1] 03 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan
1) 03 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan
1| 03 10 | 2.01 | 13 | Pembangunan Flyover
1| 03 10 | 2.01 | 14 | Pembangunan Underpass
1| 03 | 10 | 2.01 | 15 | Pembangunan Terowongan/Tunnel
1] 03 | 10 | 2.01 | 16 | Penggantian Jembatan
1{ 03 | 10 | 2.01 | 17 | Pelebaran Jembatan
1] 03 | 10 | 2.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan
1] 03 | 10 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan
1] 03 | 10 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan
1] 03 | 10 | 2.01 | 21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
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1] 03 | 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1l 03 | 11 | 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

1l 03 | 11 | 2.01 ! o1 Penyl.apan Training Need Asses.sment (TNA)
pelatihan tenaga terampil konstruksi

1l 03 | 11 | 2.01 | 02 Penyl.apan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara
Pelatihan

1l 03 | 11 | 201! 03 Penylapan SOP peqyelenggaraan pelatihan tenaga
terampil konstruksi

1l 03 | 11 | 2.01 | 04 Pelaksanagn Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

1l 03 | 11 | 201! o5 Identifikasi Pot§n51 Kerjasama dan Pemberdayaan
Jasa Konstruksi

1| 03 | 11 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

1l 03 | 11 | 2.01 | o7 Pembinaan dan Pemngkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi

1l 03 | 11 | 2.01 | 08 Pemantauan dgn Evalua§1 Kegiatan Pelatihan
Tenaga Terampil Konstruksi

1l 03 | 11 | 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa

' Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

11 03 | 11 | 2.02 | o1 Pengelolaap Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi

1l 03 | 11 | 2.02 | 02 Penyedlafin Perangkat . Pendukung Layanan
Informasi Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan

1 03 1112027 03 Kapasitas Administrator SIPJAKI
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang

1] 03 | 11 | 2.02 | 04 | PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema
KPBU

1l 03 | 11 | 2.02 | o5 Penyusu.nan Data dan Informasi Potensi Risiko
Investasi Infrastruktur

11 03 1 11 1 2.02 | o6 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja
dan Badan Usaha
Penyusunan Data dan Informasi

1) 03 | 11 12.021 07 Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan

1l 03 | 11 | 2.02 | o8 Penyusuna_m Data dan Informasi Profil Pekerjaan
Konstruksi

1l 03 11 1202 | 09 Penyusunan  Data . dan Informgs1 Tertib
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan

1) 03 1 1172027 10 Kerja Proyek Konstruksi

1l 03 | 11 | 2.02 | 11 Penyusunan Data fian Informasi Kegagalan
Bangunan /Konstruksi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

1) 03 11 72.08 (Non Kecil dan Kecil)




-211 -

KODE
zloz| 2| 2 | Z
% <ZC 3:) ?D <FC g 2 NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
A 9 (:‘3 wg
PRSI ¥
Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP
1/ 03 | 11 | 2.03 | 01 |Terkait Penyelenggaraan I[IUJK Nasional di
Kabupaten/Kota
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan
1) 03 11 12,03 02 Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan
1) 03 1172031 03 Usaha Jasa Konstruksi
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga
1] 03 | 11 | 2.03 | 04 | Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan
Evaluasi Terkait [ujk Nasional
Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang
1) 03 | 11 12.03 1 05 telah diterbitkan
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
1] 03 | 11 | 2.04 Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib
1| 03 | 11 | 2.04 | 01 | Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib
1| 03 | 11 | 2.04 | 02 | Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
1| 03 | 11 | 2.04 | 03 | Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
1l 03 | 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG
1l 03 | 12 | 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
' dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,
1| 03 | 12 | 2.01 | 01 |Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten /Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,
1] 03 | 12 | 2.01 | 02 | Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR
Kabupaten /Kota
1l 03 | 12 | 2.01 | 03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan
Penataan Ruang
1l 03 | 12 | 2.01 | 04 Sosialisasi Kebljakan dan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Penataan Ruang
1l 03 | 12 | 2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1l 03 | 12 | 2.02 | 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota
11 03 | 12 | 2.02 | 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR
Kabupaten /Kota
1| 03 | 12 | 2.02 | 03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan
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Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang
1] 03] 121 2.03 Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1) 03| 12 12.03 1 01 untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1] 03 | 12 | 2.03 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang
1l 03 | 12 | 2.04 Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian
' Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif
1) 03] 12 12.04 1 01 dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan
1103 | 121204 02 Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik
1] 03 | 12 | 2.04 | 03 | Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan
Ruang
1| 03 | 12 | 2.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1l 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1| 04 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
1] 04 | 02 | 2.01 Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1l 04 | 02 | 201! o1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
' atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1l 04 | 02 | 2.01 1 02 Ident1ﬁk'as1 Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi
Relokasi Perumahan
1l 04 | 02 | 201 03 Pepgqmpulan Data Rumah Korban Ber.lcana
Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1l 04 | 02 | 201! 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat
Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi
1] 04 | 02 | 2.01 | 05 | Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,
1) 041022011 06 Rumah Susun dan Rumah Khusus
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan
1] 04 | 02 | 2.02 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
1] 04 | 02 | 2.02 | 01 | Rehabilitasi Rumah kepada
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1l 04 | 02 | 2.02 | 02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak
Atas Tanah dan Bangunan
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Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan
1) 04027202 03 Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
1l 04 | 02 | 2.02 | 04 Pembentqkan dan Pela‘uhan Tim Satgas, Tim
Pendamping dan Fasilitator
Rembug Warga untuk Menentukan Calon
1) 04102 12.021 05 Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1l 04 | 02 | 2.02 | 06 Koo.rdlna31 untuk Menyepakati Penerima dan
Jenis Pelayanan
1l 04 | 02 | 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
’ Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1] 04 | 02 | 2.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Penyusunan  Site Plan dan/atau  Detail
1] 04 | 02 | 2.03 | 02 | Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1l 04 | 02 | 2.03| 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah
bagi Korban Bencana
1| 04 | 02 | 2.03 | 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi
1] 04 | 02 | 2.03 | 05 |Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan
1| 04 | 02 | 2.03 | 06 |Perumahan pada Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi
1] 04 | 02 | 2.04 Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten /Kota
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban
1| 04 | 02 | 2.04 | 01 |Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program
Kabupaten /Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban
1| 04 | 02 | 2.04 | 02 | Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program
Kabupaten /Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum
1] 041 021 2.05 dan/atau Rumah Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan
1] 0410272051 01 Pemilik /Penghuni Rumah Susun
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun
1] 041 0212057 02 Umum dan/atau Rumah Khusus
1l 04 | 02 | 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin
1| 04 | 02 | 2.06 | 01 |Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Terintegrasi secara Elektronik
Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD
1) 041021206/ 02 untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
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Koordinasi dan  Sinkronisasi = Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

04

02

2.06

o
Y

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

04

02

2.07

Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKGB)

04

02

2.07

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

04

03

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERMUKIMAN KUMUH

04

03

2.01

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman

04

03

2.01

01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi secara Elektronik

04

03

2.01

02

Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi
Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

04

03

2.01

03

Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman Kumuh

04

03

2.02

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

04

03

2.02

01

Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman
Kumuh

04

03

2.02

02

Penyusunan Rencana dan Rekomendasi
Pencegahan Tumbuh dan  Berkembangnya
Permukiman Kumuh

04

03

2.02

03

Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya
Masyarakat di Permukiman Kumuh

04

03

2.02

04

Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman kumuh

04

03

2.02

05

Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian
Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
kumuh

04

03

2.02

06

Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat
Terdampak Program  Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh

04

03

2.02

07

Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi
Masyarakat Terdampak Program
Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh

04

03

2.03

Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
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Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail
Engineering Design (DED)
Peremajaan /Pemugaran Permukiman Kumuh

04

03

2.03

02

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh

04

03

2.03

03

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Beserta PSU

04

03

2.03

04

Koordinasi dan  Sinkronisasi = Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman kumuh

04

03

2.03

05

Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal
Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena
Program Peremajaan Permukiman Kumuh

04

04

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)

04

04

2.01

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

04

04

2.01

01

Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

04

04

2.01

02

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian

04

04

2.01

03

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan

04

05

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

04

05

2.01

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan
Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan
Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Tingkat Kemampuan Kecil

04

05

2.01

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan
Sertifikasi dan Registrasi Pengembang
Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

05

02

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

05

02

2.01

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
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Kabupaten/Kota
1l o5 | 02 | 2.01 | o1 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan
1| 05 | 02 | 2.01 | 02 |Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
1] 05 | 02 | 2.01 | 03 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
1) 05 10212011 04 Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
1) 05 102 12011 05 Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1l o5 | 02 | 2.01| 06 Pemblnaan. Jabatan Fungsional Satpol Polisi
Pamongpraja
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
1] 05 | 02 | 2.01 | 07 | Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
1) 051021201 08 Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan
1) 05102 2.02 Bupati/Walikota
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan
1| 0510212027 01 Peraturan Bupati/Walikota
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
1] 05 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1) 05 10212021 03 dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
1l o5 | 02 | 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten /Kota
1] 05 | 02 | 2.03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1| 05 | 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1) 05031201 Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Bencana
11051 031201 01 Kabupaten /Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1| 05 | 03 | 2.01 | 02 | (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
1] 05 | 03 | 2.02 Pelayanan Pencegahan dan  Kesiapsiagaan
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Terhadap Bencana

1l o5 | 03 | 2.02 | o1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota

1l o5 | 03 | 2.02 | 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten /Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana

1| 05 | 03 | 2.02 | 03 | Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten /Kota

1l 05 | 03 | 2.02 | 04 Penyedlgan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1| 05 | 03 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

1l o5 | 03 1202 06 Penguatgn Kapasﬂas Kawasan untuk Pencegahan
dan Kesiapsiagaan

1| 05 | 03 | 2.02 | 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

1l o5 | 03 | 2.02 | o8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
Bencana Kabupaten /Kota

1l o5 | 03 | 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa

1) 0510312037 01 Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

1| 05 | 03 | 2.03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban

1] 051031203 03 Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi

1) 05 1 03 12.03| 04 Korban Bencana Kabupaten/Kota

1{ 05 | 03 | 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1l o5 | 03 | 2.04 | 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Bencana

1] 05 1031204 02 Kabupaten /Kota

1l 05 | 03 | 2.04 | 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

1| 05 | 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,

1l 05 | 04 | 2.01 Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

' Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

1l 05 | 04 | 2.01 | o1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam

1] 05 | 041201 02 Daerah Kabupaten/Kota

1l 05 | 04 | 2.01 | 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
dan Non Kebakaran
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Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
1) 05 1 04 12011 04 Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1| 05 | 04 | 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1/ 05 | 04 | 2.02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1| 05 | 04 | 2.02 | 02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1| 05 | 04 | 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran
Investigasi  Kejadian = Kebakaran, meliputi
1| 05 | 04 | 2.03 | 01 |Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian
Kebakaran
1l o5 | 04 | 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
1] 05 | 04 | 2.04 | 01 |dan Penanggulangan Kebakaran, melalui
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
1| 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1| 06 | 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1l 06 | 02 | 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
1| 06 | 02 | 2.01 | O1 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1| 06 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
1l 06 | 02 | 2.02 Pengumpulan  Sumbangan dalam  Daerah
Kabupaten /Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin
1| 06 | 02 | 2.02 | 01 | Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
1] 061 0212.03 Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
11 061 021203 01 Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan = Kemampuan  Potensi Tenaga
1| 06 | 02 | 2.03 | 02 | Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan = Kemampuan  Potensi  Sumber
1| 06 | 02 | 2.03 | 03 | Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan = Kemampuan  Potensi  Sumber
1] 06 | 02 | 2.03 | 04 | Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
1| 06 | 02 | 2.03 | 05 |dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1l 06 | 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
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Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak

1l 06 | 03 | 2.01 Kekerasan dari Titik Debarl_iasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran

1l 06 | 03 | 2.01 | o1 Korban Tindak Kekerasan dari Titﬂ.< Debarkasi di
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal

1| 06 | 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

1/ 06 | 04 | 2.01 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1| 06 | 04 | 2.01 | 01 |Penyediaan Permakanan

1| 06 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang

1| 06 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Alat Bantu

1| 06 | 04 | 2.01 | 04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1l 06 | 04 | 2.01 ! o5 Pemberign Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

1) 06 1 042011 06 Lanjyut Usgia Terlantar, Serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk

1] 06 | 04 | 2.01 | 07 | Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan
Kartu Identitas Anak

1l 06 | 04 | 2.01 ! o8 Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

1/ 06 | 04 | 2.01 | 09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

1| 06 | 04 | 2.01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan

1{ 06 | 04 | 2.01 | 11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

1| 06 | 04 | 2.01 | 12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1| 06 | 04 | 2.01 | 13 | Pemberian Layanan Rujukan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah

1] 06 | 04 | 2.02 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

1| 06 | 04 | 2.02 | 01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

1/ 06 | 04 | 2.02 | 02 | Pemberian Layanan Kedaruratan

1] 06 | 04 | 2.02 | 03 | Penyediaan Permakanan

1| 06 | 04 | 2.02 | 04 | Penyediaan Sandang

1| 06 | 04 | 2.02 | 05 | Penyediaan Alat Bantu

1| 06 | 04 | 2.02 | 06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti

1l 06 | 04 | 2.02 | o7 Pemberi.an Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
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Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

1) 06 | 04 12027 08 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk

1] 06 | 04 | 2.02 | 09 | Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan
Kartu Identitas Anak

1l 06 | 04 | 2.02| 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

1] 06 | 04 | 2.02 | 11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

1| 06 | 04 | 2.02 | 12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1| 06 | 04 | 2.02 | 13 | Pemberian Layanan Rujukan
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam

1] 06 | 041202 14 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

1l 06 | o5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

1/ 06 | 05 | 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

1/ 06 | 05 | 2.01 | 01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

1| 06 | 05 | 2.01 | 02 | Rujukan Anak-Anak Terlantar

1l 06 | 05 | 2.01 | 03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan
Anak Terlantar

1l 06 | 05 | 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

1l 06 | 05 | 2.02 | o1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten /Kota

1l 06 | 05 | 2.02 | 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

1| 06 | 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan

11061 06 1 2.01 Sosial Kabupaten/Kota

1) 06 | 06 | 2.01 | O1 | Penyediaan Makanan

1| 06 | 06 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang

1| 06 | 06 | 2.01 | 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

1] 06 | 06 | 2.01 | 04 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

1| 06 | 06 | 2.01 | 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial
Penyelenggaraan = Pemberdayaan = Masyarakat

1/ 06 | 06 | 2.02 terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota

1l 06 | 06 | 2.02 | 01 Koordinasi, . Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana

1l 06 | 06 | 2.02 | 02 K_oordlnasa, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna
Siaga Bencana
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1l 06 | 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

1l 06 | 07 | 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten /Kota
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman

1) 06 | 07 1 2.01 1 01 Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1l 06 | 07 | 2.01 | 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten /Kota

1l 06 | 07 | 2.01 | 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

o URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

ol o7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA

2| 07 | 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

2] 07 | 02 | 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2| 07 | 02 | 2.01 | 01 |Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

2| 07 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

ol 07 | 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

ol 07 | 03 | 2.01 Pelaksanaap Pelatihan  berdasarkan  Unit
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

2| 07 | 03 | 2.01 | 01 |Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama
dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan

21 07 103 12.011 02 Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

2| 07 | 03 | 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2| 07 | 03 | 2.02 | 01 |Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

ol 07 | 03 | 2.03 Per1-zman dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja

ol 07 | 03 1203 o1 Peny.edlaan Sumber Daya Perlgman Lembaga
Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

21 07 | 03 | 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

ol 07 | 03 | 2.04| o1 Pelaksanaan Kpnsultas1 Produktivitas kepada
Perusahaan Kecil

2l 07 | 03 | 2.05 Pengukuran  Produktivitas Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

ol 07 | 03 1205 o1 gengukuraljl Kompetensi dan  Produktivitas

enaga Kerja
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2| 07 | 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

2] 07 | 04 | 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

2| 07 | 04 | 2.01 | 01 |Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja

2| 07 | 04 | 2.01 | 02 | Pelayanan antar Kerja

ol 07 | 04 | 2.01| 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari
Kerja

ol 07 | 04 1201 | 04 Penyelenggal.”aan Unit Layanan  Disabilitas
Ketenagakerjaan
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga

21 07 | 04 | 2.02 Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

2l 07 | 04 | 202 o1 Pen.yedlaan. Sumber Daya Perizinan LPTKS secara
Terintegrasi

2|1 07 | 04 | 2.02 | 02 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

2| 07 | 04 | 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

ol 07 | 04 | 203 o1 Pemehhar.aan d.an Operasional Aplikasi Informasi
Pasar Kerja Online

ol 07 | 04 | 203! 02 Pelgyanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja
Online

2|1 07 | 04 | 2.03 | 03 |Job Fair/Bursa Kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di

21 07 | 04 2.04 Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon

2| 07 | 04 | 2.04 | 01 |Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

ol 07 | 04 | 2.04 | 02 Pe.nyedlaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja
Migran

ol 07 | 04 | 204 | 03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna
Penempatan

ol 07 | 04 | 2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja

’ dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA

2| 07 | 04 | 2.05| 01 |yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

2| 07 | 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk

2| 07 | 05 | 2.01 .
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

ol 07 | 05 | 201! o1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi
Perusahaan

ol 07 | 05 | 2.01 | 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi
Perusahaan
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Penyelenggaraan Pendataan dan  Informasi
Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

07

05

2.02

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

07

05

2.02

01

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

07

05

2.02

02

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

07

05

2.02

03

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi
Keanggotaan pada  Organisasi Pengusaha,
Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta non afiliasi

07

05

2.02

04

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

07

06

PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota

08

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

08

02

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

08

02

2.01

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

08

02

2.01

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan
Kebijakan Pelaksanaan PUG

08

02

2.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

02

2.01

03

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

08

02

2.01

04

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk
PPRG

08

02

2.02

Pemberdayaan  Perempuan Bidang  Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

08

02

2.02

01

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi




- 224 -

URUSAN

BIDANG
URUSAN

KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA

N

N
o
!

o
N

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi

08

02

2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

08

02

2.03

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

08

02

2.03

02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

02

2.03

03

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan = Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

03

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

08

03

2.01

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

08

03

2.01

01

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten /Kota

08

03

2.01

02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten /Kota

08

03

2.02

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

08

03

2.02

01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten /Kota

08

03

2.02

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

08

03

2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

08

03

2.03

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten /Kota
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Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

08

03

2.03

03

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan
dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

03

2.03

04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

08

04

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

08

04

2.01

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

04

2.01

01

Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

04

2.01

02

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

04

2.01

03

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

08

04

2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

08

04

2.02

01

Advokasi Kabijakan dan Pendampingan
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

08

04

2.02

02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

04

2.02

03

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

08

04

2.03

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

08

04

2.03

01

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif
bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

08

05

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM  DATA
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GENDER DAN ANAK

2.01

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

08

05

2.01

01

Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

05

2.01

02

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan
Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan
Kabupaten /Kota

08

06

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

08

06

2.01

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

08

06

2.01

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

06

2.01

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

08

06

2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

06

2.02

01

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

08

06

2.02

02

Koordinasi  dan Sinkronisasi = Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

06

2.02

03

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

06

2.02

04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

07

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

08

07

2.01

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

08

07

2.01

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

08

07

2.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
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Kabupaten/Kota

08

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

07

2.02

01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

07

2.02

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten /Kota

08

07

2.02

03

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

08

07

2.02

04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

08

07

2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak  yang Memerlukan
Perlindungan  Khusus  Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

08

07

2.03

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

08

07

2.03

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi = Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

08

07

2.03

03

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring
antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

09

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

09

02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

09

02

2.01

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

09

02

2.01

01

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

09

02

2.01

02

Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

09

02

2.01

03

Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Kemandirian Pangan Lainnya
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Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
2109 | 021200 04 Penyediaan Infrastruktur Logistik
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan
2109 1 02120105 Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
ol 09 | 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau
ol 09 | 03 | 2.01 Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
' Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
ol 09 | 03 | 201! o1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca
Bahan Makanan
2| 09 | 03 | 2.01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
2109 031201} 03 Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2| 09 | 03 | 2.01 | 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2l 09 | 03 | 2011 05 Pe.nggmbgngan Kelembagaan dan Jaringan
Distribusi Pangan
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
2| 09103 12.01) 06 Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan
2| 09103 )2.02 Pangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian
2109 0312027 01 Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2] 09 | 03 | 2.02 | 02 |Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
ol 09 | 03 | 2.02 | 03 Pengadaan Cadangan Pangan  Pemerintah
Kabupaten /Kota
ol 09 | 03 | 202 04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk
2 09 | 03 | 2.03 Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga
21091 0312037 01 Minimum Pangan Pokok Lokal
Pelaksanaan  Pencapaian Target Konsumsi
21 09 | 03 | 2.04 Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
2 09 | 03 | 204 | 01 Penyusunan de}n Penetapan Target Konsumsi
Pangan per Kapita per Tahun
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2|1 09 | 03 | 2.04 | 02 | Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal
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ol 09 | 03 | 2.04 | 03 Koordlngm dan Smkromsgm Pemantauan dan
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2| 09 | 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
ol 09 | 04 | 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan
Pangan Kecamatan
ol 09 | 04 | 201! o1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
21 09 | 04 | 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan
Kabupaten /Kota
Koordinasi  dan Sinkronisasi = Penanganan
2| 091 04 12.02) 01 Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan
2| 09104 12.02) 02 Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota
2| 09 | 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
21 09| 051201 Segar Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
21 091 0512011 01 Daerah Kabupaten/Kota
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal
21 09| 051201} 02 Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal
21 09| 051201} 03 Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal
21 09 | 051201 04 Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
21 09 | 05 | 2.01 | 05 | Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2| 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2| 10 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
2l 10 | 02 | 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota
Koordinasi dan Sinkron